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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah
Kabupaten Nunukan

a. Tugas pokok dan fungsi

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah
Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
Nunukan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
Nunukan. Dasar pembentukan BKP3D adalah Peraturan Daerah Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan.

Tugas pokok BKP3D menurut peraturan tersebut adalah menyusun
dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan
pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam
rangka melaksanakan tugas pokok tersebut BKP3D Kabupaten Nunukan
mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis ketahanan pangan dan pelaksanaan
penyuluhan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan
‘penyuluhan;

3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
bidang ketahanan pangan;
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4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
bidang ketenagaan dan sarana prasarana penyuluhan;

5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
bidang pengembangan kelembagaan dan bina usaha tani;

6) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

7) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;

8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Program dan kegiatan BKP3D dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya berhubungan dengan ketahanan pangan, ketenagaan dan sarana
prasarana penyuluhan serta kelembagaan dan bina usaha tani. Salah satu
program dan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi tersebut adalah penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan
pertanian adalah fungsi yang sangat penting bagi keberadaan BKP3D dan
menjadi indikator keberhasilan dalam membangun pertanian di Kabupaten
Nunukan. Pelaksanaan penyuluhan pertanian di lapangan dilakukan oleh
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

b. Struktur organisasi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKP3D memiliki struktur
organisasi yang terdiri dari satu Kepala Badan, satu Sekretaris, 3 Kepala
Bidang, 7 Sub Bidang, 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UPT-BP3K) dan 1 Koordinator Jabatan

Fungsional, seperti diuraikan di bawah ini :
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1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
¢ Sub Bagian Umum
o Sub Bagian Perencanaan Program
e Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
¢ Sub Bidang Komsumsi dan Kerawanan Pangan
¢ Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan, terdiri dari :
¢ Sub Bidang Pengembangan SDM
e Sub Bidang Sarana dan Prasarana
¢ Sub Bidang Informasi, Teknologi dan Metodologi
5. Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha Tani, terdiri dari :
¢ Sub Bidang Kelembagaan Petani
¢ Sub Bidang Bina Usaha Tani.
6. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
¢ UPT BP3K Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan

UPT BP3K Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat

e UPT BP3K Kecamatan Sebuku
e UPT BP3K Kecamatan Sembakung
e UPT BP3K Kecamatan Lumbis

e UPT BP3K Kecamatan Krayan

7. Kelompok Jabatan Fungsional
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Penyuluh Pertanian Lapangan dalam struktur organisasi BKP3D
berada di bawah koordinator jabatan fungsional. PPL sebagai bagian jabatan
fungsional mempunyai garis instruksi langsung dari Kepala Badan dan garis
koordinasi dengan Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana
Penyuluhan (Kabid KSPP). PPL dalam pelaksanaan tugasnya dihimpun
dalam wadah UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(UPT BP3K) di wilayahnya masing-masing.
¢. Kepegawaian

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah
Kabupaten Nunukan memiliki pegawai berjumlah 201 orang. Pegawai tersebut
terdiri dari PNS struktural berjumlah 23 orang dan non struktural berjumlah
11 orang. Di samping itu terdapat pegawai non PNS berjumlah 44 orang.
Sedangkan PNS pada jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan
berjumlah 93 orang dan Non PNS Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian

berjumlah 30 orang.

Pegawai yang dimiliki BKP3D Kabupaten Nunukan dilihat dari
golongan, yaitu golongan IV berjumlah 7 orang terdiri dari jabatan struktural
sebanyak 4 orang dan non struktural sebanyak 3 orang.. Golongan III
berjumlah 84 orang terdiri dari jabatan struktural sebanyak 19 orang dan non
struktural BKP3D sebanyak 2 orang, fungsional sebanyak 63 orang.
Sedangkan golongan II berjumlah 36 orang hanya diisi oleh jabatan non
struktural BKP3D sebanyak 8 orang, UPT BP3K sebanyak 1 orang dan
jabatan fungsional sebanyak 27 orang. Berikut ini profil pegawai BKP3D

Kabupaten Nunukan pada tahun 2016 :
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Tabel 4.1
Daftar Pegawai BKP3D Kabupaten Nunukan Per Februari 2016
Uraian Golongan Pendidikan Jmi
IV | Il | I |S2 ) S1/D4 | D3|SLTA
1 | Struktural
a. Kepala Badan 1 1 1
b. Sekretaris 1 1 1
¢. Kepala Bidang 1 3 3
d. Kepala Sub Bagian 3 3 3
€. Kepala Sub Bidang 71 7 7
f. Kepala UPT BP3K 6 1 5 6
g. Kepala TU UPT BP3K 2 2 2
Sub Jumlah I 4 |19 2 20 1 23
2 | Non Struktural
a. BKP3D 2 8 2 2 6 10
b. UPT BP3K 1 1 1
c. Fungsional (PPL) 3 163 12712 68 1 22 93
Sub Jumlah 11 3 /65|36 2 70 3|1 29 | 104
3 | Non PNS
a. Tenaga Honor BKP3D 7 1 22 30
b. Tenaga Honor UPT 2 1 11 14
c. THL S 3] 22 30
Sub Jumlah 111 14 5| S5 74
Total 7 )8 )36 |3 | 105 | 9| 84 | 201

Sumber : Data BKP3D (Februari, 2016)

Profil pendidikan pegawai BKP3D beragam dari SLTA sampai
dengan S,. Terdapat 1 orang pegawai struktural dan 2 orang non struktural
berpendidikan S,, sebanyak 21 orang pegawai struktural, 70 orang pegawai
non struktural dan 14 orang pegawai Non PNS berpendidikan S;. Sedangkan
pegawai yang berpendidikan setingkat D3, pada pegawai struktural berjumlah
1 orang, non struktural berjumlah 3 orang dan 5 orang Non PNS. Terdapat 29
pegawai non struktural dan 55 orang pegawai Non PNS berpendidikan SLTA.
Profil pendidikan pegawai BKP3D selengkapnya digambarkan pada gambar

4.1 berikutini:
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ini menjadi acuan dasar penelitian mengenai evaluasi penempatan PPL. Evaluasi
ini akan mencermati proses pembuatan, implementasi, konsekuensi dan efektivitas

dampak kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan menurut Winarno (2014:123-125) ada 4
tahapan yaitu : (a) merumuskan masalah (defining problem), (b) menyusun agenda
kebijakan, (¢) memilih alternatif kebijakan, dan (d) penetapan kebijakan. Dalam proses
pembuatan kebijakan penempatan PPL akan terlihat apakah penyusunan SK
Bupati Nomor 761 Tahun 2011 mengikuti kaidah tersebut. Berikut ini proses
pembuatan Keputusan Bupati tersebut menurut keterangan responden dan

dokumen yang diperoleh :

a. Proses pembuatan kebijakan penempatan PPL
1). Perumusan masalah
Sebelum BKP3D Kabupaten Nunukan berdiri, PPL berada pada
dinas teknis masing-masing. PPL Pertanian berada di bawah SKPD Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dinas Pertanian), demikian
juga PPL Perikanan dan PPL Kehutanan berada pada Dinas Kelautan dan
Perikanan (Dinas Perikanan) serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dinas
Kehutanan).  Setelah pengelolaan PPL disatukan dalam BKP3D, maka

tanggung jawab penempatan PPL berada dalam kewenangan BKP3D.

Menurut keterangan Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana
Prasarana Penyuluhan (Kabid KSPP), terdapat beberapa penﬁasalahan
dalam penempatan PPL. Permasalahan tersebut antara lain  adalah

permasalahan yang berhubungan dengan keahlian masing-masing PPL.
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Tidak mungkin PPL Kehutanan diminta melakukan tugas penyuiuhan

pertanian, begitu juga sebaliknya. Kabid KSPP mengatakan :

“Wilayah yang akan ditempatkan PPL memerlukan keahlian yang
berbeda-beda disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tugas.
Jadi PPL Pertanian harus (ditempatkan : peneliti) di wilayah yang ada
potensi pertaniannya, tetapi karena kita masih kekurangan tenaga PPL,
sehingga masih ada wilayah yang tidak sesuai dengan keahliannya.”

Masalah lainnya menurut Kabid KSPP berhubungan dengan
persoalan gender dan status perkawinan. Terdapat kesulitan menempatkan
PPL perempuan di wilayah yang agak terpencil. Meskipun isu kesamaan
gender adalah isu sensitif, tetapi kenyataannya tidak mudah diterapkan.
Demikian juga mengenai status perkawinan. Tidak manusiawi
menempatkan pasangan suami istri pada dua wilayah yang jauh terpisah.
Meskipun tidak terdapat aturan yang membolehkan istri mengikuti
kedudukan suami, penempatan PPL perempuan selalu terkait kedua

masalah ini.

Hal lainnya yang menjadi permasalahan adalah kepentingan para

pihak. Kepala Bidang KSPP mengatakan :

“Misalnya Dinas Pertanian yang memiliki kepentingan dengan
peningkatan produksi pertanian, pasti mengharapkan seluruh daerah
potensial pertanian terdapat PPL Pertanian. Seluruh wilayah yang
memiliki hutan perlu PPL Kehutanan. Ini adalah hal yang sulit,
karena jumlah PPL tidak selalu sama dengan wilayah potensialnya.
Personel PPL sudah ada sebelum BKP3D berdiri dan pengadaan PPL
tidak serta merta dapat dilakukan.”

Hal yang sama dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia (Kasubid PSDM). Dia mengatakan bahwa :

“Kaitannya dengan keahlian PPL dalam penempatan memang harus
sesuai dengan keahlian dan potensi wilayah tugas, tetapi karena kita
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kekurangan tenaga PPL, sehingga ada PPL yang ditempatkan tidak
sesuai antara keahlian dan wilayahnya”.

Kabid KSPP dan Kasubid PSDM juga mengatakan bahwa terdapat
juga masalah yang pasti ada dalam setiap penempatan personel, yaitu
himbauan untuk menempatkan si A dan si B di wilayah tertentu dengan
berbagai alasan. Ini menjadi tekanan tersendiri bagi pembuat kebijakan.
Kadang kala himbauan-himbauan ini melibatkan orang-orang berpengaruh
di pemerintahan. Jika alasan yang mereka kemukakan untuk mempengaruhi
pembuat kebijakan tersebut tidak masuk akal, tentu mudah untuk diabaikan,
tetapi ada saja alasan-alasan yang dikemukanan kadang kala masuk akal,

tentunya perlu pertimbangan tersendiri.

e o e e ety —— e et e i s = Ammimie o e o s

Gambar 4.5
Hal-hal Terkait Perumusan Masalah Penempatan PPL
Sumber : Hasil Wawancara (Maret, 2016), diolah

Bahan utama yang mendasari penempatan PPL menurut Kabid

KSPP adalah jumlah PPL itu sendiri dan peta kebutuhan atau potensi
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wilayah. PPL memiliki keahlian spesifik yang tidak bisa ditempatkan
sembarangan, terutama PPL Ahli. Wilayah-wilayah di Kabupaten Nunukan
juga memiliki karakteristik khusus yang memerlukan keahlian atau
kualifikasi PPL tertentu. Bahan-bahan ini harus disandingkan dengan
permasalahan yang ada, sehingga komposisi penempatan PPL nantinya

tidak menimbulkan permasalahan baru yang tidak diharapkan.

Kasubid PSDM mengatakan hal yang hampir sama, bahwa
penempatan PPL bahan utamanya adalah jumlah PPL dan karakteristik
wilayah. Penempatan keahlian PPL dan karakteristik wilayah harus pas,

sehingga tidak memancing permasalahan.

2). Penyusunan agenda
Sebelum menjadi Keputusan Bupati, terdapat tahapan-tahapan yang
harus dilalui agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan penolakan atau
persoalan baru lainnya. Kabid KSPP serta Kasubid PSDM menyampaikan
bahwa inti dari kebijakan adalah sesedikit mungkin menimbulkan masalah,
sehingga perlu berkonsultasi dan mengumpulkan informasi kepada berbagai

pihak, baik di lingkungan BKP3D maupun pihak eksternal.

Demikian juga perlu dilakukan penetapan kapan SK tersebut harus
diterbitkan, sehingga waktunya jelas di mana titik akhir dari penyusunan
draf SK tersebut. Sebab, jika tidak dibuat tenggat waktu, ada saja persoalan

yang membuat SK ini tidak segera terbit.
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dengan penempatan Sumber Daya Manusia. Demikian juga dengan Bagian
Hukum Sekretariat Dacrah diperlukan untuk menyelaraskan bahasa hukum
draf SK ini. SKPD terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan serta
Dinas Kehutanan juga dilibatkan, karena pada dasarnya penempatan PPL
adalah mengakomodasi kepentingan mereka. Meskipun demikian tidak
seluruh masalah dikonsultasikan kepada mereka, tetapi hanya masalah-

masalah yang memerlukan informasi dari mereka.

Tenggat waktu perlu ditetapkan, karena dalam pembuatan SK Bupati
terdapat Protap (Prosedur Tetap) yang mengharuskan para pihak dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan menyetujui draf SK tersebut
dengan membubuhkan paraf. Dalam hal SK penempatan PPL ini, pihak-
pihak yang harus membubuhkan paraf antara lain adalah : Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (DPKAD), Asisten Administrasi Sekretaris Daerah (Asisten 1) dan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebelum akhirnya ditandatangani oleh Bupati.

3). Pemilihan alternatif kebijakan

Menurut Kabid KSPP dan tambahan keterangan dari Kasubid PSDM
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum SK Penempatan PPL
diterbitkan, yaitu kriteria personel PPL yang akan ditempatkan, kebutuhan

wilayah, pembagian personel dan keputusan penempatan.

Terdapat tiga kriteria seorang PPL ditempatkan di suatu wilayah,
yaitu (a) kualifikasi, yaitu apakah seorang PPL memiliki kualifikasi ahli

atau terampil; (b) keahlian, yaitu apakah keahlian mereka (pertanian,
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Di samping kepentingan organisasi kedinasan, mutasi PPL juga
dapat diusulkan oleh PPL sendiri dengan beberapa alasan, misalnya : jauh
dari keluarga, terjadi perselisihan antar teman di lokasi tugas atau tidak
kerasan di tempat tugas lama. Biasanya jika terdapat alasan yang kuat dan

untuk tujuan yang lebih baik, BKP3D dapat mengabulkan mutasi seperti ini.

b. Mutasi PPL antara tahun 2011-2016

Mutasi atau usaha menempatkan pegawai pada posisi yang tepat
dengan jabatan atau keahlian yang sesuai pada pekerjaannya, karena dalam
menempatkan pegawai apabila terjadi kesalahan dapat berpengaruh terhadap

keberhasilan program organisasi.

Menurut Kabid TSPP banyak alasan yang menyebabkan mengapa
terjadi mutasi pada PPL, yaitu (a). Keinginan pegawai atau PPL itu sendiri,
misalnya PPL yang bersangkutan merasa bahwa lingkungan kerja tidak sesuai
dengan kondisi fisik dan keinganannya, (b). Keinginan BKP3D sendiri
dengan tujuan menghindari rasa jenuh PPL pada jenis pekerjaan, jabatan
maupun tempat kerja yang sama atau kepentingan lainnya. (c) Adanya
keinginan dari dinas teknis untuk menempatkan PPL menjadi tenaga

fungsional non angka kredit.

1). Mutasi PPL Ahli
PPL Ahli yang tercatat pada SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011
adalah 71 orang. Selama kurun waktu 5 tahun, terjadi mutasi keluar sebanyak
27 orang dan mutasi masuk sebanyak 28 orang. Pada awal 2016, PPL Ahli di

Kabupaten Nunukan tersisa 72 orang. Sebanyak 6 orang tercatat keluar dari
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Pihak Sekretariat Daerah yang dilibatkan adalah Bagian Hukum,
Asisten Il dan Sckretaris Daerah. Sekretariat Daerah ini seluruhnva

berkaitan dengan prosedur tetap (Protap) SK Bupati.

Berikut ini gambaran alur selengkapnya mengenai alur penetapan

Keputusan Bupati mengenai penempatan PPL :

. KADPKAD .

?

- SEKRETARIS
KASUBAG
. KEPEGAWAIAN -

KABID KSPP KASUBID

MUTASI
FUNGSIONAL

e

ASISTEN IHl

- KABID .. ..
ANGGARAN

BUPATI

I

KASUBID PSDM

 KOORDJAFUNG |  PPLKABUPATEN

Gambhar 4.8
Alur Penetapan Keputusan Bupati Mengenai Penempatan PPL
Sumber : Hasil wawancara (Maret, 2016), diolah

Proses penempatan penyusunan draf SK Bupati setelah diselesaikan
di tingkat BKP3D, dilaniutkan dengan proses di BKDD. vang melibatkan
Kepala BKDD, Kepala Bidang Mutasi dan Kepala Sub Bidang Mutasi
Fungsional. Selanjutnya BKDD menyerahkan draf SK tersebut kepada
Kenala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk harmonisasi konsideran
dan bahasa hukum draf SK. Kemudian draf SK tersebut dinaikkan secara

berjenjang kepada Kepala DPKAD melalui Kepala Bidang Anggaran,
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Asisten III dan Sekretaris Daerah. Setelah seluruh pejabat mengetahui dan

membubuhkan paraf. draf SK diaiukan kepada Bupati untuk ditetapkan.

b. Para pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penempatan PPL

Pibak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penempatan
PPL terbagi meniadi dua pihak. vaitu : (a) pihak-pihak vang terlibat secara
substansi dan (b) pihak-pihak yang terlibat secara berjenjang yang merupakan
prosedur tetap (protap) pembuatan suatu produk hukum yang ditandatangani
bupati. Pihak vane terlibat secara substansi adalah para pihak vang terlibat
langsung dan aktif dalam penyusunan kebijakan, misalnya terlibat diskusi dan
memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan. Sedangkan para
vihak vang tidak terlibat secara aktif dan hanva memberikan masukan secara

prosedural disebut sebagai para pihak yang terlibat dalam Protap.

Berikut ini disajikan gambar yang memperlihatkan kategori pihak-

pihak terkait dalam pembuatan kebiiakan penempatan PPL :

|

~ SUBSTANSI PROTAP

' SEKDA -

KEPALA BKP3D

| - KABID KSPP © ASISTEN I

- KASUBID PSDM - - Ka BKDD

| KOORD JAFUNG - - ~ Ka DPKAD

3 PPL KABUPATEN KABAG HUKUM

———

Gambar 4.9
Pihak Terkait dalam Pembuatan Kebijakan Penempatan PPL
Sumber : Hasil Wawancara (Maret, 2016), diolah

Dari gambar terlihat bahwa pembuatan kebijakan penempatan PPL

adalah kebilakan vang dibuat secara internal dengan melibatkan sebanvak
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mungkin pihak di dalam tubuh BKP3D. Pihak-pihak di luar BKP3D hanya
dilibatkan secara administratif prosedural pembuatan sebuah SK Bupati.
Menurut Kabid KSPP, pihak lain seperti Kepala Dinas Pertanian, Perikanan
serta Kehutanan hanya diminta memberi masukan setelah draf SK selesai
untuk mencermati kemungkinan kesalahan penemnatan PPT., tetani secara
prinsip telah menyetujui draf SK tersebut, karena dianggap telah
mengakomodasi kepentingan mereka. Dengan demikian mereka dianggap

bukan pihak vang terlibat dalam pembuatan kebiiakan penempatan PPL.

¢. Hal-hal yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan penempatan
rrL

Banyak hal yang dipertimbangkan dalam kebijakan penempatan
PPL. Dari hasil wawancara dengan Kabid KSPP dan Kasubid PSDM
diketahui setidaknva terdanat tigé hal vang memnengaruhi nroses nembuatan
kebijakan tersebut, antara lain : (a) hal-hal yang terkait secara pribadi dengan
PPL, (b) pertimbangan di luar pridadi PPL, serta (c) pertimbangan rasional.

Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

DI LUAR PPL ~ RASIONAL
JUMLAH PPL

KEBUTUHAN WILAYAH

» PRIBADI PPL

KEAHLIAN KEPENTINGAN

PARA PIHAK

GENDER

TEKANAN

STATUS

PERKAWINAN

Gambar 4.10
Hal-hal yang Mempengaruhi Proses Kebijakan Penempatan PPL
Sumber : Hasil Wawancara (Maret, 2016), diolah

Hal-hal yang terkait secara pribadi dengan PPL perlu mendapat

pertimbangan tersendiri dalam proses penvusunan kebiiakan. Hal tersebut
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adalah keahlian, gender dan status perkawinan. Justru hal-hal ini yang
membuat penempatan PPL bukan merupakan hal vang sederhana. Pada
kenyataannya hal ini tidak selalu sebangun dengan kebutuhan wilayah.
Seandainya jumlah PPL menurut keahlian telah sesuai dengan kebutuhan
wilavah. termyvata secara gender dan status perkawinan masih bermasalah.

perlu dipertimbangkan ulang. Hal ini terutama pada PPL perempuan.

Pertimbangan lainnya adalah mengakomodasi kepentingan para
pihak. misalnva kepentingan dinas-dinas teknis vang terkait dengan keahlian
PPL. Dinas Pertanian pasti mengharapkan seluruh wilayah yang memiliki
potensi pertanian terdapat PPL pertanian. Dinas Perikanan juga
mengharapkan seluruh wilavah oesisir dan sungai besar memiliki PPL
perikanan. Demikian juga Dinas Kehutanan akan berharap wilayah yang
memiliki Hutan Lindung, Hutan Kemasyarakatan dan Taman Nasional
memiliki PPT, Kehutanan. Seringkali iumlah PPT. tidak sebanding dengan
kebutuhan atau jumlah PPLnya berlebihan, sehingga pada satu wilayah yang
seharusnya hanya ditempati seorang PPL, kenyataanya ditempatkan lebih dari

seorang PPL.

Tekanan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai himbauan
dapat juga mempengaruhi komposisi penempatan PPL. Wilayah Kabupaten
Nunukan terdiri dari wilavah perkotaan dan terpencil Kebanvakan PPL
menginginkan ditempatkan di wilayah perkotaan atau setidaknya tidak jauh
dari Ibukota Kabupaten, tetapi kebutuhan pemerataan pelayanan pemerintah
tentu harus memnertimbangkan seluruh wilayah. Agar kenentingannva

diakomodasi, biasanya PPL. menggunakan tangan pihak-pihak berpengaruh
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terhadap pembuat kebijakan, seperti menggunakan memo pejabat atau secara
pribadi mendatangi penvusun SK. Menurut Kabid KSPP dan Kasubid
PSDM, ternyata terdapat hal rasional dalam tekanan-tekanan tersebut yang
harus juga dipertimbangkan. Hal ini membuat penyusunan kebijakan

nenempatan PPI, menjadi tidak sederhana.

Penempatan PPL juga memperhatikan kebutuhan wilayah yang akan
ditempati, kadang personil yang ditempatkan tidak memiliki kesesuaian
dengan potensi wilavah vang ada. Hal ini meniadi vertimbangan

pertimbangan tersendiri bagi pembuatan kebijakan dalam menempatkan PPL.

2. Implementasi Kebijakan
a. Proses implementasi kebijakan penempatan PPL
1). Dasar hukum mutasi PPL

SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011 adalah SK penempatan PPL
sekaligus SK mutasi PPL. Disebut sebagai SK penempatan, karena SK ini
mengatur penempatan PPL dan disebut SK mutasi. karena SK ini
memindahkan PPL dari posisi lama ke posisinya yang baru. SK ini menjadi
dasar hukum mutasi PPL.

Seicial icrvii SK Dupait INvwor 701 Tauun 2011, ieiuyaia TEL ictap
mengalami mutasi [anjutan, meskipun tidak ada SK Bupati baru yang terbit.
Dalam 5 tahun SK ini diberlakukan telah terjadi 68 kali mutasi terhadap 61
personil. Mutasi-mutasi ini tidak menggunakan SK Bupati sebagai dasar.

tetapi menggunakan Nota Dinas dari Kepala BKP3D.
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Penggunaan Nota Dinas sebagai dasar mutasi sebenarnya tidak
memiliki kekuatan hukum. Hal ini diakui oleh Kabid KSPP dan Kasubid

PSDM. Mengenai Nota Dinas ini Kabid KSPP mengatakan :

“Mouuul >aya nuia dina> alau sutal pouuyuhan Uoiult Culup wiiun
melakukan mutasi PPL. Dasar hukum yang kuat adalah SK Bupati
tetapi kalau Kepala BKP3D sudah menyetujui dengan dibuatkan Nota
Dmnas harus siap dilaksanakan walau menurut saya itu menyalahi
aturan dan bukan wewenang Kepala Badan karena mutasi PPL yang
punya kekuatan hukum kuat adalah SK Bupati.”

Sedangkan Kasubid PSDM mengatakan “Nota Dinas jelas belum
cukup kekuatan hukumnva dibanding dengan SK Bupati dan ini jelas
menyalahi aturan. Jadi termasuk sesuatu yang harus dipikirkan oleh

pemerintah daerah.”

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Kabid Mutasi BKDD
Kabunaten Nunukan ketika ditanvakan mengenai keahsahan mutasi
menggunakan Nota Dinas yang mengatakan bahwa “Menempatkan pegawai
dengan menggunakan Nota Dinas menurut saya tidak dapat digunakan,
karena tidak ada keknatan hukumnva. Ini holeh dihilang tidak sah.

Penempatan orang tersebut jadi sudah menyalahi aturan yang berlaku.”

Jadi mutasi PPL yang dilakukan oleh BKP3D setelah terbitnya SK
Bupati Nomor 761 Tahun 2011 masih belum ielas dasar hukumnva.
Meskipun demikian menurut Kabid Mutasi BKDD, praktik penggunaan
Nota Dinas untuk melakukan mutasi pegawai lazim dilakukan oleh SKPD

Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
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formasi PPL dalam 5 tahun terakhir. 1 orang keluar dan menduduki jabatan
struktural, sedangkan 5 orang keluar sementara dari PPL, karena menduduki
jabatan fungsional di dinas teknis. Sementara PPL Terampil yang menjalani
Tugas Belajar telah menyelesaikan tugasnya dan masuk menjadi PPL Ahli
sebanyak 7 orang. Gambaran mutasi PPL Ahli dari SK awal sampai awal

tahun 2016 terlihat pada tabel 9 di bawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah PPL Ahli Menurut SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011,
Mutasi Keluar Masuk dan Posisi Akhir Pada 2016

No Penempatan Menurut Moutasi Posisi
SK Keluar | Masuk | Terakhir
1. | Kabupaten 6 0 2 8
2. | Nunukan 9 3 6 12
3. | Nunukan Selatan 8 0 3 11
4. | Sebatik 7 3 1 5
5. | Sebatik Barat 10 5 4 9
6. | Sebatik Tengah 1 0 0 1
7. | Sebatik Timur 5 1 0 4
8. | Sebatik Utara 0 0 0 0
9. | Seimenggaris 5 2 1 4
10. | Sebuku 3 1 1 3
11. { Tulin Onsoi 1 1 1 1
12. | Sembakung 6 3 1 4
13. | Sembakung Atulai 1 0 0 1
14. | Lumbis 4 0 0 4
15. | Lumbis Ogong 0 0 0 0
16. | Krayan 4 2 1 3
17. | Krayan Selatan I I 0 0
Jumlah 71 27 28 72

Sumber : Data BKP3D dan Dokumen Mutasi (April, 2016), diolah

Dari data pada tabel 9 tersebut terlihat bahwa mutasi PPL ahli
dominan di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan dan Sebatik Barat. Perlu
dicatat bahwa ketiga kecamatan ini memiliki posisi paling dekat dengan
Ibukota Kabupaten, schingga terlihat mutasi masuk lebih banyak

dibandingkan kecamatan lainnya.
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Alasan mutasi yeng terjadi pada PPL Terampil menurut Kabid KSPP

tidak berbeda jauh dengan PPL Ahli yaitu keinginan dari PPL itu sendiri dan

keinginan BKP3D.

Pada Agustus tahun 2011 jumlah PPL Terampil,

termasuk THL-TB adalah 60 orang. Selama 5 tahun terakhir, terdapat 19

mutasi keluar dan 10 mutasi masuk, sehingga pada awal tahun 2016 tercatat

51 PPL Terampil di Kabupaten Nunukan. Dari 19 orang mutasi keluar,

tercatat 2 orang THL-TB keluar dari formasi PPL. Data mutasi yang keluar

dan masuk untuk PPL Terampil selama 5 tahun terdapat pada tabel di bawah

ini:

Tabel 4.5
Jumlah PPL Terampil Menurut SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011,
Mutasi Keluar Masuk dan Posisi Akhir Pada 2016

2
-]

Penempatan

Menurut
SK

Mutasi

Keluar

Masuk

Posisi
Terakhir

Nunukan

-

Nunukan Selatan

Sebatik

Sebatik Barat

Sebatik Tengah

Sebatik Timur

Sebatik Utara

Seimenggaris

e S P el Fad Pad o

Sebuku

10.

Tulin Onsoi

11.

Sembakung

12.

Sembakung Atulai

13.

Lumbis

J—

14.

Lumbis Ogong

15

Krayan

16.

Krayan Selatan

Ol O(W|IOINININIC|C|C|—|—|C|o|O

17.

Tugas Belajar

NOIX|O|IN|O[H[W|IONNWINI=—IO[W

~

OIQIOINIO|I—CININIC|O|O|IO|OIW|C|O

Jumlah

60

19

10

Niololw{mjol=lv|wio|nin|w—ojwlwula

Sumber : Data BKP3D dan Dokumen Mutasi (April, 2016), diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak banyak perubahan pada data

PPL Terampil selama 5 tahun terakhir.
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personel, karena 2 orang personel THL-TB keluar dari formasi PPL. PPL
Terampil lebih mudah ditempatkan dan tidak banyak melakukan usulan
mutasi kepada BKP3D, sehingga dari data terlihat lebih stabil dalam

penempatannya.

c¢. Komposisi penempatan PPL pada tahun 2016

1). Komposisi PPL Ahli

Terdapat 72 orang PPL. Ahli di Kabupaten Nunukan pada awal tahun
2016 yang terdiri dari 38 PPL memiliki latar belakang keilmuan pertanian. 2
orang peternakan, 26 orang perikanan dan 6 orang kehutanan. Dari tabel 11
terlihat bahwa penempatan di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan dan
Sebatik Barat mendominasi penempatan.

Tabel 4.6
Komposisi PPL Ahli di Kabupaten Nunukan Pada Awal Tahun 2016

Penempatan Tan | Nak | Kan | Hut | Jml

Kabupaten 8

Nunukan 12

Nunukan Selatan i1

Sebatik

Sebatik Barat

Sebatik Tengah

Sebatik Timur

Sebatik Utara

Seimenggaris

10. | Sebuku

1. { Tulin Onsoi

12. | Sembakung

13. | Sembakung Atulai

14. | Lumbis

15. | Lumbis Ogong

16. | Krayan

17. | Krayan Selatan
Jumiah 38 26

Sumber : Data BKP3D dan Dokumen Mutasi (April, 2016), diolah

2
e

BRI EN RIS

b

O QIO O = [O[|O[W [ [ WiWh|Liw (B

QIO = [N W N B | O == N | = A ON | W

RO CICIQ|ID|Q|IOIC C|QOICIO =IO =
ANOI QIO (O~ | QOO O (= =N —

F)IOWON'—-&WW-&O-&'-‘\OU-
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat ketimpangan
penempatan PPL Ahli di Kabupaten Nunukan. Terdapat 32 PPL Ahli
berkumpul di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan Ibukota Kabupaten,
sementara terdapat 3 kecamatan yang sama sekali tidak memiliki PPL Ahli,
yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Lumbis Ogong dan Krayan Selatan.
Demikian juga terdapat 2 kecamatan yang hanya memiliki 1 orang PPL Ahli,

yaitu Kecamatan Sebatik Tengah dan Sembakung Atulai.

Dari data yang ada, dapat dilakukan rekapitulasi mutasi PPL Ahli di

Kabupaten Nunukan sebagaimana terlihat pada tabel 12 di bawah ini :

Tabel 4.7
Rekapitulasi Mutasi PPL Ahli di Kabupaten Nunukan dari 2011 - 2016
No Mutasi Tan | Nak | Kan | Hut | Jmi
1. | Posisi Awal 32 2 31 6 71
2. | Keluar dari PPL 1 0 5 0 6
3. | Masuk dari Tugas Belajar 7 0 0 0 5
4. | Posisi Akhir 38 2 26 6| 72

Sumber : Data BKP3D dan Dokumen Mutasi (April, 2016), diolah

Tabel 4.7 di atas memperlihatkan bahwa PPL Ahli selama kurun
waktu 5 tahun terakhir bertambah 1 orang, karena terdapat PPL Ahli baru
yang masuk dari Tugas Belajar sebanyak 7 orang. Pengurangan PPL Ahli
Pertanian 1 orang dan PPL Ahli Perikanan 5 orang memang mengurangi
secara absolut PPL Ahli, tetapi secara riil, tidak banyak mengurangi jumlah

PPL Ahli.

Mutasi PPL Ahli di Kabupaten Nunukan selama 5 tahun dapat
digambarkan sebagai berikut : (1) PPL Ahli yang mutasi dari PPL Kecamatan
menjadi PPL Kabupaten sebanyak 2 orang, yaitu 1 orang dari Kecamatan

Nunukan dan 1 orang dari Sebatik Barat. (2) PPL Ahli yang mutasi antar
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2). Komposisi PPL Terampil
Terdapat 53 orang PPL Terampil di Kabupaten Nunukan pada
awal tahun 2015 yang terdiri dari 23 orang PNS dan 30 orang THL-TB.
Penempatan paling besar berada pada Kecamatan Sebuku dan Lumbis.

Komposisi penempatan PPL Terampil tersaji pada tabel 4.8 :

Tabel 4.8
Komposisi PPL Terampil di Kabupaten Nunukan Awal Tahun 2016
No Penempatan PNS THL Jml
[. | Nunukan 1 3 4
2. { Nunukan Selatan 1 2 3
3. | Sebatik 2 1 3
4. | Sebatik Barat 0 0 0
5. | Sebatik Tengah 0 1 1
6. | Sebatik Timur 1 2 3
7. | Sebatik Utara 0 2 2
8. | Seimenggaris 0 2 2
9. | Sebuku 2 6 8
10. | Tulin Onsoi 2 0 2
11. | Sembakung 2 0 2
12. | Sembakung Atulai 0 1 1
13. | Limhis 2 7 9
14. | Lumois Ogong 2z 0 2
15. | Krayan 3 3 6
16. | Krayan Selatan 0 0 0
17. | Tugas Belajar 3 0 3
Jumlah 21 30 S1

Sumber : Data BKP3D dan Dokumen Mutasi (April, 2016), diolah
Tidak banyak perubahan pada posisi PPL Terampil selama kurun
waktu 5 tahun terakhir. Hal ini tidak seperti yang terlihat pada komposisi PPL
Ahli yang banyak sekali terjadi perubahan posisi.
Dari tahun 2011 - 2016 hanya terdapat 2 perubahan pada posisi

mutasi PPL Terampil, yaitu 7 orang PNS alih jenjang ke PPL Ahli, sedangkan

2 orang THL-TB keluar dari formasi PPL. Hal ini terlihat pada tabel 4.9 :
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d. Hal-hal yang mempengaruhi mutasi PPL

Sebagaimana telah dijelaskan pada gambar 14 mengenai alasan
mutasi PPL, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi mutasi PPL, yaitu (1)
terkait kepentingan BKP3D, (2) terkait kepentingan dinas teknis dan (3)
terkait pribadi PPL. Meskipun demikian dalam bahasan ini akan dijelaskan

lebih spesifik mengenai hal-hal yang terkait mutasi PPL.

Mengenai mutasi yang terkait dengan kepentingan BKP3D, dapat
terjadi karena mengisi kekosongan PPL pada wilayah tertentu atau khusus
untuk PPL Ahli, perubahan penempatan dapat juga merupakan perluasan

tugas. Kabid KSPP mengatakan :

“.....tetapi mutasi dapat juga terjadi karena permintaan dari UPT (UPT
BP3K [Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan]: penulis) untuk mengisi kekosongan wilayah tertentu
yang sangat membutuhkan PPL. Nota Dinas dapat diberikan kepada
PPL bersangkutan karena kepentingan dinas. Pemerataan PPL. Di
samping itu PPL juga dapat dimutasi karena tugasnya diperluas,
misalnya dulunya PPL yang membawahi wilayah binaan setingkat
desa, kemudian diperluas tugasnya menjadi satu kecamatan, menjadi
koordinator PPL.”

Pada mutasi yang terkait dengan kepentingan dinas teknis diberikan

contohnya oleh Kabid KSPP sebagai berikut :

“Ada juga mutasi karena keinginan dari dinas teknis untuk
menempatkan PPL menjadi tenaga fungsional non angka kredit.
Dinas Perikanan baru-baru ini meminta 5 orang PPL untuk
ditempatkan sebagai pengawas perikanan dan syahbandar perikanan.
Kalau sesama jabatan fungsional, namanya dibebastugaskan
sementara. Jika sudah selesai melaksanakan tugas di tempat lain,
dapat kembali menjadi PPL.”

Di samping itu terdapat mutasi yang terkait dengan kepentingan

pribadi PPL. Penyebabnya dapat bermacam-macam, misalnya jauh dari

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42649.pdf

keluarga, terjadi perselisihan di tempat tugasnya atau tidak kerasan di tempat
tugas lama. Hal-hal yang terkait masalah pribadi seperti ini, PPL biasanya
datang menghadap sendiri kepada Kabid KSPP atau menggunakan pengaruh

orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan atau legislatif.

Kabid KSPP mengatakan bahwa tidak semua permintaan mutasi
dengan alasan pribadi disetujui. Perbandingan antara disetujui dan tidak,
menurutnya bisa 1 : 100. Artinya sangat kecil yang diterima alasannya.
Meskipun demikian pengaruh orang-orang penting kadangkala tidak mudah,

sebagaimana disampaikannya :

“Himbauan untuk menempatkan si A dan si B di wilayah tertentu
dengan berbagai alasan. Ini menjadi tekanan tersendiri bagi pembuat
kebijakan. Kadang kala himbauan-himbauan ini melibatkan orang-
orang berpengaruh. Jika alasan yang mereka kemukakan untuk
mempengaruhi pembuat kebijakan tersebut tidak masuk akal, tentu
mudah untuk diabaikan, tetapi ada saja alasan-alasan yang
dikemukakan kadang kala masuk akal, tentunya perlu pertimbangan
tersendiri. ...... Untuk masalah ini ada sebagian yang disetujui dengan
pertimbangan dari Kepala BKP3D tapi tidak semua permintaan PPL
untuk dipindahkan disetujui.”

Dalam istilah Kasubid PSDM tekanan-tekanan ini dapat menyulitkan

pemerataan PPL sebagaimana dikatakannya :

“Untuk masalah ini kadang memang ada tekanan dari orang yang
berpengaruh di pemerintahan yang meminta agar dimutasi PPL di
suatu tempat, untuk yang ini kadang bikin kita mati kutu. Masalah
tekanan dalam menempatkan PPL jelas ada tapi kita terima saja
dengan sabar.”

3. Konsekuensi Kebijakan
Konsekuensi kebijakan yang dinilai dalam penelitian ini adalah
apakah kebijakan yang dilakukan telah dapat menjawab tantangan, sehingga

menghasilkan dampak yang sinergis antara kebijakan yang dibuat dengan
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tatntangan yang dihadapi. Jika dalam perumusan kebijakan terjadi kesalahan,
apakah dalam implementasinya telah dilakukan koreksi, sehingga kebijakan
yang dibuat menjadi lebih baik daripada saat ditetapkan. Dengan demikian
akan terlihat apakah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dari

kebijakan yang telah ditetapkan menjadi lebih sempit atau melebar.

Mencermati kebijakan penempatan PPL, akan dilihat apakah
kebijakan tersebut telah menjawab tantangan yang ada, yaitu apakah potensi
pertanian wilayah telah menjadi tolok ukur bagi penempatan PPL. Terdapat
perbedaan potensi pertanian wilayah yang dipakai sebagai dasar penempatan
PPL antara PPL. Ahli dan PPL Terampil. PPL Ahli menggunakan Potensi
Pertanian Wilayah berbasis komoditas unggulan di suatu wilayah kecamatan,
sedangkan untuk menentukan penempatan PPL Terampil digunakan jumlah

desa dan jumlah kelompok tani dalam satu desa.

Kesenjangan antara penempatan PPL dengan Potensi Pertanian
Wilayah menjadi dasar analisis konsekuensi kebijakan dalam penelitian ini.
Hal inilah yang dimaksud sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan

di lapangan.

a. Potensi pertanian wilayah
Potensi Pertanian Wilayah adalah basis pertanian dominan yang
terdapat pada suatu wilayah. Basis pertanian ini dapat berupa komoditas
pertanian unggulan maupun potensi pertanian lainnya, seperti luasan lahan
pertanian atau jumlah kelompok tani. Dalam penempatan PPL, Potensi
Pertanian Wilayah dilihat sebagai dasar apakah suatu wilayah membutuhkan

PPL dengan kualifikasi tertentu atau tidak.
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Potensi Pertanian Wilayah untuk penempatan PPL Ahli yang
digunakan adalah berbasis komoditas pertanian dominan yang ada di suatu
wilayah kecamatan. Komoditas ini dibedakan menurut sub sektor komoditas,
yaitu : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan
kehutanan. Pada penempatan PPL Terampil, Potensi Pertanian Wilayah yang
digunakan adalah berbasis jumlah desa, luas wilayah dan jumlah kelompok

tani yang akan dibina.

1). Potensi pertanian wilayah berbasis komoditas

Potensi sektor pertanian dibagi menjadi beberapa subsektor, yaitu
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan
kehutanan. Sub Sektor yang dominan dalam budidaya pertanian suatu
wilayah dikatakan memiliki Potensi Pertanian Wilayah komoditas tersebut.
Wilayah tersebut berbasis pada wilayah kecamatan. Misalnya suatu
kecamatan dominan budidaya padi, maka kecamatan tersebut akan disebut
memiliki Potensi Pertanian Wilayah Tanaman Pangan, sedangkan jika suatu
wilayah kecamatan sebagian besar berada di pesisir, maka wilayah tersebut

disebut memiliki Potensi Pertanian Wilayah Perikanan.

a). Potensi tanaman pangan
Potensi tanaman pangan adalah wilayah yang memiliki areal
budidaya dominan tanaman pangan dan palawija seluas minimal 500 hektar.
Sesuai karakteristik budidaya yang dominan di Kabupaten Nunukan, maka
yang dianggap sebagai komoditas dominan tanaman pangan adalah luasan

budidaya padi sawah dan padi ladang. Potensi tanaman pangan tiap
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kecamatan di Kabupaten Nunukan dilihat dari [uasan lahan sawah dan padi

ladangterdapat pada tabel di bawabh ini :

Tabel 4.10
Potensi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2015 dan Kebutuhan PPL Ahli
Pertanian (Tanaman Pangan) di Kabupaten Nunukan

.pdf

Luas Tanaman Pangan
Luas Lahan .
No Kecamatan Wilayah | Pertania | Sawah Padi Total®
n Ladang
Ha Ha Ha Ha Ha
1 | Nunukan 564.500 3.196 279 1.404 1.683
2 | Nunukan Selatan 181.770 1.507 130 36 166
3 | Sebatik 51.070 2.484 421 146 567
4 | Sebatik Barat 93.270 1.216 122 77 199
5 | Sebatik Timur 39.170 1.595 281 40 321
6 | Sebatik Utara 15.390 1.625 157 85 242
7 | Sebatik Tengah 47.710 945 16 16
8 | Seimenggaris 850.480 5.138 365 885 1.250
9 | Sebuku 1.608.480 3.133 14 183 197
10 | Tulin Onsoi 1.513.360 3.407 395 110 505
11 | Sembakung 1.764.940 2.935 634 339 973
12 | Sembanung Atulai' 277.720
13 | Lumbis 290.230 5.036 728 3.403 | 4.131
14 { Lumbis Ogong 3.357.010 5.347 5 5237} 5.242
15 | Krayan 1.834.740 3.445 3.345 49| 3.39%4
16 | Krayan Selatan 1.757.660 1.263 838 285 1.123
Jumlah 14.247.500 42272 1.730 12.279
Keterangan :

1 Data Luas Lahan Pertanian, Luas Sawah dan Padi Ladang Kecamatan Sembakung Atulai
pada tahun 2015 masih tergabung dalam Kecamatan Sembakung, sehingga tidak dapat
dinilai.

2 Kolom yang diberi warna kuning memiliki potensi lebih dari 500 hektar, sehingga layak
mendapatkan 1 orang PPL Ahli

Sumber : Dispertanak Kabupaten Nunukan (Desember, 2015), diolah

Dari data di atas terdapat 9 kecamatan yang wilayahnya

memerlukan kehadiran PPL Ahli Pertanian (Tanaman Pangan). Dengan
demikian paling tidak dibutuhkan 9 orang PPL Ahli Pertanian (Tanaman
Pangan) yang dibutuhkan untuk mengisi wilayah yang memiliki potensi

dominan tanaman pangan tersebut.
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Potensi hortikultura
Wilayah yang memiliki potensi pertanian hortikultura adalah
wilayah yang memiliki luasan total kebun buah dan kebun sayur minimal 500
hektar. Selengkapnya mengenai potensi pertanian hortikultura di Kabupaten
Nunukan tahun 2015 terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.11

Potensi Pertanian Hortikultura Tahun 2015 dan Kebutuhan PPL Ahli
Pertanian (Hortikultura) di Kabupaten Nunukan

Luas Hortikultura
wl..luas b Lahan | Kebun | Kebun I
No Kecamatan illaya Pertanian | Buah | Sayur Total
Ha Ha Ha Ha
1 | Nunukan 564.500 3.196 571 180 751
2 | Nunukan Selatan 181.770 1.507 529 114 643
3 | Sebatik 51.070 2.484 184 105 289
4 | Sebatik Barat 93.270 1.216 79 32 111
5 | Sebatik Timur 39.170 1.595 270 76 346
6 | Sebatik Utara 15.390 1.625 325 78 403
7 | Sebatik Tengah 47.710 945 127 54 181
8 | Seimenggaris 850.480 5.138 4 17 21
9 | Sebuku 1.608.480 3.133 24 121 145
10 | Tulin Onsoi 1.513.360 3.407 36 24 60
11 | Sembakung 1.764.940 2.935 138 35 173
12 | Sembanung Atulai 277.720
13 | Lumbis 290.230 5.036 164 88 252
14 | Lumbis Ogong 3.357.010 5.347 59 46 105
15 | Krayan 1.834.740 3.445 33 18 51
16 | Krayan Selatan 1.757.660 1.263 99 41 140
Jumlah 14.247.500 42272 |  2.642 1.029
Keterangan :

1 Data Luas Lahan Pertanian, Kebun Buah dan Kebun Sayur Kecamatan Sembakung Atulai
pada tahun 2015 masih tergabung dalam Kecamatan Sembakung, schingga tidak dapat
dinilai.

2 Kolom yang diberi warna kuning memiliki potensi lebih dari 500 hektar, sehingga layak
mendapatkan 1 orang PPL Ahli

Sumber : Dispertanak Kabupaten Nunukan (Desember, 2015), diolah

Budidaya hortikultura adalah budidaya pertanian buah-buahan,
sayuran, tanaman obat dan bunga. Sesuai karakteristik di Kabupaten

Nunukan, budidaya hortikuitura yang dominan adalah buah dan sayur.
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Kebun buah adalah kebun budidaya buah-buahan monokultur maupun
tumpang sari untuk tanaman buah-buahan tahunan, seperti : durian, mangga,
jeruk, pisang dan sejenisnya, maupun kebun buah-buahan semusim, seperti :
semangka, melon dan sejenisnya. Kebun sayur adalah kebun budidaya

sayuran dan tanaman obat yang dihitung luasannya dalam setahun.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 2 kecamatan yang
memerlukan PPL Ahli Pertanian (hortikultura). Kedua kecamatan tersebut

adalah Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.
c¢). Potensi Perkebunan

Potensi perkebunan adalah wilayah yang memiliki [uasan total
perkebunan minimal 500 hektar dalam satu kecamatan. Sesuai dengan
karakteristik tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Nunukan,
maka tolok ukur luasan tanaman perkebunan adalah luasan kebun sawit.
Melihat keberadaan kebun sawit yang merata di Kabupaten Nunukan, maka
diperlukan PPL Ahli Pertanian (Perkebunan) lebih banyak dibandingkan pada

sub sektor tanaman pangan dan hortikultura.

Terdapat 12 kecamatan di Kabupaten Nunukan yang memerlukan
kehadiran PPL Ahli Pertanian (Perkebunan) mengingat luasnya budidaya
tanaman sawit rakyat di wilayah ini. Selengkapnya mengenai luasan kebun
sawit yang ada di Kabupaten Nunukan dan kebutuhan PPL Ahli Pertanian

(Perkebunan) terlihat pada tabel 17 berikut ini :
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Potensi Perkebunan Tahun 2015 dan Kebutuhan PPL Ahli Pertanian
(Perkebunan) di Kabupaten Nunukan

Luas Luas Kebun
No Kecamatan Wilayah Laha.n Sawit*
Pertanian
Ha Ha Ha
1 | Nunukan 564.500 3.196 762
2 | Nunukan Selatan 181.770 1.507 698
3 | Sebatik 51.070 2.484 1.628
4 | Sebatik Barat 93.270 1.216 906
5 { Sebatik Timur 39.170 1.595 928
6 | Sebatik Utara 15.390 1.625 980
7 | Sebatik Tengah 47.710 945 748
8 | Seimenggaris 850.480 5.138 3.867
9 | Sebuku 1.608.480 3.133 2.791
10 | Tulin Onsoi 1.513.360 3.407 2.842
11 | Sembakung 1.764.940 2.935 1.789
12 | Sembakung Atulai' 277.720
{3 | Lumbis 290.230 5.036 653
14 | Lumbis Ogong 3.357.010 5.347 0
15 | Krayan 1.834.740 3.445 0
16 | Krayan Selatan 1.757.660 1.263 0
Jumiah 14.247.500 42.272 8.592
Keterangan :

1 Data Luas Lahan Pertanian dan Kebun Sawit Kecamatan Sembakung Atuiai pada
tahun 2015 masih tergabung dalam Kecamatan Sembakung, sehingga tidak dapat
dinilai.

2 Kolom yang diberi warna kuning memiliki potensi lebih dari 500 hektar, sehingga
layak mendapatkan 1 orang PPL Ahli

Sumber : Nunukan Dalam Angka (Desember, 2015), diolah

d). Potensi Peternakan

Potensi peternakan adalah wilayah yang memiliki populasi ternak

besar minimal 1.000 ekor atau ternak unggas minimal 100.000 ekor. Jumlah

populasi ternak sebesar itu, baik salah satu atau bersama-sama, memerjukan

kehadiran seorang PPL Peternakan. Tolok ukur ternak besar dan unggas

disesuaikan dengan karakteristik budidaya peternakan di Kabupaten Nunukan

yang dominan dengan kedua jenis ternak tersebut. Selengkapnya mengenai
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data populasi ternak dan kebutuhan PPL Peternakan terlihat pada tabel

berikut ini :
Tabel 4.13
Potensi Peternakan Tahun 2015 dan Kebutuhan PPL Ahli Peternakan di
Kabupaten Nunukan
Luas Peternakan’
No Kecamatan Wilayah | Ternak Besar | Unggas
Ha Ekor Ekor
1 | Nunukan 564.500 1.168 251.778
2 | Nunukan Selatan 181.770 1.557 34.410
3 | Sebatik 51.070 801 2.477
4 | Sebatik Barat 93.270 268 4.230
5 | Sebatik Timur 39.170 1.115 7.505
6 | Sebatik Utara 15.390 785 46.644
7 | Sebatik Tengah 47.710 627 4.068
8 | Seimenggaris 850.480 283 4.660
9 { Sebuku 1.608.480 930 4.585
10 { Tulin Onsoi 1.513.360 714 16.638
11 | Sembakung 1.764.940 599 13.674
12 | Sembanung Atulai 277.720
13 | Lumbis 290.230 185 14.130
14 | Lumbis Ogong 3.357.010 50 1.932
15 | Krayan 1.834.740 2.550 16.615
16 | Krayan Selatan 1.757.660 457 1.422
Jumlah 14.247.500 12.089 424.768
Keterangan :

1 Data populasi ternak besar dan unggas Kecamatan Sembakung Atulai pada tahun 2015
masih tergabung dalam Kecamatan Sembakung, sehingga tidak dapat dinilai.
2 Kolom yang diberi warna kuning memiliki populasi ternak besar lebih dari 1.000 ekor
dan unggas lebih dari 100.000 ekor, sehingga layak mendapatkan 1 orang PPL Ahli

Sumber : Dispertanak Kabupaten Nunukan (Desember, 2015), diolah

Mencermati data pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat 4

kecamatan yang memiliki potensi peternakan yang dominan, yaitu :

Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Timur dan Krayan. Dengan

demikian diperlukan kehadiran 4 orang PPL Ahli Peternakan di Kabupaten

Nunukan.
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Potensi perikanan adalah wilayah yang memiliki sedikitnya 1 Desa

Pantai, memiliki kawasan budidaya rumput laut, tambak atau budidaya

perikanan air tawar minimal 500 hektar. Tolok ukur ini telah disesuaikan

dengan karakteristik budidaya perikanan yang dominan maupun perikanan

tangkap di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.14
Potensi Perikanan Tahun 2015 dan Kebutuhan PPL Ahli Perikanan di
Kabupaten Nunukan
Perikanan®
Luas .
No Kecamatan Wilayah Pl:fast:i R:T&Ut Tambak zfi:qll‘:?:r
Ha Desa Ha Ha Ha
1 | Nunukan 564.500 4 275,5 17 23
2 | Nunukan Selatan 181.770 4 1.712,6 19
3 | Sebatik 51.070 4 39,9 2 42
4 | Sebatik Barat 93.270 4 182,7 4 21
5 { Sebatik Timur 39.170 4 30
6 | Sebatik Utara 15.390 2 11
7 | Sebatik Tengah 47.710
8 | Seimenggaris 850.480 2 11
9 | Sebuku 1.608.480 59
10 | Tulin Onsoi 1.513.360 61
11 | Sembakung 1.764.940 1 140 60
12 | Sembakung Atulai 277.720
13 | Lumbis 290,230 30
14 | Lumbis Ogong 3.357.010 32
15 { Krayan 1.834.740 197
16 | Krayan Selatan 1.757.660 8
Jumlah 14.247.500 25| 2.210,7 174,0 593
Keterangan :

1

Data Desa Pantai, Luasan Budidaya Rumput Laut, Tambak dan Budidaya Perikanan Air
Tawar Kecamatan Sembakung Atulai pada tahun 2015 masih tergabung dalam
Kecamatan Sembakung, schingga tidak dapat dinilai.
Kolom yang diberi warna kuning memiliki Desa Pantai minimal 1, Budidaya Rumput
Laut, Tambak dan Perikanan Air Tawar lebih dari 500 hektar, sehingga layak
mendapatkan 1 orang PPL Ahli

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 8 wilayah kecamatan yang

dominan budidaya perikanannya.

Wilayah-wilayah tersebut memerlukan

kehadiran minimal seorang PPL Ahli Perikanan pada masing-masing wilayah.

f). Potensi Kehutanan

Potensi Kehutanan adalah wilayah kecamatan yang memiliki

kawasan yang termasuk dalam Hutan Lindung, Kawasan Budidaya

Kehutanan (KBK) maupun Taman Nasional.

Selengkapnya terlihat pada

tabel berikut int :
Tabel 4.15.
Potensi Kehutanan Tahun 2015 dan Kebutuhan PPL. Ahli Kehutanan di
Kabupaten Nunukan
Kehutanan®
No Kecamatan Luas Wilayah Hutan Kaw"asan Taman
(Ha) Lindung Budidaya Nasional
Kehutanan
1 | Nunukan 564.500 v v
2 | Nunukan Selatan 181.770 v v
3 | Sebatik 51.070
4 | Sebatik Barat 93.270 V
5 | Sebatik Timur 39.170
6 | Sebatik Utara 15.390
7 | Sebatik Tengah 41.710 v v
8 | Seimenggaris 850.480 v
9 | Sebuku 1.608.480 v
10 | Tulin Onsoi 1.513.360 v
11 | Sembakung 1.764.940 v
12 | Sembanung Atulai’ 277.720
13 | Lumbis 290.230 v
14 | Lumbis Ogong 3.357.010 v v
15 | Krayan 1.834.740 V
16 | Krayan Selatan 1.757.660 v
Jumlah 14.247.500
Keterangan :

1 Data Desa Hutan Lindung, Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Taman Nasional
Kecamatan Sembakung Atulai pada tahun 2015 masih tergabung dalam Kecamatan
Sembakung, sehingga tidak dapat dinilai.

2 Kolom yang diberi wama kuning memiliki Hutan Lindung, Kawasan Budidaya
Kehutanan (KBK) dan Taman Nasional sehingga layak mendapatkan 1 orang PPL Ahli

Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan (Desember, 2015), diolah
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Tolok ukur pada tabel di atas telah disesuaikan dengan karakteristik
Kabupaten Nunukan, sehingga wilayah kecamatan yang memiliki kawasan
kawasan kehutanan tersebut layak mendapatkan kehadiran PPL Ahli
Kehutanan. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat 12 kecamatan yang
memiliki kawasan kehutanan yang dominan. Oleh karena itu dibutuhkan

sedikitnya 12 orang PPL Ahli Kehutanan di Kabupaten Nunukan.
b. Potensi Pertanian Wilayah Berbasis Desa dan Kelompok Tani

PPL Terampil adalah PPL yang memiliki keterampilan dasar
pertanian secara luas. PPL Terampil dianggap memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan petani untuk semua ilmu dasar pertanian. Oleh karena
itu PPL Terampil ditempatkan pada wilayah binaan setingkat desa, bagian
dari desa atau sekelompok desa. Berbeda dengan PPL Ahli, yang memiliki
kualifikasi berdasarkan keahlian yang didapatnya di bangku kuliah, PPL

Terampil biasanya memiliki pendidikan dasar SMK atau Diploma.

Pada penempatan PPL Terampil, terdapat beberapa model.
Beberapa ahli mengatakan bahwa PPL Terampil ditempatkan berdasarkan
kriteria 1 desa 1 PPL, tetapi ahli lain mengatakan bahwa scorang PPL
Terampil hanya memiliki kemampuan untuk membina 25 Kelompok Tani.
Jika diberikan beban yang berlebihan, maka pekerjaan yang dilakukan tidak

akan efektif.

Kedua model tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja di
Kabupaten Nunukan, karena daerah ini memiliki kekhususan dalam

pembagian administratif desa. Di Kabupaten Nunukan terdapat 239 desa.
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Desa-desa ini ada yang merupakan desa seperti biasa, tetapi ada pula desa
yang tidak memiliki wilayah administratif dengan jumlah penduduk yang
hanya berjumlah puluhan orang. Di Kecamatan Lumbis Ogong yang
penduduknya hanya berjumlah 5.209 jiwa memiliki 49 desa, demikian juga
Kecamatan Krayan yang hanya didiami 6.823 jiwa memiliki sebanyak 65
desa, Kecamatan Krayan Selatan yang berpenduduk 2.079 memiliki 24 desa.
Meskipun desa-desa ini hanya berpenduduk sedikit, tetapi mereka tidak mau
desanya dilebur menjadi satu desa definitif. Untuk mengatasi hal ini
pemerintah membentuk kelompok-kelompok desa untuk kepentingan
administrasi. Hal-hal inilah yang menjadikan model 1 desa 1 PPL tidak dapat

diterapkan di Kabupaten Nunukan.

Demikian juga penempatan PPL Terampil berdasarkan jumlah
kelompok tani binaan, tidak dapat begitu saja diterapkan, karena penyebaran
kelompok tani tidak merata antara desa satu dengan desa lainnya. Jika hal ini
dipaksakan, maka dalam 1 desa akan terdapat PPL yang memiliki kelompok

binaan terlalu banyak atau terlalu sedikit.

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk penempatan PPL Terampil
di Kabupaten Nunukan adalah model modifikasi yang menggabungkan
kriteria luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kelompok tani.
Pendekatan ini dirasakan lebih memadai untuk mengakomodasi karakteristik
wilayah dan administrasi desa seperti di Kabupaten Nunukan. Pendekatan
ini akan dipakai untuk menghitung kebutuhan PPL Terampil di Kabupaten
Nunukan.  Selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
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Potensi Pertanian Wilayah Berbasis Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah
Kelompok Tani Sebagai Dasar Penentuan Kebutuhan PPL Terampil

Jmi Kebutuhan PPL Terampil
Ijuas Jumlah Kel. Jml Dasar
No Kecamatan Wilayah Kel. 1 Desa | Modifi
(ha) | PAuduc ) Desa o | Kel PR | asi
esa Tani

1 | Nunukan 564.500 [ 59.223 51 151 6 5 5
2 | Nunukan Selatan 181.770 | 18.717 4 78 3 4 4
3 | Sebatik 51.070 4.510 4 30 1 4 4
4 | Sebatik Barat 93.270 7.616 4 69 3 4 4
5 | Sebatik Timur 39.170 | 12.156 4 27 1 4 4
6 | Sebatik Utara 15.390 5.483 3 17 0 3 3
7 | Sebatik Tengah 47.710 7.121 4 54 2 4 4
8 | Seimenggaris 850.480 | 8.711 4 83 3 4 4
9 | Sebuku 1.608.480 | 11.424 10 79 3 10 5
10 | Tulin Onsoi 1.513.360 7.513 12 17 0 12 6
11 | Sembakung 1.764.940 5.844 10 76 3 10 5
12 | Sembakung Atulai 277.720 2.722 10 40 2 10 5
13 | Lumbis 290.230 4.901 9/25 54 2 9 5
14 | Lumbis Ogong 3.357.010 5.209 | 10/49 24 1 10 5
15 | Krayan 1.834.740 6.823 | 21/65| 137 5 21 11
16 | Krayan Selatan 1.757.660 2,079 3724 34 2 3 3
Jumlah 14.247.500 | 170.042 | 42/239 | 970 37 99 717

Sumber : Berbagai Sumber (April, 2016), diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika menggunakan model jumlah

kelompok tani, akan dibutuhkan 37 orang PPL Terampil, sedangkan jika

menggunakan pendekatan 1 desa 1 PPL, maka akan dibutuhkan 99 orang

PPL. Apabila digunakan model modifikasi sebagai jalan tengah, maka

kebutuhan PPL Terampil adalah 77 orang.

Kesenjangan Penempatan PPL ahli

Kesenjangan penempatan PPL  Ahli

adalah pembandingan

penempatan PPL Ahli antara kenyataan dengan potensi pertanian wilayah

sebagai tolok ukur kebutuhan PPL pada suatu wilayah kecamatan.

Kesenjangan memiliki nilai minus apabila penempatan PPL Ahli yang ada
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berjumlah kurang dari yang dibutuhkan, bernilai plus apabila penempatan
yang ada melebihi kebutuhan wilayah. Kesenjangan bernilai nol apabila

penempatan PPL Ahli antara kebutuhan dan kenyataan tidak ada perbedaan.

Kesenjangan PPL Ahli dibedakan berdasarkan rumpun keilmuan
PPL bersangkutan, misalnya PPL Ahli Pertanian adalah PPL Ahli rumpun
pertanian yang meliputi keahlian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan. Rumpun lainnya adalah PPL Ahli Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan.
1). PPL Ahli Pertanian

Kebutuhan PPL Ahli Pertanian di Kabupaten Nunukan menurut
potensi pertanian wilayah adalah 26 orang, terdiri dari PPL Ahli Tanaman
Pangan 10 orang, PPL Ahli Hortikultura 3 orang dan PPL Ahli Perkebunan
13 orang. Menurut data yang ada, jumlah PPL Ahli Pertanian yang ada di
BKP3D Kabupaten Nunukan adalah 38 orang, sehingga secara absolut terjadi

kelebihan 12 orang.

Hal inilah yang menyebabkan beberapa PPL Ahli Pertanian
ditempatkan pada wilayah binaan setingkat desa. Meskipun demikian
ternyata terdapat pula wilayah yang memiliki kekurangan penempatan PPL
Ahli Pertanian, seperti Kecamatan Sebatik, Sebatik Utara, Tulin Onsoi,
Lumbis Ogong dan Krayan Selatan. Hal ini menimbulkan ketimpangan

penempatan yang dapat menjadi sebab tidak meratanya pelayanan.

Selengkapnya mengenai kesenjangan penempatan PPL  Ahli

Pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



g549.pdf

Tabel 4.17
Kesenjangan Penempatan PPL Ahli Pertanian
L. Kebutuhan
No Penempatan Posm' Tan Horti | Perke .Kesen
Terakhir Pangan | Kultura | bunan Jumlah | jangan

1. | Kabupaten 3 1 1 1 3 0

2. | Nunukan 6 1 1 1 3 +3

3. | Nunukan Selatan 5 0 1 1 2 +3

4. | Sebatik 1 1 0 1 2 -1

5. | Sebatik Barat 5 0 0 1 1 +4

6. | Sebatik Tengah 1 0 0 1 1 0

7. | Sebatik Timur 1 0 0 1 1 0

8. | Sebatik Utara 0 0 0 1 1 -1

9. | Seimenggaris 4 1 0 1 2 +2
10. | Sebuku 2 0 0 1 1 +1
11. | Tulin Onsoi 3 1 0 1 2 +1
12. | Sembakung 2 1 0 1 2 0
13. | Sembakung Atulai 1 - - - - +1
14. | Lumbis 2 1 0 1 2 0
15. | Lumbis Ogong 0 1 0 0 1 -1
16. | Krayan 2 | 0 0 1 +1
17. | Krayan Selatan 0 1 0 0 1 -1

Jumlah 38 10 3 13 26 +12

Sumber : Data Penelitian (April, 2016), diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun jumlah PPL Ahli

Pertanian berlebih, tetapi masih ada wilayah-wilayah yang jumlahnya tidak

mencukupi. PPL Ahli Pertanian terlihat mengumpul di wilayah kecamatan

yang dekat dengan Ibukota Kabupaten.

2).

PPL Ahli Peternakan

Kebutuhan PPL Ahli Peternakan di Kabupaten Nunukan menurut

potensi pertanian wilayah adalah 5 orang. Menurut data BKP3D, PPL Ahli

Peternakan yang ada hanya 2 orang, sehingga masih terdapat kekurangan

sebanyak 3 orang yang seharusnya ditempatkan pada wilayah-wilayah padat

ternak seperti Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan dan Krayan.
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Selengkapnya mengenai kesenjangan antara potensi pertanian
wilayah dan penempatan PPL Ahli Peternakan diperlihatkan pada tabel di

bawah ini :

Tabel 4.18
Kesenjangan Penempatan PPL Ahli Peternakan

Posisi .
Penempatan Terakhir Kebutuhan | Kesenjangan
0

-1
-1
0
+1

2
)

Kabupaten

Nunukan

Nunukan Selatan

Sebatik

Sebatik Barat

Sebatik Tengah

Sebatik Timur

Sebatik Utara

9. | Seimenggaris

10. | Sebuku

11. | Tulin Onsoi

12. | Sembakung

13. | Sembakung Atulai

14. | Lumbis

15. | Lumbis Ogong

16. | Krayan

17. | Krayan Selatan
Jumlah

Sumber : Data Penelitian (April, 2016), diolah
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Dari tabel di atas terlihat bahwa kesejangan yang terjadi tidak terlalu
banyak. Kabupaten Nunukan hanya membutuhkan 5 orang PPL Ahli
Peternakan. Saat ini hanya tersedia 2 orang PPL Ahli Peternakan, sehingga

terjadi kekurangan 3 orang.

3). PPLAAhIi Perikanan

PPL Ahli Perikanan menurut potensi pertanian wilayah yang
dibutuhkan di Kabupaten Nunukan sebanyak 9 orang. Sedangkan menurut

data BKP3D, PPL Ahli Perikanan yang ada berjumlah 26 orang, sehingga
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secara nyata terlihat bahwa PPL Ahli Perikanan berlebihan. Kelebihan

tersebut sampai 17 orang.

Dari data yang ada terdapat PPL. Ahli Perikanan penempatannya

pada satu wilayah kecamatan lebih dari seorang, ternyata ditempatkan lebih

dari 1 orang PPL. Keadaan seperti ini terlihat pada 6 kecamatan, seperti

Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur dan

Lumbis. Bahkan penempatan PPL Ahli Perikanan di tingkat kabupaten juga

lebih dari 1 orang.

Selengkapnya untuk kesenjangan penempatan PPL Ahli Perikanan

terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.19
Kesenjangan Penempatan PPL Ahli Perikanan
No Lengka T:)r(:lg:ir Kebutuhan | Kesenjangan
1. | Kabupaten 3 1 +2
2. | Nunukan 4 1 +3
3. | Nunukan Selatan 5 1 +4
4. | Sebatik 3 1 +2
5. | Sebatik Barat 3 1 +2
6. | Sebatik Tengah 0 0 0
7. | Sebatik Timur 3 1 +2
8. | Sebatik Utara 0 1 -1
9. | Seimenggaris 0 1 -1
10. | Sebuku 1 0 +1
11. | Tulin Onsoi 0 0 0
12. | Sembakung 1 1 0
13. | Sembakung Atulai 0 - 0
14. | Lumbis 2 0 +2
15. | Lumbis Ogong 0 0 0
16. | Krayan 1 0 +1
17. | Krayan Selatan 0 0 0
Jumlah 26 9 17

Sumber : Data Penelitian (April, 2016), diolah
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Dari tabel diatas terlihat bahwa kesenjangan penempatan PPL Ahli
Perikanan, meskipun jumlahnya berlebihan dari kebutuhan yang diharapkan,
tetapi penempatannya belum merata. Terdapat 2 kecamatan yang seharusnya
terdapat PPL Ahli Perikanan, ternyata tidak ada personelnya. Kelebihan
jumlah PPL Ahli Perikanan cukup besar, yaitu 17 orang. Hal ini mungkin
menjadi penyebab penempatan PPL Ahli Perikanan pada suatu wilayah

terlalu banyak dibandingkan kebutuhannya.

4). PPL Ahli Kehutanan
Kebutuhan PPL Ahli Kehutanan di Kabupaten Nunukan dilihat dari
potensi pertanian wilayah sekitar 13 orang. Menurut data BKP3D, PPL Ahli
Kehutanan yang ada hanya berjumlah 6 orang, sehingga masih dibutukan 7

orang lagi jika dilihat dari potensi yang ada, seperti terlihat pada tabel ini :

Tabel 4.20
Kesenjangan Penempatan PPL Ahli Kehutanan

No Penempatan T:::lsll;:ir Kebutuhan | Kesenjangan
1. | Kabupaten 1 1 0
2. | Nunukan 2 1 +1
3. | Nunukan Selatan 1 1 0
4. | Sebatik 1 0 +1
5. | Sebatik Barat 0 1 -1
6. | Sebatik Tengah 0 0 0
7. | Sebatik Timur 0 0 0
8. | Sebatik Utara 0 1 -1
9. | Seimenggaris 0 1 -1
10. | Sebuku 0 1 -1
11. | Tulin Onsoi 0 | -1
12. | Sembakung 1 1 0
13. | Sembakung Atulai 0 0 0
14. | Lumbis 0 1 -1
15. | Lumbis Ogong 0 1 ~1
16. | Krayan 0 1 -1
17. | Krayan Selatan 0 1 -1
Jumlah 6 13 -7

Sumber : Data Penelitian, diolah
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Penempatan PPL Ahli Kehutanan juga terlihat tidak merata.

Kekurangan PPL Ahli Kehutanan ternyata masih memperlihatkan data yang

kelebihan personel pada wilayah kecamatan tertentu tetapi kekurangan di

kecamatan lainnya.. Kecamatan Nunukan dan Sebatik terdapat kelebihan

personel, sementara 9 kecamatan lainnya kekurangan PPL Ahli Kehutanan.

d. Kesenjangan Penempatan PPL terampil

Penempatan PPL Terampil berbeda kriterianya dengan PPL Ahli.

PPL Terampil memeiliki wilayah binaan yang lebih sempit dibandingkan

PPL Ahli. Penentuan potensi pertanian wilayah PPL Terampil juga berbeda

dengan PPL Ahli. Jika PPL Ahli dibedakan berdasarkan komoditas dominan

sub sektor pertanian, pada PPL Terampil digunakan kriteria modifikasi antara

- jumlah desa, luas wilayah dan jumlah kelompok tani yang dibina.

Tabel 4.21
Kesenjangan Penempatan PPL Terampil
No Penempatan Tf::ll(sl:ir Kebutuhan | Kesenjangan
1. | Nunukan 4 5 -1
2. | Nunukan Selatan 3 4 -1
3. | Sebatik 3 4 -1
4. | Sebatik Barat 0 4 4
5. | Sebatik Tengah 1 4 -3
6. | Sebatik Timur 3 3 0
7. | Sebatik Utara 2 4 -2
8. | Seimenggaris 2 4 -2
9. | Sebuku 8 5 +3
10. | Tulin Onsoi 3 6 -3
11. | Sembakung 2 5 -3
12. | Sembakung Atulai 1 ) -4
13. | Lumbis 9 5 +4
14. | Lumbis Ogong 2 5 -3
15. | Krayan 7 11 -4
16. | Krayan Selatan 0 3 -3
17. | Tugas Belajar 3 - +3
Jumlah 53 77 -24

Sumber : Data Penelitian (April, 2016), diolah
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Dari tabel 4.21 terlihat bahwa terdapat kekurangan personel yang
cukup besar pada PPL Terampil. Kekurangan tersebut sampai 24 personel
untuk seluruh Kabupaten Nunukan. Kekurangan tersebut terjadi hampir pada
semua wilayah kecamatan, kecuali Sebuku dan Lumbis. Kekurangan
personel ini masih ditambah dengan adanya PPL Terampil yang menjalani

tugas belajar sebanyak 3 orang.
4. Efektivitas Dampak Kebijakan

Efektifitas kebijakan penempatan PPL penelitian ini melihat sejauh
mana PPL yang ditempatkan pada suatu wilayah telah berperan sebagaimana
tugasnya sebagai seorang penyuluh. Menurut Mosher (1968) dalam
Mardikanto (1992 : 42) PPL dalam bertugas harus memerankan posisinya

sebagai guru, penganalisa, penasehat dan organisator.

PPL dalam perannya sebagai guru dilihat dari sejauh mana telah
membimbing petani dalam perubahan perilaku terkait usaha taninya dan
bimbingannya memberi manfaat kepada petani. Dalam perannya sebagai
penganalisa, PPL akan dilihat dari kemampuannya dalam mengamati
kelangsungan usaha tani dan memberi manfaat bagi pengembangan pertanian
di wilayahnya.  Sebagai penasehat, seorang PPL diharapkan dapat
memberikan alternatif yang tepat mengenai usaha taninya dan apakah
nasehatnya dilaksanakan oleh petani yang meminta nasehatnya. Sedangkan
sebagai organisator, PPL akan dilihat perannya dalam mengelola organisasi

petani atau kegiatan di wilayah tugasnya.
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Penelitian ini menggunakan wawancara dengan pembuat kebijakan,
pengguna kebijakan (dinas teknis terkait), PPL dan petani sebagai indikator
efektifitas kebijakan penempatan PPL. Kepada pembuat kebijakan
ditanyakan mengenai efektivitas peran PPL dan tolok ukurnya, sedangkan
kepada pengguna kebijakan ditanyakan manfaat dan ketepatan peran bagi
dinas teknis. Kepada PPL dan petani ditanyakan peran PPL menurut Mosher
(1968). Hasil wawancara akan ditampilkan menurut masing-masing pelaku

kebijakan.
a. Pendapat pembuat kebijakan terhadap efektivitas peran PPL

Menurut para pembuat kebijakan, tidak ada tolok ukur yang pasti
untuk mengukur efektivitas peran PPL bagi petani atau masyarakat. Selama
ini BKP3D hanya melakukan pengukuran terhadap kinerja PPL, bukan pada
peran PPL. Kinerja PPL itu pun bukan mengukur secara keseluruhan hasil
kerja PPL, tetapi lebih kepada kedisiplinan pengiriman laporan kerja bulanan
dan absensi harian, sehingga secara pasti BKP3D tidak mengetahui peran

sebenarnya PPL bagi masyarakat.

Kepala BKP3D mengatakan bahwa efektif tidaknya peran PPL di
masyarakat, yang bisa mengukur adalah masyarakat sendiri. Jika pertanyaan
tersebut disampaikan kepada PPL, jawabannya pasti mereka memiliki peran
yang baik bagi masyarakat petani, tetapi jika ditanyakan kepada petani atau
dinas-dinas teknis, mungkin jawabannya bisa bermacam-macam. Meskipun
demikian, Kepala BKP3D menyampaikan bahwa selama ini

sepengetahuannya tidak banyak yang menyampaikan bahwa kinerja PPL
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buruk. Malah jika tidak ada PPL yang ditugaskan di wilayahnya, mereka

mengeluhkan perlunya petugas PPL. Kepala BKP3D mengatakan bahwa :
“PPL itu adanya tidak membanggakan, tetapi tidak adanya
dipertanyakan.  Biasanya jika kinerjanya baik, tidak ada yang
melapor, masyarakat diam saja. Begitu kinerjanya tidak baik, nah,

pasti ada laporan dari mana-mana. [tu saja cara kita melihat efektif
atau tidaknya peran PPL bagi petani.”

Sepengetahuan Kabid KSPP, kinerja PPL bermacam-macam. Ada

PPL yang rajin, tetapi ada pula yang malas. Sebagai petugas yang berdinas di

lapangan, sulit melakukan pemantauan terhadap kinerja PPL, apalagi

terhadap perannya di masyarakat. Tidak ada kriteria tertentu untuk melihat

peran PPL bagi masyarakat petani. Hanya petani yang tahu apakah PPL telah
berperan efektif atau tidak di lapangan. Kabid KSPP mengatakan :

“Peran PPL tidak bisa diukur dengan tolok ukur yang jelas.

Masyarakat sendiri yang tahu apakah PPL telah berperan dengan baik

atau tidak. Badan (BKP3D : penulis) hanya memantau tugas-tugas

PPL dari laporan yang diberikannya tiap bulan dan absensi yang

dikirimkannya ke Badan (BKP3D : penulis). Saya tidak bisa

mengatakan bahwa PPL sudah berperan baik di masyarakat, tetapi

juga tidak bisa dikatakan bahwa PPL tidak memiliki peran dalam
meningkatkan taraf hidup petani. Selalu ada plus minusnya.”

Senada dengan Kabid KSPP, Kasubid PSDM mengatakan tidak
mudah mengukur efektivitas peran PPL. PPL diibaratkan sebagai penasehat
dan pengarah bagi petani. Apabila petani merasa cocok dengan nasehat dan
arahannya, pesti dikatakan PPL telah bekerja dengan baik. Sebaliknya
apabila nasehat dan arahannya dianggap tidak benar, petani pasti

mempertanyakan efektivitas PPL di wilayahnya. Kasubid PSDM mengatakan

“Berperan atau tidaknya PPL itu tergantung individunya, jika PPL
kreatif dan aktif, pasti petani akan merasa terbantu dengan kehadiran
PPL. Sebaliknya jika PPL-nya hanya menunggu perintah dari
pimpinan atau menunggu petani mendatanginya, pasti kehadirannya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



p549.pef

dianggap tidak efektif. Banyak PPL yang omongannya didengar oleh
masyarakat. Ini membuktikan bahwa PPL memiliki peran aktif di
masyarakat.”

Meskipun tidak ada tolok ukur yang pasti dari BKP3D, para pejabat
pembuat kebijakan menganggap bahwa PPL memiliki peran yang penting
bagi masyarakat petani. PPL dianggap sebagai penghubung antara
kepentingan petani dan pemerintah. PPL juga dianggap oleh petani memiliki
pengetahuan yang lebih mengenai pertanian, sehingga banyak petani yang

menganggap kehadiran PPL berguna bagi mereka.
b. Pendapat pengguna kebijakan terhadap efektivitas peran PPL

Bagi pengguna kebijakan seperti dinas pertanian, dinas perikanan
dan dinas kehutanan Kabupaten Nunukan, peran PPL sangat penting sebagai
penghubung antara dinas teknis dengan petani di lapangan. PPL berperan
mengawal dan memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas teknis. Hal
ini terjadi karena dinas teknis tidak memiliki perangkat dan personel yang
bertugas di lapangan, sehingga PPL dapat dikatakan sebagai wakil dinas

teknis.

Kepala Dinas Pertanian mengatakan bahwa manfaat kehadiran PPL
di lapangan adalah pemantau kegiatan dinas. Meskipun demikian Kepala
Dispertanak mengeluhkan koordinasi dengan PPL sulit, karena kewenangan
PPL berada di BKP3D, sehingga tidak efektif dalamn mencapai target-target
dinas. Kepala Dinas Pertanian mengatakan :
“Berbicara masalah target sepertinya belum mencapai target yang
diharapkan oleh dinas, karena PPL yang ditempatkan pada wilayah
dominan bidang pertanian dalam tupoksinya tidak ada target yang

harus dicapai padahal dulu tahun 1986, PPL yang ditempatkan di
wilayah tugas harus dapat meningkatkan target pada produksi
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pertanian dan ini berpengaruh terhadap kenaikan pangkat PPL
tersebut.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perikanan bahwa
PPL sangat bermanfaat bagi dinas, karena dapat mengawal kegiatan dinas di
lapangan. Selain itu koordinasi dengan PPL juga sering dilakukan oleh dinas
sebelum kegiatan atau bantuan diberikan kepada kelompok nelayan, agar
bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Berbicara efektivitas PPL Kepala
Dinas Perikanan mengatakan :
“Kaitannya dengan target memang masih belum bisa mencapai target
karena dani PPL sendiri tidak ada kewajiban dari BKP3D harus
mencapai target produksi bidang perikanan, tetapi walau bagaimana
kami tetap terbantu dengan adanya PPL, yang boleh dibilang sebagai
perwakilan dari dinas.“
Kepala Dinas Kehutanan juga mengatakan bahwa dengan adanya
PPL dapat memberikan dampak bagi dinas terutama mengawasi kegiatan atau
bantuan dinas kepada masyarakat. Mengenai efektivitas PPL dalam
mencapai target yang diharapkan dinas, Kepala Dinas Kehutanan
mengatakan :
“Target yang diharapkan oleh dinas dari PPL sepertinya masih belum
tercapai, karena PPL yang ada sekarang ini berbeda dengan jamannya
Bapak Soeharto. Dulu PPL dalam melaksanakan tugas mempunyai
misi harus dapat meningkatkan produksi yang ada di wilayah
binaannya atau membuat supaya kelompok tani yang dibina dapat

berhasil dan meningkat kesejahteraannya. Tapi kami tidak bisa
mencampuri masalah tupoksi PPL di lapangan. Itu dapurnya BKP3D.”

Dalam hal efektivitas PPL, semua Kepala Dinas sepakat bahwa dinas
teknis tidak memiliki kewenangan dalam mengatur PPL. Hal ini yang
menyebabkan efektivitas PPL belum dirasakan oleh dinas teknis. Bahkan ada

Kepala Dinas yang membandingkan pencapaian PPL pada zaman Orde Baru
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yang mempunyai misi meningkatkan produksi pertanian dengan kondisi PPL
saat ini. Dalam Tupoksinya, saat ini PPL memang tidak terkait peningkatan
produksi. Tidak ada target tertentu dari BKP3D mengenai target produksi
yang harus dicapai, sehingga keberadaan PPL seolah-olah lepas dari kontrol

dinas teknis.
c. Pendapat PPL terhadap efektivitas perannya

Hampir semua PPL yang diwawancarai mengatakan bahwa fungsi
PPL sangat penting dan dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat.

Sebagaimana dikatakan oleh masing-masing responden sebagai berikut :
Seorang responden PPL. Ahli Pertanian mengatakan :

“Keahlian yang saya miliki sangat dibutuhkan oleh petani, terutama
yang berhubungan dengan aplikasi teknologi. .... Cara menanam padi
dengan sistem jajar legowo, pemanfaatan limbah pertanian untuk
dibuat pupuk kompos, teknik sambung pada tanaman durian dan
jeruk. Petani sangat antusias dalam menerima kemajuan teknologi

pada bidang pertanian ini.”
Seorang responden PPL Ahli Perikanan mengatakan “Keahlian saya
pada bidang perikanan sangat membantu dan dibutuhkan oleh nelayan,
sehingga pengetahuan mereka dapat bertambah tentang budidaya ikan dan

pengolahan hasil perikanan, serta pengolahan dan budidaya rumput laut.:

Sedangkan PPL Terampil mengatakan bahwa perannya bagi petani
dan masyarakat juga penting dan memiliki manfaat. Seorang responden PPL
Terampil mengatakan “Keahlian yang saya miliki walaupun hanya dasar pada
bidang pertanian tetapi dapat bermanfaat bagi petani yang saya bina terutama

dalam pemupukan, pengolahan lahan pertanian dan budidaya hortikultura.”
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Meskipun demikian responden PPL Terampil lainnya mengatakan
bahwa perannya belum maksimal “Keahlian yang saya miliki dengan kondisi
di lapangan berbeda, sehingga masih harus banyak belajar lagi terutama di
perkebunan kelapa sawit dan budidaya tanaman kakao serta budidaya jeruk.”

Terdapat pula PPL yang merasa fungsinya sangat penting, tetapi
penempatannya tidak tepat, seperti yang disampaikan oleh PPL Ahli

Kehutanan berikut ini :

“keahlian yang saya kuasai di bidang kehutanan sebenarnya sangat
dibutuhkan oleh petani, misalnya revitalisasi magrove, tetapi karena
kelompok yang saya bina lebih mengarah pada perkebunan sawit,
sehingga tidak cocok dengan keilmuan saya. Sedangkan yang
berhubungan dengan keberadaan hutan lindung dan KBK, boleh
dibilang sangat kurang.”

PPL Ahli Kehutanan lainnya ada juga yang menyampaikan bahwa
fungsinya bagi masyarakat sangat bermanfaat dari keahlian yang dimiliki,
seperti yang dsampaikan oleh PPL tersebut berikut ini :

“Keahlian saya adalah kehutanan untuk di lapangan sudah banyak
yang diterapkan kepada petani terutama mulai dari menjaga
kelestarian tanaman mangrore dan gerakan penanaman kembali hutan-
hutan yang gundul dengan masyarakat, walau masih belum semua
daerah melakukan tetapi menurut saya sudah ada kesadaran dari
masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ini termasuk ilmu yang
saya dapatkan di bangku kuliah.”

Mengenai perannya sebagai guru bagi petani, PPL umumnya
mengatakan bahwa peran tersebut telah dilakukan dengan baik. Misalnya
dalam hal perubahan pola pikir dan perilaku petani dalam melaksanakan
usaha tani, seorang responden mengatakan:

“Memang tidak mudah mengubah pola pikir petani dalam bercocok

tanam, tetapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. ...... langkah
yang saya anjurkan kepada petani agar bercocok tanamnya dapat
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berproduksi dengan optimal adalah dengan pelatihan semacam
SLPTT tanaman padi, durian dan jeruk. Selain itu saya juga
menganjurkan kepada petani agar secara perlahan untuk
mengaplikasikan pemupukan organik yang ramah terhadap
lingkungan dan ini sebagian sudah dilaksanakan oleh petani.”.

Responden lainnya mengatakan :

“Dalam mengubah pola pikir nelayan agar dalam melakukan kegiatan
perikanan dapat maju tentu tidaklah gampang. Di sinilah peran PPL
sangat dibutuhkan. Kaitannya dengan saya pribadi sudah banyak yang
saya lakukan terutama dengan mengadakan kegiatan pelatihan
pengolahan hasil dari ikan dan rumput laut, agar hasilnya lebih baik
dan dapat meningkatkan usaha mereka dan ini sudah ada yang
berhasil.”

Tentang perannya sebagai seorang penganalisa, sebagian besar PPL
mengatakan peran tersebut belum maksimal dilakukan. Peran ini dapat
dilihat dari kemampuan PPL melakukan pengamatan terhadap keadaan,
masalah dan kebutuhan masyarakat petani. Seorang responden mengatakan :

“Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani usaha yang
saya lakukan hanya sebatas dalam kegiatan penyusunan RDKK untuk
mendapatkan pupuk subsidi, tidak sampai membantu kegiatan yang

lebih mendetail lagi seperti menganalisa untung dan rugi kegiatan
usaha tani.”

Sementara responden lain mengatakan bahwa perannya sebagai

seorang penganalisa sudah maksima, seperti yang disampaikan berikut ini :
“Dalam menganalisa kegiatan nelayan  saya sudah berusaha
membantu menghitung untung dan rugi kegiatan usaha terutama yang
berhubungan dengan usaha perikanan. Bukti keberhasilan dari usaha

yang saya lakukan sudah ada yaitu adanya kelompok nelayan yang
sudah dapat bermitra dengan pihak lain dari usaha yang dimiliki.”

Terhadap perannya sebagai seorang penaschat, seluruh PPL

mengatakan bahwa inilah fungsi PPL yang sering kali mereka lakukan. Peran
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ini menurut mereka adalah fungsi terpenting sebagai seorang PPL. Seorang
responden mengatakan mengenai hal ini :
“Salah satu fungsi dari PPL adalah memberikan masukan atau
alternatif yang paling tepat terhadap masalah yang dihadapi petani,
hal ini sudah saya laksanakan, misalnya adanya serangan hama dan
penyakit yang menyerang pada tanaman padi sebisa mungkin dari

pengetahuan yang saya miliki memberikan solusi dalam mengatasi
permasalahan tersebut.”

Responden lainnya juga mengatakan “Menurut saya PPL harus dapat
membantu petani dalam mengatasi masalah di lapangan dan memberikan
solusi ke arah yang lebih baik dan ini sudah saya usahakan untuk diberikan

kepada petani dari pengetahuan yang saya miliki.”

Mengenai perannya sebagai seorang organisator, sebagian PPL
mengatakan bahwa peran ini kurang maksimal dilakukan, sementara lainnya
mengatakan bahwa peran ini penting bagi seorang PPL dan harus maksimal
diperankan di wilayah tugasnya. Seorang responden mengatakan “Mungkin
karena faktor tempat tinggal yang jauh dari tempat tugas, sehingga saya
kurang begitu dilibatkan dengan kegiatan baik di tingkat desa dan

kecamatan.”

Responden lainnya mengatakan “Kebetulan domisili saya di wilayah
tugas, sehingga mudah dihubungi dan setiap ada kegiatan di desa, kecamatan
bahkan di petani saya ikut dilibatkan dan ini dapat menambah hubungan yang

lebih baik dengan tokoh masyarakat.”
d. Pendapat petani terhadap efektivitas peran PPL

Bagi semua responden petani, ternyata kehadiran PPL sangat penting

dan dibutuhkan oleh petani. PPL diharapkan kehadirannya oleh petani

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Gigo49-pt

terutama perannya sebagai pembawa inovasi bagi usaha taninya dan sebagai
penghubungan antara pemerintah dengan petani. Meskipun demikian,
kadangkala peran ini belum maksimal dirasakan oleh petani. Domisili PPL
yang jauh dari wilayah tugasnya menyulitkan petani untuk berkomunikasi
intensif dengan PPL. Meskipun teknologi komunikasi seperti telepon
genggam dapat membantu mengatasi masalah komunikasi, tetapi kehadiran

PPL secara fisik tetap menjadi hal yang sangat penting bagi petani.

Manfaat dari adanya PPL di wilayahnya, seorang responden petani

mengatakan :

“Masalah manfaat sebenarnya banyak yang kami dapat dari PPL
mulai dari administrasi pembukuan keuangan kelompok bisa lebih
teratur, proses pembuatan pupuk organik yang telah kami
praktekan sendiri bahkan sudah ada yang kami pasarkan, (demikian

juga) teknologi budidaya pertanian, perkebunan, hortikuitura dan
pencegahan hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman.”

Responden petani lainnya mengatakan “Manfaat yang kami dapatkan
dari PPL banyak mulai dari membantu pembuatan permohonan bantuan ke
dinas, membantu mengurus perijinan untuk surat kapal, membantu budidaya
rumput laut dan ikan serta proses pengolahan hasil dari ikan.” Senada dengan
lainnya, seorang responden petani juga mengatakan ‘“Manfaat dari PPL ada
yang kami dapatkan mulai dari cara pembuatan RDKK agar kami dapat

pupuk subsidi dari pemerintah dan penerapan teknologi pada perkebunan.”

Terhadap peran PPL sebagai guru, seorang responden petani
mengatakan bahwa PPL telah memerankan fungsinya sebagai guru bagi

petani, seperti disampaikannya berikut ini :
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“Adanya PPL di wilayah kami tentu ada perubahan yang kami
rasakan dalam bercocok tanam, misalnya dalam menanam tanaman
padi sebelumnya kami dalam menanam dengan sistem dihambur.
Dampaknya membutuhkan benih padi yang banyak, tetapi dengan
bimbingan PPL mengikuti anjuran teknologi sistem jajar legowo
benih padi yang digunakan tidak terlalu banyak dan produksi ada
peningkatan. Demikian pula dengan budidaya tanaman hortikultura
kami juga terbantu.”

Responden petani yang lain mengatakan ‘“Perubahan dalam
pengolahan pertanian jelas ada dengan kehadiran PPL di daerah kami.
Tetutama untuk budidaya tanaman durian banyak yang pengetahuan yang

kami dapatkan agar dapat menghasilkan buah yang optimal.”

Sehubungan dengan perannya scbagai penganalisa, salah satu
responden petani mengatakan bahwa peran ini jarang dilakukan PPL.
Responden tersebut menduga bahwa PPL menganggap hal itu kurang penting

untuk disampaikan kepada petani seperti dikatakannya berikut ini :

“Kegiatan analisa usaha tani belum pernah dilakukan oleh PPL. Dia

hanya sebatas membantu dalam mmbuat RDKK untuk mendapatkan
pupuk subsidi. Sepertinya PPL kurang optimal melakukan analisa
tanah misalnya, atau analisa usaha tani. Atau mereka tidak
menganggap hal itu penting, ya? Padahal kalau mereka melakukan
analisa, kami akan sangat terbantu”

Meskipun demikian ada pula responden petani yang mengatakan
bahwa PPL telah membantunya menganalisa kimia tanah dan untung rugi
bertani dengan pola jajar legowo sebagaimana pernyataannya berikut ini :

“Masalah menganalisa sebelum kegiatan dilaksanakan pernah
dilakukan oleh PPL yaitu membantu menganalisa kondisi kimia
tanah agar dapat ditentukan kebutuhan pupuk yang akan digunakan.
Selain itu PPL pernah membantu dalam menghitung untung rugi
kegiatan usaha tani antara padi yang ditanam seperti biasanya,
dengan padi yang ditanam dengan jajar legowo. Kami mau
melakukan tanam jajar legowo, karena mereka menyakinkan saya
bahwa hasilnya lebih baik. Ternyata memang hasilnya meningkat,
sehingga kami tanam begitu sampai sekarang”
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Selain sebagai guru dan penganalisa, kepada petani juga ditanyakan
apakah PPL juga berperan sebagai penasehat. Hampir semua responden
petani mengatakan bahwa PPL memang seperti penasechat bagi mereka.
Banyak nasehatnya yang telah meningkatkan volume usaha tani mereka. PPL
juga telah membantu mereka menghubungkan dengan dinas teknis, sehingga
mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, seperti disampaikannya
“Masalah nasehat atau bimbingan dari PPL jelas kami dapatkan misainya
kegiatan dari budidaya taman padi, hortikultura dan usaha tani, dengan
adanya PPL membawa pengaruh peningkatan produksi. Intinya kami

bertetima kasih dengan ditempatkannya PPL di wilayah kami.”

Responden petani lainnya mengatakan hal yang senada sebagai
berikut :

“Bimbingan atau nasehat dari PPL ada kami dapatkan terutama yang

berhubungan dengan budidaya perikanan dan proses pengolahan

hasil perikanan. PPL kan memang ditugaskan untuk mendampingi

petani, memberi contoh, memberikan bimbingan, nasehat. Mereka

kan sudah dilatih untuk itu. Dan memang banyak yang telah
dilakukan PPL berpengaruh terhadap kesejahteraan kami.”

Tentang perannya sebagai organisator, terdapat beberapa pendapat
petani yang berbeda. Seorang responden mengatakan bahwa scharusnya
seorang PPL menjadi organisator yang baik, terutama dalam membantu
mengelola Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar memberi manfaat
ekonomi kepada anggotanya. Meskipun demikian kadang kala PPL kurang
berperan dalam hal ini, seperti disampaikannya “Menurut saya di wilayah
kami PPL nya masih kurang melakukan hubungan baik dengan tokoh

masyarakat. PPL nya jarang ikut pertemuan. Apalagi dalam mengelola
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Gapoktan. PPL nya kurang aktif di sini. ...... Mungkin tempat tinggalnya
jauh, jadi jarang lama ada di tempat kami.”

Ada pula petani yang menyoroti PPL yang kurang bergaul dengan
masyarakat, sehingga sulit dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan petani,
sebagaimana disampaikan berikut ini :

“Keterlibatan PPL dalam kegiatan di desa atau kecamatan jarang

dilakukan. Jadi pergaulannya dengan masyarakat di wilayah tugas

kurang terjalin dengan baik mungkin karena faktor domisili yang

jauh. Kadang kala kami sulit bertemu PPL, kecuali kalau kami mau
mengadakan pertemuan, kami telepon, baru dia datang.”

Meskipun sebagian responden mengatakan bahwa peran PPL sebagai
organisator masih kurang, tetapi ada juga petani yang mengatakan bahwa PPL
cukup baik sebagai pembina organisasi mereka, terutama PPL yang
berdomisili di wilayah binaannya seperti disampaikannya berikut ini :

“PPL di tempat kami baik kok. Aktif dalam kegiatan-kegiatan baik

di desa dan kecamatan. Mereka sangat aktif mungkin karena domisili

PPL satu kecamatan dengan wilayah tugasnya, schingga mudah

untuk dihubungi. Intinya PPL di sini aktif. Kami sangat terbantu
dengan kehadiran PPL.”

Dengan demikian sebenarnya petani merasakan manfaat kehadiran
PPL. Hanya saja peran yang dirasakan oleh petani berbeda-beda, tergantung
PPL yang ditempatkan di wilayahnya. Individu PPL, keahlian yang
dimilikinya, aktivitas dan kedekatan domisili dari wilayah binaannya ternyata
mempengaruhi kedalaman peran PPL bagi petani. Bagi petani, PPL adalah
petugas pemerintah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupannya sehari-hari,

baik disadari maupun tidak.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis proses pembuatan kebijakan penempatan PPL

Penempatan PPL pada wilayah tugasnya ternyata bukan persoalan
yang mudah. Banyak pertimbangan yang digunakan oleh pembuat kebijakan,
karena jumlah PPL tidak selalu berbading lurus dengan kebutuhannya. Pada
satu sisi terdapat kelebihan personel, karena wilayah yang membutuhkan
keahliannya lebih sedikit dibandingkan ketersediaan sumberdaya manusianya.
Pada sisi lain terdapat keahlian yang dibutubkan banyak wilayah, tetapi
ketersediaan sumberdaya manusianya terbatas. Hal inilah yang dirasakan
oleh para pembuat kebijakan dalam menempatkan PPL di Kabupaten

Nunukan.

BKP3D memiliki bidang yang secara khusus menangani PPL,
termasuk bertanggung jawab terhadap penempatannya, yaitu Bidang
Ketenagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan (KSPP). Bidang ini
membawahi Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia (Subid
PSDM). Inilah dapur pengelolaan PPL di Kabupaten Nunukan. Di samping
Subid PSDM, Bidang KSPP juga membawahi Subid Informasi, Teknologi
dan Metodologi Penyuluhan (ITMP), yang bertugas menyediakan informasi,
teknologi dan metodologi penyuluhan bagi PPL. Tugas dan fungsi kedua sub
bidang ini dapat diibaratkan sebagai berikut : jika Subid PSDM adalah
penyedia perangkat keras (hardware) penyuluhan, maka Subid ITMP adalah

penyedia perangkat lunak (software) penyuluban.

Bidang KSPP adalah pihak yang melakukan penyiapan draf SK

Bupati Nomor761 Tahun 2011. SK Bupati ini adalah dasar hukum
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penempatan PPL yang sampai saat ini masih berlaku. Bidang KSPP lah yang
merencanakan, melakukan kajian, konsultasi dan melakukan finalisasi draf
SK Bupati dan menjalankan prosedur tetap (protap) administrasi sampai draf

SK tersebut ditandatangani oleh Bupati.

Kajian dilakukan dengan melakukan pemetaan (mapping) terhadap
kualifikasi PPL, keahlian PPL dan kebutuhan wilayah (Gambar 8). Setelah
dilakukan pemetaan, Bidang KSPP melakukan konsultasi (Gambar 7).
Konsultasi dilakukan secara internal dan eksternal. Konsultasi internal
dilakukan dengan unsur pimpinan BKP3D, seperti : para Kepala Bidang,
Koordinator Jabatan Fungsional (Jafung), Kasubag Umum dan Kepegawaian,
Sekretaris serta Kepala BKP3D. Konsultasi kepada pihak eksternal dilakukan
dalam rangka teknis dan prosedur tetap. Konsultasi dilakukan dengan dinas
teknis, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan. Hal
ini menyangkut di mana saja wilayah yang membutuhkan keahlian PPL

tertentu sesuai kepentingan dinas teknis.

Konsultasi juga dilakukan untuk memenuhi prosedur tetap.
Konsultasi ini dilakukan untuk memenuhi administrasi kepegawaian dan
hukum. Dalam memenuhi administrasi kepegawaian, Bidang KSPP
melakukannya dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD),
karena BKDD adalah lembaga daerah yang memiliki kewenangan mengatur
pengelolaan sumberdaya manusia pegawai, sedangkan dalam memenuhiunsur
administrasi hukum, konsultasi dilakukan kepada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah Bidang Administrasi dan Sekretaris Daerah.
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Banyak upaya telah dilakukan Bidang KSPP agar SK penempatan
PPL dilakukan dengan sebaik-baiknya, meskipun demikian ternyata dalam
melakukan pemetaan terhadap kebutuhan keahlian PPL, Bidang KSPP tidak
mendasarkannya pada konsep yang jelas. Dalam melakukan pemetaan
kebutuhan wilayah, mereka hanya didasarkan pada perkiraan yang bersifat
umum dan spekulatif, misalnya wilayah yang banyak sawahnya perlu
ditempatkan PPL Pertanian, sedangkan wilayah pesisir perlu penempatan PPL
Perikanan atau wilayah yang banyak hutannya memerlukan PPL Kehutanan.
Sebenarnya pemetaan seperti ini memang dapat diterima, tetapi tentu saja
masih belum cukup untuk menjawab tantangan kebutuhan wilayah yang

sebenarnya. Tidak ada landasan ilmiah yang menjadi landasannya.

Diperlukan suatu metode yang lebih proporsional dan dilandasi
data yang cukup untuk menentukan kebutuhan wilayah untuk menempatkan
PPL. Metode tersebut seharusnya berdasarkan pada potensi pertanian
wilayah. Potensi pertanian wilayah adalah basis pertanian dominan yang
terdapat pada suatu wilayah. Basis pertanian ini dapat berupa komoditas
pertanian unggulan wilayah tersebut, dapat pula berupa potensi pertanian
lainnya, seperti luasan lahan pertanian atau jumlah kelompok tani binaan.
Dengan dasar yang jelas, pemetaan yang dilakukan menjadi dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik kepada siapa pun, karena landasannya
ilmiah.

Pada dasarnya semua tahapan pembuatan kebijakan telah
dilaksanakan oleh Bidang KSPP, seperti perumusan masalah, penyusunan

agenda, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Semua
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sudah dilaksanakan dengan cukup. Hanya saja pada saat merumuskan
masalah penempatan PPL, ternyata tidak didasarkan pada rumusan masalah
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika ditanyakan kepada
pembuat kebijakan mengapa pada suatu wilayah ditempatkan PPL dengan
keahlian tertentu, jawabnya adalah logika, bukan berbasis data. Hal inilah

akhirnya yang menyulitkan evaluasi penempatan PPL.

Sebenarnya jika Bidang KSPP mau lebih cermat, semua data yang
dibutuhkan telah tersedia cukup pada lembaga-lembaga yang ada di
Kabupaten Nunukan, tinggal melakukan kompilasi dan penetapan dasar
perumusan kebijakan. Tidak adanya data potensi pertanian wilayah ini
menyebabkan beberapa penempatan PPL. menjadi tidak tepat, dalam arti
terdapat kekurangan PPL pada tempat yang dibutubkan, tetapi terjadi

kelebihan PPL pada tempat yang seharusnya tidak perlu.

Pada saat digunakan data potensi pertanian wilayah, terlihat bahwa
sejak awal penempatan PPL hanya menggunakan asumsi logika, bukan
berbasis data yang valid. Hal ini menjadikan banyak penempatan yang tidak
tepat. Pada Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik terjadi kelebihan
penempatan, sedangkan pada Kecamatan Sebatik Utara, Tulin Onsoi, Lumbis
Ogong dan Krayan Selatan terjadi kekurangan penempatan PPL Ahli. Hal ini
menunjukkan bahwa sejak awal pembuatannya, SK Bupati ini tidak sudah
tidak sejalan antara kebutuhan wilayah dengan keahlian PPL.Mengenai

penempatan PPL Ahli, datanya disajikan tabel di bawah ini :
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Tabel 4.22

Kesenjangan Penempatan PPL Ahli Pada SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011
dengan Kebutuhan Menurut Potensi Pertanian Wilayah

No| Penempatan Menurut Kebutuhan Kesen
SK Tan | Nak | Kan | Hut | Jml { Jangan

1. | Kabupaten 6 3 1 1 1 6 0

2. | Nunukan 9 3 1 1 1 ] +3

3. | Nunukan Selatan 8 2 1 1 1 5 +3

4. | Sebatik 7 2 0 1 0 3 +4

5. | Sebatik Barat 10 ] 0 ] 1 3 +7

6. | Sebatik Tengah 1 1 0 0 0 1 0

7. | Sebatik Timur 5 1 1 1 0 3 +2

8. | Sebatik Utara 0 1 0 1 1 3 -3

9. | Seimenggaris 5 2 0 1 1 4 +1
10. | Sebuku 3 1 0 0 1 2 +1
11. | Tulin Onsoi 1 2 0 0 1 3 -2
12. | Sembakung 6 2 0 1 1 4 +2
13. | Sembakung Atulai 1 - - - - - +1
14. | Lumbis 4 2 0 0 1 3 +1
15. | Lumbis Ogong 0 1 0 0 1 2 -2
16. | Krayan 4 | | 0 1 3 +1
17. | Krayan Selatan 1 1 0 0 1 2 -1

Jumlah 71 26 5 9 13 | 53 +18

Sumber : Data BKP3D dan Data Penelitian (April, 2016), diolah

Hal lain yang terlihat menyolok pada penempatan PPL Ahli, jika kita
cermati tabel 4.22, adalah mengumpulnya PPL Ahli pada wilayah-wilayah
yang dekat dengan ibukota kabupaten, yang masih terhitung sebagai wilayah
perkotaan. Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik dan Sebatik
Barat menjadi tempat berkumpul PPL Ahli yang dominan. Personel PPL
Ahli yang ditempatkan pada 4 wilayah ini berjumlah 34 orang, padahal
menurut potensi pertanian wilayahnya hanya dibutuhkan 17 orang, sehingga

terjadi kelebihan 17 personel.

Jumlah PPL Ahli sebenarnya memang kelebihan personel.

Dibandingkan kebutuhannya sebanyak 53 orang, jumlah PPL Ahli yang ada
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mencapai 71 orang, terlihat kelebihan pasokan sebanyak 18 orang. Jika

dibandingkan dengan data PPL Ahli yang ditempatkan di wilayah-wilayah

yang dekat dengan ibukota kabupaten, kelebihan sebanyak 17 orang tersebut,

sepertinya semuanya ditempatkan di wilayah ini. Hal ini menjadikan

ketimpangan penempatan PPL. Ahli menjadi semakin lebar.

Tabel 4.23

Kesenjangan Penempatan PPL Terampil Pada SK Bupati Nomor 761 Tahun
2011 dengan Kebutuhan Menurut Potensi Pertanian Wilayah

No Penempatan Megl\zrut Kebutuhan | Kesenjangan
1. | Nunukan 4 5 -1
2. | Nunukan Selatan 3 4 -1
3. | Sebatik 0 4 -4
4. | Sebatik Barat 1 4 3
5. | Sebatik Tengah 2 4 2
6. | Sebatik Timur 3 3 0
7. | Sebatik Utara 2 4 2
8. | Seimenggaris 2 4 -2
9. | Sebuku 9 5 +4

10. | Tulin Onsoi 3 6 -3

11. | Sembakung 4 5 -1

12. | Sembakung Atulai 0 5 -5

13. | Lumbis 12 5 +7

14. | Lumbis Ogong 0 5 -5

15. | Krayan 8 11 -3

16. | Krayan Selatan 0 3 -3

17. | Tugas Belajar 2 - +2

Jumlah 55 77 -22

Sumber : Data BKP3D dan Data Penelitian (April, 2016), diolah

Hal yang sama juga terlihat pada penempatan PPL Terampil.

Sebagai basis SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011, Bidang KSPP juga tidak

memiliki dasar yang jelas. Jika disandingkan dengan data potensi pertanian

wilayah yang berbasis jumlah desa, jumlah kelompok tani dan luas wilayah,

maka akan terlihat kesenjangannya. Meskipun jumlah personel dibandingkan

dengan kebutuhannya, PPL. Terampil di Kabupaten Nunukan masih kurang,
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ternyata terdapat kelebihan penempatan pada beberapa wilayah, seperti
Kecamatan Sebuku dan Lumbis. Hal ini menjadikan penempatan PPL
Terampil menjadi tidak proporsional antar wilayah, seperti terlihat pada tabel

berikut ini :

Hal sebaliknya terjadi pada penempatan PPL Terampil. Penempatan
yang berlebihan pada PPL Terampil justru terlihat pada wilayah-wilayah yang
jauh dari ibukota kabupaten, seperti pada Kecamatan Sebuku dan Lumbis.
Hal ini memunculkan dugaan bahwa menempatkan PPL Ahli memiliki
kerumitan tersendiri dibandingkan dengan PPL Terampil. Meskipun tidak
ada data yang menunjukkan bahwa PPL Ahli sering menggunakan orang
berpengaruh agar penempatannya dekat dengan tempat domisilinya di ibukota
kabupaten, tetapi dari data penempatan patut diduga bahwa mereka inilah
yang banyak menekan pembuat kebijakan dalam meluluskan keinginannya

agar ditempatkan dekat dengan ibukota kabupaten.

Bisa jadi hal inilah yang oleh Kabid KSPP disampaikannya sebagai

berikut :
“Kalau masalah tekanan, ada juga yang kami alami, bahkan sempat
dalam bentuk teror lewat SMS, karena PPL yang dimutasi tidak terima
terhadap wilayah tugasnya. Tapi tidak sampai mengarah pada

kekerasan fisik. Ya ini sudah menjadi resiko kami dalam mengemban
tugas sebagai abdi negara. Diterima saja dengan kepala dingin.”

Sebenarnya penempatan PPL tidak hanya masalah kebutuhan
wilayah dan keahlian PPL.. Masalah gender, status perkawinan, kepentingan
para pihak, dan tekanan menjadikan penempatan PPL bukan hal yang
sederhana. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai untuk

menempatkan PPL pada wilayah yang tepat. Bisa jadi hal-hal non teknis
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seperti ini yang membuat pembuat kebijakan mengalami banyak hambatan

dalam menyusun draf SK Bupati.

Dari data yang diperoleh, wawancara dan observasi yang dilakukan,
dapat dikatakan bahwa BKP3D telah melakukan prosedur yang cukup sesuai
teori dalam menyusun SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011. Hanya saja dalam
perumusan masalah, mereka hanya mencocokkan kebutuhan PPL
menggunakan logika, tidak menggunakan data ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadikan penempatan PPL sebagai hal
yang spekulatif, sehingga argumentasi penempatan PPL oleh BKP3D menjadi
mudah terpatahkan, terutama jika ada PPL yang tidak menerima keputusan

penempatannya.

Penempatan yang spekulatif juga memberikan kesan BKP3D tidak
cermat dalam membuat suatu kebijakan penting, sehingga keputusannya
rawan digugat oleh pihak yang tidak sependapat. Hal ini sesuai dengan
pendapat Susilo (2012) yang mengatakan bahwa kebijakan dibuat tidak untuk
sekedar doing something tetapi harus juga menjadi problem solving.
Penggunaan data yang valid dan ilmiah sangat penting dilakukan oleh
pembuat kebijakan dalam setiap keputusannya, karena dapat memberikan
kepastian hukum dan memiliki alasan yang argumentatif dalam

implementasinya.
2. Analisis konsistensi implementasi kebijakan penempatan PPL

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling penting dari semua

hal yang diputuskan oleh pembuat kebijakan. Implementasi adalah bagian
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dari tujuan pembuatan keputusan. Keputusan yang baik tetapi tidak
dimplementasikan dengan baik, hanya akan membuat keputusan tersebut
tidak ada artinya. Jika diimplementasikan dengan baik, maka suatu
keputusan yang baik akan memperlihatkan dampak baik sesuai dengan

harapan pembuat keputusan.

Hal yang paling penting dari suatu keputusan adalah keluaran dan
dampaknya. Keluaran dan dampak hanya terlihat setelah keputusan
diimplementasikan. Implementasi kebijakan adalah hal yang dinamis. Tidak
mungkin kebijakan yang telah diputuskan tidak mengalami perubahan, karena
kebijakan dibuat justru untuk menjawab tantangan perubahan. Jika kebijakan
tidak dilakukan perubahan, maka kebijakan tersebut akan ketinggalan zaman
dan dapat menghambat kemajuan. Hanya saja perubahan yang dilakukan
terhadap suatu keputusan, haruslah menimbulkan dampak yang semakin baik.
Suharno (2010:187) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan
tergantung pada beberapa hal, yaitu : pertimbangan, komitmen, konsistensi

dan pelaku.

Menempatkan PPL adalah suatu kebijakan yang berhubungan
dengan manusia, sehingga implementasinya menjadi sangat dinamis.
Perubahan yang paling sering terjadi dalam kebijakan penempatan pegawai
adalah mutasi. Mutasi sebenarnya adalah keniscayaan, karena dalam
pengertian yang positif, mutasi akan mengatasi kejenuhan dan merupakan
penyegaran pegawai, tetapi mutasi harus tetap memperhatikan komposisi

kebutuhan organisasi, sebab jika mutasi tidak dikendalikan, maka yang terjadi
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adalah kekacauan paradigma organisasi. Apalagi jika asumsi menafikan

pertimbangan teknis dan profesional.

Selama 5 tahun terakhir, BKP3D telah melakukan 68 kali mutasi
terhadap 61 personel. Mutasi ini berupa promosi, demosi atau pergeseran
biasa. Setelah dicermati, ternyata mutasi yang dilaksanakan BKP3D terhadap
PPL tidak selamanya memperbaiki keadaan. Mutasi ini cenderung membuat
komitmen dan konsistensi pembuat kebijakan menjadi semakin kabur.
Terdapat banyak mutasi yang akhirnya justru mengorbankan kebutuhan
wilayah. Beberapa mutasi terlihat malah mengumpulkan PPL Ahli pada
wilayah perkotaan dan mengurangi jumiah PPL yang sebenarnya dibutuhkan
pada wilayah terpencil dan terisolir. Dengan melihat data pada tabel 4.22,
terlihat alasan tekanan dan kepentingan pribadi PPL lebih mengemuka dalam
mutasi PPL Ahli, dibandingkan alasan kebutuhan organisasi, meskipun hal

yang sama tidak terlihat pada PPL Terampil.

Diperkirakan mutasi-mutasi yang terjadi, terutama yang mengalir ke
wilayah dekat ibukota kabupaten bukan murni untuk kepentingan BKP3D,
tetapi lebih bernuansa mengakomodasi kepentingan pribadi PPL.
Sebagaimana digambarkan pada Gambar 14, menurut pembuat kebijakan,
alasan mutasi adalah kepentingan BKP3D, kepentingan dinas teknis dan

kepentingan pribadi PPL.

Selama periode 2011 — 2015, BKP3D telah melakukan 68 kali
mutasi. Mutasi dengan alasan promosi jabatan dilakukan terhadap 9 orang,
sedangkan pergeseran dilakukan sebanyak 44 orang. Mutasi keluar PPL

sebanyak 8 orang. Berikut ini ditampilkan alasan mutasi PPL dalam tabel 29:
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Tabel 4.24
Alasan Mutasi PPL di Kabupaten Nunukan antara Tahun 2011 - 2016
No | Alasan Mutasi Promosi | Pergeseran | Keluar PPL | Jumlah
1. | Kepentingan BKP3D 9 44 0 53
2. | Kepentingan Dinas Teknis 0 0 6 6
3. | Kepentingan Pribadi 0 0 2 2
Jumlah 9 44 8 61

Sumber : Data Mutasi (April, 2016), diolah

Meskipun demikian terdapat 15 mutasi pergeseran dan promosi yang
diduga terdapat motif kepentingan pribadi PPL, karena personel dipindahkan
dari daerah terpencil ke wilayah yang lebih mendekati perkotaan tanpa
adanya penggantian personel di wilayah yang sama. Hal ini menimbulkan
ketimpangan yang lebih lebar antara wilayah terpencil dengan wilayah

perkotaan seperti ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.25.
Mutasi Pergeseran PPL di Kabupaten Nunukan antara Tahun 2011 — 2016
No Promosi — Pergeseran Jumlah
1 | Dalam Wilayah yang Sama 37
2 | Menuju ke Wilayah Perkotaan 15
3 | Menuju ke Wilayah Terpencil-Terisolir 1
Jumlah 53

Sumber : Data Mutasi (April, 2016), diolah
Kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan perubahan yang baik
jika para pembuat kebijakan tidak konsisten mempertahankan komitmen dan
konsistensi kebijakan. Komitmen dan konsistensi pembuat kebijakan
diperlukan dalam implementasi agar tujuan pembuatan kebijakan tercapai,
yaitu menempatkan personel yang tepat, pada tempat yang tepat dan dalam

jumlah yang tepat.

Data mutasi PPL yang ada (tabel 30) memperlihatkan mutasi-mutasi

yang selama ini dlaksanakan oleh BKP3D sebagian malah menjauhi idealitas
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kebutuhan organisasi, meskipun mutasi keluar PPL Ahli Perikanan dan
Pertanian dapat diapresiasi, karena mengurangi beban PPL Ahli yang

kelebihan personel.

Hal lain yang cukup menganggu adalah ternyata mutasi yang
dilakukan selama ini dasarnya hanya menggunakan Nota Dinas. Tidak ada
pejabat kepegawaian yang membenarkan penggunaan Nota Dinas untuk
melakukan mutasi, karena dasar hukum penggunaan Nota Dinas tidak kuat.
Asumsi yang berlaku secara hukum adalah hukum yang tingkatannya lebih

rendah tidak dapat menggugurkan hukum di atasnya.

Penggunaan Nota Dinas juga dikhawatirkan dapat merugikan
kepentingan pegawai, terutama untuk pemindahan dari wilayah perkotaan ke
daerah terpencil dan terisolir. Hal ini berpotensi menggugurkan hak pegawai
untuk mendapatkan penghasilan lebih besar sesuai peraturan, misalnya untuk
mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan yang lebih besar atau tidak

diterimanya Tunjangan Perbatasan, karena dasar hukum mutasinya tidak kuat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa output yang baik dari SK
Bupati Nomor 761 Tahun 2011 tidak dapat dipertahankan konsistensinya
dalam implementasi kebijakan penempatan PPL ini, terutama dalam
pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai dan makin jauh dari kebutuhan wilayah
Dampaknya adalah kebijakan mutasi tersebut makin menjauhkan tujuan
penempatan PPL, yaitu memenuhi kebutuhan pegawai dengan tepat, dalam
jumlah yang tepat pada tempat yang tepat. Hal lain yang terjadi adalah dasar
hukum mutasi yang dilaksanakan selama ini tidak kuat, sehingga dapat

merugikan kepentingan pegawai, karena menurut Sastrohadiwiryo (2002)
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dalam Siagian (2010 : 5) mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang
berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status
ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga
kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan
dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada

perusahaan (pemerintahan).

3. Analisis kesenjangan kebijakan penempatan PPL

Penempatan PPL di Kabupaten Nunukan pada awalnya secara
absolut telah mendekati potensi pertanian wilayah, tetapi secara relatif
komposisi kualifikasi dan keahliannya masih sangat timpang. Kelebihan
jumlah PPL Ahli Pertanian dan Ahli Perikanan serta kurangnya PPL Ahli
Peternakan, Ahli Kehutanan dan PPL Terampil telah menyulitkan pembuat

kebijakan menempatkan mereka pada posisi yang tepat.

Pembuat Kebijakan telah membuat analisis kebutuhan PPL pada
masing-masing wilayah secara absolut sudah tepat, meskipun tanpa data yang
valid. Terbukti antara output SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011 dengan data
kebutuhan PPL dalam potensi pertanian wilayah secara umum sama
(perhatikan tabel 4.25), hanya saja jika dicermati lebih lanjut, terlihat bahwa
pembuat kebijakan mulai kehilangan arah, karena komposisi keahlian dan
kualifikasi PPL yang tidak sebanding (perhatikan tabel 4.17; 4.18; 4.19; 4.20

dan 4.21).

Meskipun demikian, output yang benar pada SK Bupati Nomor 761

Tahun 2011 tidak dapat dipertahankan konsistensinya oleh pembuat
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kebijakan dalam implementasi kebijakan. Mutasi-mutasi yang dilakukan
pembuat kebijakan di BKP3D makin mengaburkan tujuan penempatan PPL.
Tabel 4.25 memperlihatkan kesenjangan antara potensi pertanian wilayah
dengan komposisi penempatan yang makin melebar. Kelebihan penempatan
di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan dan Lumbis yang lebih dari 5
personel, sangat disayangkan, padahal terdapat daerah yang defisit PPL. Hal
ini tidak sesuai dengan pernyataan pembuat kebijakan yang mengatakan

terjadi kekurangan PPL (wawancara dengan Kepala BKP3D).

Kelebihan penempatan personel ini menjadikan personel di tempat
lain masing-masing berkurang lebih dari 5 orang, seperti Kecamatan Sebatik
Utara, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan. Selain Sebatik Utara,
kecamatan-kecamatan yang disebut terakhir adalah wilayah yang masuk
kategori terpencil-terisolir. Artinya penempatan PPL yang ada cenderung
menumpuk di wilayah yang dekat dengan ibukota kabupaten, tetapi

mengorbankan wilayah-wilayah terpencil-terisolir.

Pembuat kebijakan mengatakan bahwa jumlah PPL di Kabupaten
Nunukan kurang. Sebenarnya yang terjadi adalah tidak seimbangnya jumlah
kebutuhan dengan kualifikasi keahlian yang ada. Pada tabel 22 terlihat
bahwa jumlah PPL Ahli Pertanian 38 orang, sementara yang dibutuhkan
hanya 26 orang, sehingga terjadi kelebihan 12 orang. Demikian juga dengan
PPL Ahli Perikanan, dari kebutuhan 9 orang, jumlah PPL Ahli Perikanan
yang ada adalah 26 orang, sehingga kelebihan 17 orang (perhatikan tabel

4.19).
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Kekurangan personel memang terjadi, yaitu pada PPL Ahli
Peternakan, PPL Ahli Kehutanan dan PPL Terampil. Pada PPL Ahli
Peternakan terjadi kekurangan 3 orang, karena dari kebutuhan 5 orang, hanya
tersedia 2 orang (perhatikan tabel 4.18). PPL Ahli Kehutanan juga masih
kurang, dari kebutuhan 12 orang, masih tersedia 6 orang (perhatikan tabel
4.20). Pada PPL Terampil kekurangannya cukup banyak, yaitu 24 orang,
karena dari kebutuhan 77 orang, yang tersedia hanya 51 orang (perhatikan

tabel 4.21).

Jika dilihat dari jumlah ketersediaan PPL dibandingkan dengan
kebutuhan secara absolut, hanya terjadi kekurangan 6 orang, tetapi ketika

dilihat secara detail, ternyata tidak mudah dikompromikan, seperti pada tabel

di bawah ini :
Tabel 4.26
Kesenjangan Absolut PPL di Kabupaten Nunukan

Kualifikasi PPL. | Ketersediaan Kebutuhan Kesenjangan
Ahli Pertanian 38 26 +12
Abhli Peternakan 2 5 -3
Ahli Perikanan 26 9 +17
Ahli Kehutanan 6 13 -7
PPL Terampil 51 77 -26

Jumlah 123 130 -7

Sumber : Data Hasil Penelitian (April, 2016), diolah

Terdapat hal yang tidak lazim ketika dinyatakan terdapat kekurangan

personel PPL, tetapi justru pada wilayah-wilayah tertentu terjadi kelebihan

penempatan personel.

Terdapat 5 kecamatan yang terjadi kelebihan

penempatan personel, sementara 9 kecamatan lainnya kekurangan personel.

Hanya 1 kecamatan yang jumlah personelnya sama dengan kebutuhannya.
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Jika dicermati lebih teliti, ternyata secara absolut komposisi

penempatan yang digunakan oleh BKP3D dalam penyusunan SK Bupati

Nomor 761 Tahun 2011 hampir sama dengan data kebutuhan PPL menurut

potensi pertanian wilayah. Hal ini membuktikan bahwa asumsi kebutuhan

yang digunakan oleh pembuat kebijakan mendekati kebenaran, meskipun

tanpa dasar data yang valid. Komposisi yang sudah mendekati kebutuhan

sesuai dengan potensi pertanian wilayah tersebut menjadi tidak berarti dalam

implementasinya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.27
Kesenjangan Penempatan PPL Dibandingkan dengan Kebutuhan antara SK
Bupati Nomor 761 Tahun 2011 dengan Posisi pada Awal Tahun 2016.

Jumlah PPL Kesenjangan

No Penempatan Menurut | Posisi ;(el:’“ Menurut | Posisi

SK | Terakhir| = °"| SK |Terakhir

1. | Kabupaten 6 8 6 0 +2
2. | Nunukan 11 16 10 +1 +6
3. | Nunukan Selatan 9 14 9 0 +5
4. | Sebatik 7 g 7 0 +3
5. | Sebatik Barat 7 9 7 0 +2
6. | Sebatik Tengah 5 4 6 -1 -1
7. | Sebatik Timur 6 6 6 0 0
8. | Sebatik Utara 7 1 7 0 -6
9. | Seimenggaris 8 6 8 0 -2
10. | Sebuku 7 10 7 0 +3
11. | Tulin Onsoi 9 6 9 0 -3
12. | Sembakung 9 5 9 0 -4
13. | Sembakung Atulai 5 3 5 0 -2
14. | Lumbis 8 13 8 0 +5
15. | Lumbis Ogong 7 2 7 0 -5
16. | Krayan 16 9 14 2 -6
17. | Krayan Selatan 5 0 5 0 -5
Tugas Belajar 7 3 - - -
Jumlah 132 123 130 +2 -7

Sumber : Data Hasil Penelitian (April, 2016), diolah

Dengan demikian, dilibat dari keluaran, SK Bupati Nomor 761

Tahun 2011 secara absolut telah memperhatikan kebutuhan wilayah, hanya
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saja dalam implementasinya, terganggu oleh mutasi yang tidak terkontrol.
Mutasi-mutasi PPL  yang dilaksanakan oleh BKP3D ternyata bukan
memperbaiki keadaan, justru semakin memperlihatkan kesenjangan antara
kebutuhan dan kenyataan. Dalam hal ini, komitmen dan konsistensi pembuat
kebijakan dipertanyakan. Pertimbangan yang digunakan dalam melakukan
mutasi tidak didasarkan pada alasan profesional, tetapi cenderung
mengakomodasi kepentingan personal. Hal ini menyebabkan kesenjangan
semakin melebar, karena menurut Winarno (2014:219) kebijakan
memeriukan perubahan-perubahan untuk mencapai tujuan yang dinilai dari
hambatan-hambatan yang muncul. Perubahan dilakukan dengan
mengusulkan perbaikan kebijakan dan mengubah kebijakan untuk

disesuaikan dengan keadaan.

4. Analisis efektivitas peran PPL

Analisis peran PPL difokuskan untuk melihat apakah PPL telah
berperan secara efektif sesuai fungsinya sebagai penyuluh pertanian.
Sebagaimana dikatakan oleh Mosher (1968) dalam Mardikanto (1992:47)
peran ini meliputi PPL sebagai guru, penganalisa, penasehat dan organisator.
Selain itu juga diamati manfaat penempatan PPL bagi dinas-dinas teknis,
karena penempatan PPL sebenarnya bertujuan untuk mengakomodasi
kepentingan dinas teknis dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan
petani.

Penyuluh Pertanian Lapangan adalah pendamping bagi petani dalam

meningkatkan usaha taninya. Dalam melakukan pendampingan, PPL
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menggunakan cara-cara persuasif agar petani melakukan perubahan perilaku,
yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan produksi dan
produktivitasnya. Oleh karena itu peran PPL sebagai guru, penganalisa,
penasehat, sekaligus organisator sangat penting untuk diamati. Sedangkan
bagi dinas teknis, PPL adalah penghubung antara petani dan pemerintah.
Bagi dinas teknis PPL. adalah tangan pemerintah untuk menjangkau
pelayanan kepada petani. Hal ini juga penting dilihat, karena memberikan

kontribusi bagi efektivitas peran PPL.

Sebagian besar PPL merasa perannya sebagai guru telah
dilaksanakan dengan baik. Mereka memberikan bimbingan mengenai
pengelolaan usaha tani yang baik. Dalam menjalankan perannya, PPL
mengatakan mereka mengajarkan penggunaan teknologi baru, seperti
penggunaan teknik jajar legowo pada budidaya padi sawah, okulasi untuk
mendapatkan benih tanaman unggul, memperbaiki budidaya rumput laut,

maupun mengajari pentingnya mangrove bagi nelayan.

Bagi petani, peran PPL sebagai guru juga dianggap telah
dilaksanakan dengan baik. Hal yang paling dirasakan bagi petani dari PPL
adalah perbaikan usaha taninya. Menurut petani, PPL telah memberikan
pemahaman yang baik mengenai beberapa teknologi budidaya, misalnya
manfaat pupuk organik di tengah kelangkaan pupuk kimia dan prospek
pangan organik. Beberapa petani mengatakan bahwa mereka terbantu dengan
adanya PPL, terutama mengenai pengelolaan kebun buah dan sayur serta
meningkatkan budidaya rumput laut. Kehadiran PPL dianggap cukup

memberikan hasil yang baik oleh sebagian besar responden petani.
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Mengenai perannya sebagai penganalisa, sebagian besar responden
PPL mengatakan bahwa mereka kurang menggunakan peran ini, meskipun
sebagian lainnya mengatakan telah cukup dilaksanakan dengan baik. Bagi
PPL yang merasa kurang berperan sebagai penganalisa, alasan yang mereka
sampaikan adalah keahlian yang mereka miliki berbeda dengan kebutuhan
masyarakat. Hal ini terkait dengan penempatan PPL yang tidak sesuai dengan
keahliannya. Sebagai contoh terdapat responden PPL Ahli Kehutanan yang
ditempatkan pada wilayah yang sebagian besar terdiri dari kebun sawit,
sementara jumlah petani sekitar hutan yang harusnya mereka bina, justru
tidak ada. Bagi PPL yang merasa telah berperan sebagai penganalisa, mereka
mengatakan bahwa petani telah merasa terbantu menggunakan analisa usaha
tani yang merekan sampaikan untuk meningkatkan produktivitas usaha
taninya. Demikian juga analisa tanah untuk pemupukan, telah mampu

memberikan dampak yang baik bagi peningkatan produksi padi.

Peran penganalisa dari PPL belum dirasakan maksimal bagi petani.
Ketika ditanyakan kepada petani apakah PPL pernah membuatkan analisa
usaha tani untuk memperbaiki produktivitas lahan atau mendapatkan
gambaran analisa tanah untuk pemupukan, sebagian besar petani responden
mengatakan tidak pernah. Meskipun demikian terdapat responden petani
yang mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan gambaran prospek
usaha pembuatan kompos dari PPL. Setelah mereka menekuni usaha

kompos, saat ini telah memperoleh manfaat ekonomi dari usahanya tersebut.

Peran yang paling dominan dilakukan oleh PPL adalah sebagai

penasehat. Bahkan semua responden PPL merasakan bahwa peran inilah
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yang paling banyak dilakukan oleh mereka. PPL merasa bahwa mereka
ditugaskan sebagai PPL adalah sebagai penasehat bagi petani. Banyak
alternatif usaha tani yang disampaikan oleh PPL dilaksanakan oleh petani dan
telah memberikan hasil yang baik. Menurut beberapa PPL responden,
sebenarnya petani telah melaksanakan usaha taninya dengan baik, tetapi
kadang kala mereka tidak memperhatikan kualitas hasil, sehingga pendapatan
yang mereka peroleh tidak maksimal. Setelah diberikan nasehat bagaimana
meningkatkan nilai tambah hasil produksinya, ternyata pendapatan petani

mulai meningkat.

Bagi petani, PPL adalah penasehat bagi peningkatan usaha taninya.
Semua petani responden memberikan apresiasi atas peran PPL sebagai
penasehat. Banyak pandangan PPL yang telah dilaksanakan petani dapat
meningkatkan pendapatan mereka, misalnya mengenai kualitas produk untuk
meningkatkan pemasaran, akses pupuk bersubsidi untuk menghemat biaya
produksi atau penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan daya simpan
produk pertanian. Pengetahuan PPL mengenai teknologi baru budidaya juga
memberikan pandangan baru bagi petani. Menurut petani, manfaat kehadiran

PPL yang paling besar dirasakan adalah karena nasehat-nasehatnya.

Dalam hal perannya sebagai organisator, terdapat dua pendapat yang
berbeda yang dikemukakan oleh PPL. Sebagian PPL merasa telah
melaksanakan peran ini dengan baik, sebagian lainnya merasa jarang
memanfaatkan peran ini dalam pelaksanaan tugasnya. Bagi PPL yang merasa
perannya sebagai organisator sudah cukup, mereka mengatakan bahwa PPL

memang sudah seharusnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



143549.pdf

dilaksanakan oleh masyarakat, baik kegiatan yang berhubungan dengan
pertanian maupun tidak. Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat
akan memudahkan PPL berinteraksi dan menjalankan peran dengan baik di
masyarakat. Kedekatan domisili dengan wilayah tugas sangat membantu PPL
terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Sedangkan bagi PPL yang
merasa perannya kurang di masyarakat, alasan utamanya adalah domisili
mereka jauh dari wilayah tugasnya, sehingga sulit untuk terlibat dalam

kegiatan-kegiatan di masyarakat binaannya.

Senada dengan responden PPL, petani juga merasakan peran PPL
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat sangat kurang, kecuali PPL yang
domisilinya dekat dengan wilayah binaanya. Sebagian petani merasa agak
kesulitan melibatkan PPL dalam kegiatan-kegiatan mereka. Meskipun
teknologi komunikasi tidak menghalangi mereka untuk aktif berkomunikasi,
tetapi kehadiran PPL dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh petani
dirasakan akan memberikan dampak yang baik. Petani responden juga
sependapat dengan PPL. bahwa domisili yang jauh dari wilayah tugas
menyulitkan mereka untuk selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang mereka

laksanakan.

Di samping perannya yang spesifik bagi masyarakat petani, PPL
juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan petani dalam hal
pelayanan publik. PPL adalah penghubung antara dinas-dinas teknis dalam
menyampaikan program, kegiatan dan bantuan kepada petani. Demikian juga
sebaliknya, menghubungkan petani dengan dinas-dinas teknis untuk

menyampaikan kepentingannya. Dalam perannya ini PPL merasa telah
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melaksanakannya dengan baik. PPL merasa telah membantu dinas-dinas
teknis memantau dan melaksanakan program dan kegiatannya di lapangan,

sehingga dinas teknis dapat memaksimalkan pelayanannya pada masyarakat.

Bagi dinas teknis, peran PPL sangat penting, karena secara
kelembagaan, mereka tidak memiliki tangan untuk langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini PPL telah memberikan peran
yang sangat penting dalam memantau dan melaksanakan program dan
kegiatan dinas teknis kepada petani. Meskipun demikian semua dinas teknis
merasa bahwa peran PPL sangat kurang dalam membantu mencapai target-
target produksi dan produktivitas pertanian. Mereka mengatakan bahwa
kinerja PPL merupakan kewenangan internal BKP3D, sedangkan BKP3D
saat ini tidak memberikan target-target produksi kepada PPL sebagaimana
diharapkan dinas-dinas teknis, sehingga dinas teknis kesulitan untuk
mencapai target sebagaimana haparan mereka. Dinas teknis merasa inilah
kelemahan penempatan PPL yang terpisah dari dinas teknis. Dinas teknis

merasa kurang dapat mengakses penuh kemampuan PPL.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran PPL secara efektif
dapat dilihat pada fungsinya sebagai guru dan penasehat, tetapi kurang efektif
dalam perannya sebagai penganalisa dan organisator. Bagi dinas teknis, PPL
telah berperan efektif sebagai penghubung antara pemerintah dengan petani,
tetapi masih mengeluhkan kurangnya peran PPL dalam mencapai target-
target produksi dan produktivitas pertanian. Hal ini terjadi karena fungsi
koordinasi antara dinas teknis dan BKP3D belum berjalan efektif

sebagaimana pendapat Asaroh (2012 : 266) yang mengatakan bahwa
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penempatan pegawai yang tepat merupakan cara untuk mengoptimalkan
kemampuan, ketrampilan menuju prestasi kerja bagi pegawai itu sendiri. Hal
ini merupakan bagian dari proses pengembangan pegawai (employer
development). Pelaksanaan penempatan pegawai harus memperhatikan
prinsip efisiensi, yaitu : kesesuaian antara keahlian yang dipersyaratkan
dengan dimiliki oleh pegawai. Apabila penempatan sumber daya manusia ini
sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, maka tidak hanya kemudahan
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, lebih dari itu, semangat kerja pun akan

meningkat dengan sendirinya.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.  Pembuatan kebijakan penempatan PPL pada SK Bupati Nomor 761 Tahun
2011 telah mengikuti kaidah penyusunan kebijakan dengan benar. Pembuat
kebijakan telah melakukan perumusan, penyusunan agenda, pemilihan
alternatif sebelum menetapkan kebijakan. Hanya saja pembuat kebijakan
tidak menggunakan metode yang ilmiah dalam melakukan pemetaan
masalah. Pembuat kebijakan hanya menggunakan logika untuk menyusun

alternatif kebijakan.

2. Implementasi kebijakan penempatan PPL tidak dilaksanakan secara
konsisten. Komitmen pembuat kebijakan untuk menjadikan kebijakan
menjadi semakin baik juga kurang. Mutasi yang dilaksanakan oleh pembuat
kebijakan semakin mengaburkan tujuan penempatan PPL untuk memenuhi
kebutuhan wilayah dengan personil yang memiliki keahlian dan kualifikasi

yang tepat.

3. Kesenjangan yang terjadi dalam penempatan PPL disebabkan oleh tidak
seimbangnya antara jumlah PPL yang ada dengan kebutuhan wilayah.
Kesenjangan makin melebar karena mutasi yang dilaksanakan oleh pembuat
kebijakan bukan untuk memperbaiki keseimbangan antara keahlian dan
kebutuhan wilayah. Hal ini membuat dampak yang diharapkan dari

kebijakan penempatan PPL tidak menjadi semakin baik.

125
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4.  PPL telah berperan dengan efektif sebagai guru dan penasehat bagi petani,
tetapi sebagai penganalisa dan organisator perannva masih kurang dan perlu
ditingkatkan. Sedangkan peran sebagai penghubung antara petani dengan
dinas teknis telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih belum

dapat memenuhi harapan dinas dalam meningkatkan produksi dan

produktivitas pertanian.
B. Saran
1. Pombuat kobijokan dolam  pembuston  kebijokon  penempatan PPL

diharapkan menggunakan metode yang valid dan dapat dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah. Penggunaan metode berbasis potensi pertanian
wilavah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu metode vang baik dalam

melakukan pemetaan kebutuhan PPL.

2. Pembuat kebijakan dalam melakukan mutasi sebaiknya mempertimbangkan
kescimbamgam antar wilavah. schingga PPL tidak menumpuk di wilayvah
perkotaan dan mengorbankan kebutuhan pada wilayah-wilayah terpencil

dan terisolir.

(9]

Towbual kebijakan diiapkan dapal WepelVaing Keseuuvangan  auiara
penempatan di wilayah perkotaan dan wilayah terpencil-terisolir, sechingga

pelayanan pemerintah di bidang pertanian merata untuk semua wilayah.

:;;

Touivuat Aculjasan poiiu wcianukail poiatiian iciuadap FF L, agal polauuya
sebagai guru, penganalisa, penasehat dan organisator dapat dilaksanakan

secara efektif. Pembuat kebijakan juga diharapkan dapat melakukan
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koordinasi lebih baik lagi dengan dinas teknis agar produksi dan

produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara maksimal.
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Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN
DALAM WAWANCARA TERSTRUKTUR

A. Pertanyaan untuk pejabat pembuat kebijakan :
a. Kepada Kepala BKP3D

Apakah PPL mempunyai peran yang penting bagi petani?

Apakah PPL di Kabupaten Nunukan sudah mencukupi?

Apakah menempatkan PPL memerlukan kriteria khusus?

Apakah Bapak ikut menyusun SK Bupati nomor 761 Tahun 20117

Menurut bapak siapa yang mengetahui proses pembuatan SK tersebut?
Setahu saya Kepala Badan selama ini melakukan mutasi terhadap PPL,
apakah hal tersebut tidak menyalahi SK Bupati?

7. Apakah mutasi PPL selama ini memerlukan persetujuan BKD.

AN o

b. Kepada Kepala Bidang KSPP dan Kasi PSDM

Apakah SK Bupati 761 Tahun 2011 masih berlaku?

Apakah Bapak ikut menyusun SK tersebut?

Bidang apa yang bertanggungjawab terhadap penempatan PPL?

Apakah Bidang KSPP menjadi inisiator penyusunan SK tersebut?

Apakah Bapak melakukan konsultasi atau pembicaraan dengan kalangan

internal BKP3D waktu penyusunan SK tersebut?

6. Apakah pihak eksternal dilibatkan dalam melakukan penempatan PPL,
misalnya Dinas terkait?

7. Apakah BKD terlibat dalam melakukan penempatan PPL, atau hanya
dalam proses protap SK?

8. Siapa dari pihak BKD yang dilibatkan dalam protap SK?

9. Bagaimana alur protap penyusunan SK dari internal BKP3D sampai
ditandatangani Bupati?

10. Apa kriteria seorang PPL ditempatkan di suatu wilayah?

11. Apakah kualifikasi (ahli/terampil) menentukan seorang PPL
ditempatkan?

12. Apakah masalah gender juga dipertimbangkan dalam penempatan PPL?

13. Apakah keahlian PPL menentukan wilayah tugas PPL?

14. Apakah menurut Bapak PPL yang akan ditempatkan mempunyai peran bagi
petani?

15. Apa saja permasalahan yang muncul dalam menentukan penempatan
PPL?

16. Apakah keahlian PPL menyulitkan pemerataan penempatan PPL?

Al
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28.
29.
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31.

32.

33.

34.
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Apakah masalah gender dan status perkawinan dapat menjadi
pertimbangan seorang PPL ditempatkan?

Apakah menempatkan seorang perempuan bersuami di tempat yang
berjauhan dengan suaminya dapat menjadi masalah dalam penempatan
PPL?

Apakah ada aturan yang membolehkan penempatan istri seharusnya
mengikuti tempat kerja suami?

Apakah suatu wilayah memeriukan PPL dengan keahlian yang berbeda-
beda?

Apakah setelah terbitnya SK terjadi mutasi penempatan PPL?

Apakah permintaan pindah seorang PPL dapat menjadi dasar mutasi PPL
bersangkutan?

Apakah ada pihak-pihak tertentu yang meminta seorang PPL
dipindahkan ke suatu tempat?

Apakah BKP3D pernah menyetujui permintaan tersebut?

Apakah ada tekanan atau himbauan pihak tertentu dalam penempatan
PPL atau mutasi PPL?

Pihak mana saja dan apa contohnya?

Apakah ada kepentingan dinas terkait dalam mutasi PPL?

Apa alasan sampai seseorang dilakukan mutasi?

Apakah mutasi PPL perlu dilaporkan ke BKD?

Apakah Nota Dinas sudah cukup untuk melakukan mutasi PPL?

Apakah PPL ahli dan PPL terampil tidak dibedakan dalam penempatan di
suatu wilayah?

Apakah kriteria satu desa satu PPL dapat diterapkan di Kabupaten
Nunukan?

Apakah tidak sebaiknya PPL ahli ditempatkan sesuai dengan potensi
dominan wilayah?

Apakah PPL terampil tidak ditempatkan pada suatu desa atau kelompok
desa dan PPL ahli membawahi suatu wilayah kecamatan?

B. Pertanyaan Kepada Pengguna Kebijakan

a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dinas Pertanian)

b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan)

¢. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dinas Kehutanan)

1.
2.
3.

Apakah manfaat PPL bagi dinas?

Apakah dinas sudah pernah atau sering berkoordinasi dengan PPL?

Apakah penempatan PPL selama ini sudah tepat berdasarkan potensi wilayah
yang Bapak harapkan?

Apakah dengan kondisi sekarang ini target dinas dapat dicapai dengan kehadiran
PPL?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



£3349-pdf

5. Apakah PPL Terampil (karena kuivalen) sebaiknya ditempatkan di tingkat desa
sedangkan PPL Ahli cukup sebagai koordinator di tingkat kecamatan?
6. Apakah kriteria penempatan PPL pertanian/perikanan/kehutanan?

C. Pertanyaan Kepada Pihak Terkait

a. Kepada Kabid Mutasi
b. Kasubid Mutai Fungsional BKDD

Apakah dasar hukum memutasi pegawai?

Apakah nota dinas dapat digunakan untuk mutasi?

Bagaimana alur pengusulan SK penempatan pegawai?

Apakah BKDD dilibatkan oleh dinas atau badan dalam mutasi pegawai setelah
SK terbit?

Apakah konsekuensi mutasi PPL tanpa SK Bupati?

Apakah sah mutasi menggunakan Nota Dinas?

7. Apakah ada SKPD lain yang menggunakan Nota Dinas untuk mutasi pegawai?

AN

[« Q]

D. Pertanyaan Kepada Pelaku Kebijakan

a. PPL Ahli Pertanian dengan penempatan tepat (di tingkat kecamatan) dan
tidak tepat (di tingkat desa)

b. PPL Ahli Perikanan dengan penempatan tepat (di tingkat kecamatan) dan
tidak tepat (di tingkat desa)

¢. PPL Ahli Kehutanan dengan penempatan tepat (di tingkat kecamatan) dan
tidak tepat (di tingkat desa)

d. PPL Terampil dengan penempatan tepat (di tingkat desa) dan tidak tepat (di
tingkat kecamatan atau bagian dari desa)

Apakah anda sudah merasa bekerja secara maksimal?
Apakah anda merasa petani yang anda bina membutuhkan keahlian anda?
Apakah anda merasa sudah berperan aktif kepada petani?
Apakah anda sudah membimbing petani dalam memecahkan masalah?
Apakah anda membantu dalam menganalisa kegiatan petani?
Apakah anda dilibatkan dalam kegiatan di wilayah tugas?
Apakah semua kelompok tani sudah anda kunjungi?
Berapa minggu sekali bertemu dengan petani yang sama?
Apakah terbantu dengan adanya PPL THL?
. Apakah anda berdomisili di daerah tugas?

I N N

o)
=]

o

Pertanyaan Kepada Penerima Manfaat (Tokoh Petani/ Ketua Kelompok
Tani yang Berdomisili Sama Dengan Tempat Tugas PPL Responden)

1. Apakah bapak terbantu dengan adanya PPL?.
2. Apakah PPL sering mengunjungi ke lapangan?.
3. Apakah manfaat PPL bagi bapak?.
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Apakah ada perubahan baru yang diberikan oleh PPL?

Apakah PPL membantu melakukan kegiatan analisa?.

Apakah bapak pernah menerima bimbingan dari PPL?.

Apakah PPL terlibat dalam kegiatan di wilayah tugas?.

Apakah dengan adanya PPL berpengaruh terhadap produksi pertanian,
perikanan dan perkebunan?.

Apakah PPL seharusnya berdomisili di wilayah tugas?.

10. Apakah PPL yang ditempatkan cocok keahliannya dengan tempat tugas?.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lampiran 2

42549 pdf

DAFTAR PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DI KABUPATEN NUNUKAN MENURUT SK BUPATI NOMOR 761 TAHUN 2011

NO NAMA JENIS KELAMIN KEAHLIAN PENEMPATAN JABATAN
1 | Abdul Halex, SP Laki-laki 1 | Pertanian Sembakung Pokja Pertanian Kecamatan Sembakung
2 | Antonius Lepang, SST Laki-laki 2 | Pertanian Seimenggaris Penyuluh Pertanian Desa Sekaduyantaka
3 | Asbudi Salam, SP Laki-laki 3 | Pertanian Kabupaten PPL Kabupaten
4 | Asry Azis, STP Laki-laki 4 | Pertanian Sebatik Barat Penyuluh Pertanian Desa Setabu
5 | Fadli Ramadhan, SP Laki-laki 5 | Pertanian Seimenggaris Penyuluh Pertanian Desa Sekaduyantaka
6 | Gianto, SP Laki-laki 6 | Pertanian Sebatik Tengah Penyuluh Pertanian Desa Aji Kuning
7 | Hari Murtiyoso, SST Laki-laki 7 | Pertanian Sebuku Penyuluh Pertanian Desa Kakayap
8 | Haves Hasad, SP Laki-laki 8 | Pertanian Seimenggaris Penyuluh Pertanian Desa Srinanti
9 | Heru Wihartopo, H, SPKP Laki-laki 9 | Pertanian Kabupaten Koordinator Jabatan Fungsional
10 | Khomsun, S.PKP Laki-laki 10 | Pertanian Sebatik Pokja Pertanian Kecamatan Sebatik
11 | Kurniawan Hendarto, SP Laki-laki 11 | Pertanian Krayan Penyuluh Pertanian Desa Long Midang
12 | Martinus Gunawan, SP Laki-laki 12 | Pertanian Krayan Penyuluh Pertanian Desa Long Api
13 | Muhammad Ramli, SP Laki-laki 13 | Pertanian Nunukan Selatan Penyuluh Pertanian keurahanl Mansapa
14 | Muhammad Syahril Sasmita, SP | Laki-laki 14 | Pertanian Sembakung Penyuluh Pertanian Desa Pagar
15 | Oji Raharjo, SP Laki-laki 15 | Pertanian Sebatik Timur Penyuluh Pertanian Desa Tanjung Harapan
16 | Suratemin, SST Laki-laki 16 | Pertanian Lumbis Penyuluh Pertanian Desa Kalampisisng
17 | Sutrisno, SP Laki-laki 17 | Pertanian Sebatik Barat Pokja Pertanian Kecamatan Sebatik Barat
18 | Wildoni Sitorus, SP Laki-laki 18 | Pertanian Seimenggaris Penyuluh Pertanian Desa Semaja Samaenne
19 | Yonathan Banne, SP Laki-laki 19 | Pertanian Krayan Selatan Pokja Pertanian Kecamatan Krayan Selatan
20 | Agustina Ranti Manik, Sp Perempuan 20 | Pertanian Kabupaten PPL Kabupaten

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

9¢T



42549 pdf

NO NAMA JENIS KELAMIN KEAHLIAN PENEMPATAN JABATAN

21 | Antonia Tangdi Kamma, SP Perempuan 21 | Pertanian Nunukan Pokja Pertanian Kecamatan Nunukan

22 | Arsi Rahmawati, SP Perempuan 22 | Pertanian Nunukan Selatan Penyuluh Pertanian Kelurahan Tanjung Harapan
23 | Firma Samma, SP Perempuan 23 | Pertanian Lumbis Penyuluh Pertanian Desa Mensalong

24 | Herni Daniel, SP Perempuan 24 | Pertanian Nunukan Selatan Pokja Pertanian Kecamatan Nunukan Selatan
25 | Inamah, SP Perempuan 25 | Pertanian Sebuku Pokja Pertanian Kecamatan Sebuku

26 | Nunuk Pratiwi, SP Perempuan 26 | Pertanian Sebatik Penyuluh Pertanian Desa Sungai Manurung

27 | Samsiar, SP Perempuan 27 | Pertanian Sebatik Barat Penyuluh Pertanian Desa Bambangan

28 | Wahidah Rahim, SP Perempuan 28 | Pertanian Nunukan Selatan Penyuluh Pertanian keurahan Selisun

29 | Yuli Labiran, SP Perempuan 29 | Pertanian Sembakung Penyuluh Pertanian Sembakung

30 | Yuliana, SP Perempuan 30 | Pertanian Sebatik Penyuluh Pertanian Desa Balansiku

31 | Yuni Sariwana, SP Perempuan 31 | Pertanian Nunukan Tengah Penyuluh Pertanian Kelurahan Nunukan Tengah
32 | Yusri Rante Kombongan, SP Perempuan 32 | Pertanian Nunukan Barat Penyuluh Pertanian Kelurahan Nunukan Barat
33 | Nirwana, S.Pt Perempuan 1 | Peternakan Kabupaten PPL Kabupaten

34 | Sri Wahyuni, S.Pt Perempuan 2 | peternakan Sebatik Barat Penyuluh Pertanian Desa Binalawan

35 | Abdul Haris, S.ST.Pi Laki-laki 1 | Perikanan Sebatik Timur Penyuluh Perikanan Desa Sei Nyamuk

36 | Agus, S.ST.Pi Laki-laki 2 | Perikanan Sebatik Barat Penyuluh Perikanan Desa Setabu

37 | Azis, S.ST.Pi Laki-laki 3 | Perikanan Sebatik Penyuluh Perikanan Desa Tanjung Karang

38 | Bernadus Payong, S.ST.Pi Laki-laki 4 | Perikanan Sebuku Pokja Perikanan Kecamatan Sebuku

39 | Dhian Wahyudi, S. ST. Pi Laki-laki 5 | Perikanan Nunukan Selatan Penyuluh Perikanan Kelurahan Mansapa

40 | Ebid Syamsu Rizal, S.Pi Laki-laki 6 | Perikanan Sebatik Pokja Perikanan K ecamatan Sebatik

41 | Eddy Afrios Samuel, S.Pi Laki-laki 7 | Perikanan Nunukan Selatan Penyuluh Perikanan Kelurahan Tanjung Harapan
42 | Eko Syahrudin, S.Pi Laki-laki 8 | Perikanan Sebatik Barat Penyuluh Perikanan Desa Liang Bunyu

43 | Faisal Noor Oktaviani, S.Pi Laki-laki 9 | Perikanan Sebatik Barat Pokja Perikanan Kecamatan Sebatik Barat

44 | Fauzan Zahroni, S.Pi Laki-laki 10 | Perikanan Sembakung Penyuluh Perikanan Desa Tepian
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NO NAMA JENIS KELAMIN KEAHLJAN PENEMPATAN JABATAN

45 | Finsa Faidin, S.ST.Pi Laki-laki 11 | Perikanan Lumbis Penyuluh Perikanan Desa Beringin

46 | Hariyanto, S.ST.Pi Laki-laki 12 | Perikanan Sembakung Penyuluh Perikanan Desa Lubakan

47 | Henri Yanto, S.ST.Pi Laki-laki 13 | Perikanan Krayan Penyuluh Perikanan Desa Terang Baru

48 | Ignasius Lie Bungan, S.ST.Pi | Laki-laki 14 | Perikanan Nunukan Utara Penyuluh Perikanan Kelurahan Nunukan Utara
49 | Kaharudin, S.ST.Pi Laki-laki 15 | Perikanan Sebatik Penyuluh Perikanan Desa Sungai Manurung
50 | Marli, S.ST.Pi Laki-laki 16 | Perikanan Krayan Pokja Perikanan kecamatan Krayan

51 | Martin Anjar Ginanjar, S.ST.Pi | Laki-laki 17 | Perikanan Sembakung Pokja Perikanan Kecamatan Sembakung

52 | Robi Jumanto, S.ST.Pi Laki-laki 18 | Perikanan Sebatik Timur Penyuluh Perikanan Desa SeiPancang

53 | Suparmoko, S.ST.Pi Laki-laki 19 | Perikanan Seimenggaris Penyuluh Perikanan Desa Sekapal

54 | Suriani, S.ST.Pi Laki-laki 20 | Perikanan Sebatik Barat Penyuluh Perikanan Desa Binalawan

55 | Wilson Ferdinard, S.ST.Pi Laki-laki 21 | Perikanan Nunukan Selatan Pokja Perikanan Kecamatan Nunukan Selatan
56 | Wira Hadi Santoso, S.ST.Pi Laki-laki 22 | Perikanan Sebatik Barat Penyuluh Perikanan Desa Bambangan

57 | Muhammad Yakub, S.Pi Laki-laki 23 | Perikanan Kabupaten PPL Kabupaten

58 | Fransisca Z.M. Laming, S.IK | Perempuan 24 | Perikanan Lumbis Pokja Perikanan Kecamatan Lumbis

59 | Juraidah, S. ST.Pi Perempuan 25 | Perikanan Tulin Onsoi Penyuluh Perikanan Desa Sekikilan

60 | Kartini Pallea, S.ST.Pi Perempuan 26 | Perikanan Sebatik Timur Penyuluh Perikanan Desa Tanjung Harapan
61 | Nurdianah, S.ST.Pi Perempuan 27 | Perikanan Nunukan Penyuluh Perikanan Desa Binusan

62 | Nurhidayan, S.ST.Pi Perempuan 28 | Perikanan Sebatik Timur Penyuluh Perikanan DesaTanjung Aru

63 | Oke Pramudianasari, S.Pi Perempuan 29 | Perikanan Nunukan Timur Penyuluh Perikanan Kelurahan Nunukan Timur
64 | Rahmawati, S.Pi Perempuan 30 | Perikanan Nunukan Pokja Perikanan Kecamatan Nunukan

65 | Rikha Djamir, S.Kel Perempuan 31 | Perikanan Sebatik Penyuluh Perikanan Desa Balansiku

66 | Abdul Herwansyah. S.Hut Laki-laki 1 | Kehutanan Sebatik Barat Pokja kehutanan Kecamatan Sebatik Barat

67 | Miftachul Ulum, S.Hut Laki-laki 3 | Kehutanan Sembakung Pokja kehutanan Kecamatan Sembakung

68 | Lismawati Rante, S. Hut Perempuan 2 | Kehutanan Nunukan Pokja Kehutanan Kecamatan Nunukan
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NO NAMA JENIS KELAMIN KEAHLIAN PENEMPATAN JABATAN

69 | Sundari Rahmawati, S. Hut Perempuan 4 | Kehutanan Kabupaten PPL Kabupaten

70 | Wahyuni Sulistiowati, S.Hut Perempuan 5 | Kehutanan Nunukan Selatan Pokja Kehutanan Kecamatan Nunukan Selatan
71 | Yuniarti, S.Hut Perempuan 6 | Kehutanan Nunukan Penyuluh Kehutanan Kecamatan Nunukan
72 | Bajib Mesak Laki-laki 1 | Tugas Belajar | Sebuku Penyuluh Pertanian Desa Pembeliangan
73 | Imam Jumadi Laki-laki 2 | Tugas Belajar | Sembakung Penyuluh Pertanian Desa Atap

74 | Karyadi Catur Rekso Laki-laki 3 | Tugas Belajar | Sebatik Barat Penyuluh Pertanian Desa Bambangan
75 | Saharudin Laki-laki 4 | Tugas Belajar | Sebatik Barat Penyuluh Pertanian Desa Liang Bunyu
76 | Sonda Laso' Battong Laki-laki 5 | Tugas Belajar | Tulin Onsoi Penyuluh Pertanian Desa Makmur

77 | Syamsudin Laki-laki 6 | Tugas Belajar | Sebatik Tengah Penyuluh Pertanian Desa Maspul

78 | Yosep Induk Laki-laki 7 | Tugas Belajar | Tulin Onsoi Penyuluh Pertanian Desa Kunyit

79 | Arif Naso'i Khudin Laki-laki 1 | Terampil Tulin Onsoi Penyuluh Pertanian Desa Semunad

80 | Ayu Sahri Ramdani Perempuan 2 | Terampil Sebuku Penyuluh Pertanian Desa Pembeliangan
81 | Charles Laki-laki 3 | Terampil Krayan Penyuluh Pertanian Desa Long Bawan
82 | Eko Argo Santoso Laki-laki 4 | Terampil Sembakung Penyuluh Pertanian Desa Tagul

83 | Ervan Yuli Purwanto Laki-laki 5 | Terampil Lumbis Penyuluh Pertanian Desa Pa'lo

84 | Jufri Boy ljang Laki-laki 6 | Terampil Lumbis Penyuluh Pertanian Desa Sudayon

85 | Khamsyah Laki-laki 7 | Terampil Sebuku Penyuluh Pertanian Desa Harapan

86 | La Fudi Laki-laki 8 | Terampil Sebatik Timur Penyuluh Perikanan Desa Bukit Aru

87 | Maryanta, A.Md Laki-laki 9 | Terampil Lumbis Penyuluh Pertanian Desa Libang

88 | Muhammad Fitron Laki-laki 10 | Terampil Krayan Penyuluh Pertanian Desa Buduk Kubul
89 | Muhammad Samsul Hadi Laki-laki 11 | Terampil Tulin Onsoi Penyuluh Pertanian Desa Tinampak 1
90 | Sabriadi Laki-laki 12 | Terampil Sebatik Barat Penyuluh Pertanian Desa Liang Bunyu
91 | Sirajudin Laki-laki 13 | Terampil Lumbis Penyuluh Perikanan Desa Binter

92 | Suriadi Laki-laki 14 | Terampil Tulin Onsoi Penyuluh Pertanian Desa Makmur
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NO NAMA JENIS KELAMIN KEAHLIAN PENEMPATAN JABATAN

93 | Wahyudi Laki-laki 15 | Terampil Krayan Penyuluh Pertanian Desa Pa' Kebuan
94 | Yusuf Laki-laki 16 | Terampil Krayan Penyuluh Perikanan Desa Kampung Baru
95 | Haliyani Perempuan 17 | Terampil Nunukan Barat Penyuluh Perikanan Kelurahan Nunukan Barat
96 | Kasma Perempuan 18 | Terampil Lumbis Penyuluh Perikanan Desa Bulan-Bulan
97 | Saniah Perempuan 19 | Terampil Sebatik Tengah Penyuluh Pertanian Desa Sungai Lemo
98 | Sarima Perempuan 20 | Terampil Nunukan Selatan Penyuluh Perikanan Kelurahan Selisun
99 | Zulianti Perempuan 21 | Terampil Sembakung Penyuluh Pertanian Desa Butas Bagu
100 | Abd Wahab Syahrani Laki-laki 1 { THL Sembakung THL TBPP Desa Tepian

101 | Abdul Razak Laki-laki 2 | THL Sebatik Timur THL TBPP Kecamatan Sebatik Timur
102 { Agus Zulkarnain Laki-laki 3 | THL Lumbis THL TBPP Desa Ubul

103 | Aminudin Laki-laki 4 | THL Sebatik Utara THL TBPP Desa Lapri

104 | Andika Dwi Purwanto Laki-laki 5 |1 THL Nunukan THL TBPP Binusan

105 | Hasrul Laki-laki 6 | THL Sebatik Timur THL TBPP Desa Padaidi

106 | Herman Laki-laki 7 | THL Sebuku THL TBPP Desa Tinampak

107 | Herman Tino Laki-laki 8 | THL Lumbis THL TBPP Desa Intin

108 | Masri Laki-laki 9 | THL Lumbis THL TBPP Desa Bulan

109 | Misak, SP Laki-laki 10 | THL Krayan THL TBPP Desa Long Midang

110 | Muhammad Arsyad Laki-laki 11 | THL Seimenggaris THL TBPP Desa Tabur Lestari

111 | Mulyadi bin Umar Laki-laki 12 | THL Sebuku THL TBPP Desa Tetaban

112 | Oktavianus Laki-laki 13 | THL Seimenggaris THL TBPP Desa Sekaduyantaka

113 | Rudiansyah Laki-laki 14 | THL Lumbis THL TBPP Desa Panas

114 | Sarwan Laki-laki 15 | THL Lumbis THL TBPP Desa Patal

115 | Sorvanyus, STP Laki-laki 16 | THL Sembakung THL TBPP Desa Tagul

116 | Stevenli Semion, SP Laki-laki 17 | THL Krayan THL TBPP Desa Lembudud
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NO NAMA JENIS KELAMIN KEAHLIAN PENEMPATAN JABATAN

117 | Sumange Laki-laki 18 | THL Sebuku THL TBPP Desa Pembeliangan

118 | Supriadi Laki-laki 19 | THL Sebatik Utara THL TBPP Desa Sebrang

119 | Syamsul Darlis, A.Md Laki-laki 20 | THL Sebatik Tengah THL TBPP Desa Maspul

120 | Tarawa Laki-laki 21 | THL Lumbis THL TBPP Desa Tau Lumbis

121 | Tonglo Bawan Laki-laki 22 | THL Sebuku THL TBPP Desa Sekikilan

122 | Yunus Laki-laki 23 | THL Sebuku THL TBPP Desa Melasu

123 | Zamsir Laki-laki 24 | THL Nunukan Selatan THL TBPP Kelurahan Mansapa

124 | Diamu Perempuan 25 | THL Krayan THL TBPP Desa Terang

125 | Emia Lisu Pairi Perempuan 26 | THL Sebuku THL TBPP Desa Tambalang

126 | Eva Diana Perempuan 27 | THL Nunukan Tengah THL TBPP Kelurahan Nunukan Tengah
127 | Hadijah, SP Perempuan 28 | THL Lumbis THL TBPP Desa Seludan

128 | Hania Perempuan 29 | THL Sebuku THL TBPP Desa Semunad

129 | Irayana Paturusi Perempuan 30 | THL Krayan THL TBPP Desa Long Nawang

130 | Nurfaidah, A.Md Perempuan 31 | THL Nunukan Selatan THL TBPP Kelurahan Selisun

131 | Zulaisya Perempuan 32 | THL Nunukan Timur THL TBPP Kelurahan Nunukan Timur
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Lampiran 3
DATA MUTASI PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN KABUPATEN NUNUKAN
POSISI PER FEBRUARI 2016
NO NAMA POSISI AWAL | _ POSISI CATATAN MUTASI
TERAKHIR MUTASI 1 MUTASI I
1 | Agustina Rante Manik, SP Kabupaten Kabupaten PPL Kab (201501) Sebatik
2 | Asbudi Salam , SP Kabupaten Kabupaten PPL Kab (201501) Wilayah 3
3 | Heru Wihartopo, H, SPKP, M.Si Kabupaten Kabupaten
4 | Muhammad Yakub, S.Pi Kabupaten Kabupaten PPL Kab (201501) P. Sebatik
5 | Nirwana, S.Pt, M.Si Kabupaten Kabupaten PPL Kab (201501) P. Nunukan
6 | Sundari Rahmawati, S.Hut Kabupaten Kabupaten
7 | Rahmawati, S.Pi Nunukan Kabupaten PPL Kab (201501) P. Nunukan
8 | Faisal Noor Oktaviani, S.Pi Sebatik Barat Kabupaten PPL Kab (201501) Wilayah 3
9 | Kurniawan Hendarto, SP Krayan Nunukan Nunukan Sebakis (201501)
10 | Marli, S.St.Pi Krayan Nunukan Nunukan (201501) Pokja Kan
11 | Andika DwiPurwanto Nunukan Nunukan
12 | Eva Diana Nunukan Nunukan
13 | Haliyani Nunukan Nunukan
14 | Lismawati Rante, S.Hut Nunukan Nunukan
15 | Nurdianah, S.St.Pi Nunukan Nunukan Nunukan Binusan (201501)
16 | Oke Pramudianasari, S.Pi Nunukan Nunukan
17 | Yuni Sariwana, SP Nunukan Nunukan Nunukan Barat (201501)
18 | Yuniarti, S.Hut Nunukan Nunukan
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NO NAMA POSISI AWAL POSISI CATATAN MUTASI
TERAKHIR MUTASI I MUTASI II
19 | Yusri Rante Kombongan, SP Nunukan Nunukan
20 | Zulaisya Nunukan Nunukan
21 | Eddy Afrios Samuel, S.Pi Nunukan Selatan Nunukan Nunukan Selatan (201501) Nunukan (201601) Pokja Kan
22 | Nunuk Pratiwi, SP Sebatik Nunukan Nunukan Binusan (201501)
23 | Rikha Djamir, S.Kel Sebatik Nunukan Sebatik Barat (201501) Nunukan Utara (201601)
24 | Yuliana, SP Sebatik Nunukan Nunukan Binusan (201601)
25 | Fadli Ramadhan, SP Seimenggaris Nunukan Nunukan (201601) Pokja Tan
26 | Arsi Rahmawati, SP Nunukan Selatan Nunukan Selatan
27 | Dhian Wahyudi, S.ST.Pi Nunukan Selatan Nunukan Selatan
28 | Herni Daniel, SP Nunukan Selatan Nunukan Selatan
29 | Muhammad Ramli, SP Nunukan Selatan Nunukan Selatan
30 | Nurfaidah, A.Md Nunukan Selatan Nunukan Selatan
31 | Sarima Nunukan Selatan Nunukan Selatan
32 | Wahidah Rahim, SP Nunukan Selatan Nunukan Selatan
33 | Wahyuni Sulistiowati, S.Hut Nunukan Selatan Nunukan Selatan
34 | Wilson Ferdinard S, S.Pi Nunukan Selatan Nunukan Selatan | Nnk Selatan (201501) Pokja Kan
35 | Zamsir Nunukan Selatan Nunukan Selatan
36 | Eko Syahrudin, S.Pi Sebatik Barat Nunukan Selatan Nnk Sel. Tj. Harapan (201501)
37 | Sutrisno, SP Sebatik Barat Nunukan Selatan Nnk Selatan (201601) Ko. BPP
38 | Fauzan Zahroni, S.Pi Sembakung Nunukan Selatan | Nnk Selatan (201501)
39 | Diamu Krayan Sebatik Sebatik Balansiku (201601)
40 | Kasma Lumbis Sebatik Sebatik Tj Karang (201501)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1348



42549 pdf

NO NAMA POSISI AWAL POSISI CATATAN MUTASI
TERAKHIR MUTASI I MUTASIII

41 | Azis, S.ST.Pi Sebatik Sebatik Sebatik Sei Manurung (201601)
42 | Ebid Syamsu Rizal, S.Pi Sebatik Sebatik Sebatik (201501) Pokja Kan
43 | Kaharudin, S.ST.Pi Sebatik Sebatik Sebatik Balansiku (201501)
44 | Khomsun, S.PKP Sebatik Sebatik
45 | Abdul Herwansyah, S.Hut Sebatik Barat Sebatik Sebatik (201501) Pokja Hut
46 | Saniah Sebatik Tengah Sebatik Sebatik Sei Manurung (201501)
47 | Agus, S.ST.Pi Sebatik Barat Sebatik Barat Sbt. Barat (201501) Pokja Kan
48 | Asry Azis, STP Sebatik Barat Sebatik Barat Sbt. Barat (201501) Koord. BPP
49 | Karyadi Catur Rekso, S.ST Sebatik Barat Sebatik Barat Sbt. Barat Bambangan (201501)
50 | Saharudin, S.ST Sebatik Barat Sebatik Barat Sbt. Barat Liang Bunyu (201501)
51 | Samsiar, SP Sebatik Barat Sebatik Barat Sbt. Barat (201501) Pokja Tan
52 | Sri Wahyuni, S.Pt Sebatik Barat Sebatik Barat
53 | Suriani, S.ST.Pi Sebatik Barat Sebatik Barat
54 | Syamsudin, S.ST Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Barat Setabu (201501)
55 | Hariyanto, S.ST.Pi Sembakung Sebatik Barat Sebatik Barat Setabu (201501)
56 | Gianto, SP Sebatik Tengah Sebatik Tengah Sebatik Tengah (201501)
57 | Syamsul Darlis, A.Md Sebatik Tengah Sebatik Tengah
58 | Abdul Haris, S.ST.Pi Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur (201501)
59 | Abdul Razak Sebatik Timur Sebatik Timur
60 | Hasrul Sebatik Timur Sebatik Timur
61 | Kartini Pallea, S.ST.Pi Sebatik Timur Sebatik Timur
62 | La Fudi Sebatik Timur Sebatik Timur

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

i



42549 pdf

NO NAMA POSISI AWAL POSISI CATATAN MUTASI
TERAKHIR MUTASI 1 MUTASI I
63 | Nurhidayan, S.ST.Pi Sebatik Timur Sebatik Timur
64 | Oji Raharjo, SP Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur (201501)
65 | Aminudin Sebatik Utara Sebatik Utara
66 | Supriadi Sebatik Utara Sebatik Utara
67 | Antonius Lepang, SST Seimenggaris Seimenggaris
68 | Haves Hasad, SP Seimenggaris Seimenggaris Seimenggaris (201501) Ko. BPP
69 | Muhammad Arsyad Seimenggaris Seimenggaris
70 { Oktavianus Seimenggaris Seimenggaris
71 | Wildoni Sitorus, SP Seimenggaris Seimenggaris
72 | Muhammad Syahril Sasmita, SP Sembakung Seimenggaris Seimenggaris (201501)
73 | Ernia Lisu Pairi Sebuku Sebuku
74 | Hania Sebuku Sebuku
75 | Hari Murtiyoso, SST Sebuku Sebuku Sebuku Pembeliangan (201501
76 | Inamah, SP Sebuku Sebuku
77 { Khomsyah Sebuku Sebuku
78 | Mulyadi bin Umar Sebuku Sebuku
79 | Sumange Sebuku Sebuku
80 | Tonglo Bawan Sebuku Sebuku
81 | Yunus Sebuku Sebuku
82 | Muhammad Samsul Hadi Tulin Onsoi Sebuku Sebuku (201501) Sebuku (201601) Pokja Kan
83 | Ayu Sahri Ramdani Sebuku Tulin Onsoi Tulin Onsoi Semunad (201501)
84 | Bajib Mesak, S.ST Sebuku Tulin Onsoi Tulin Onsoi Sanur (201501)
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NO NAMA POSISI AWAL POSISI CATATAN MUTASI
TERAKHIR MUTASI I | MUTASI 1T
85 | Juraidah, S. ST.Pi Tulin Onsoi Tulin Onsoi Tulin Onsoi (201501) Pokja Kan
86 | Sonda Laso' Battong, S.ST Tulin Onsoi Tulin Onsoi
87 | Suriadi Tulin Onsoi Tulin Onsoi Tulin Onsoi (201501) Tulin (201601) Pokja Kan
88 | Yosep Induk, S.ST Tulin Onsoi Tulin Onsoi
89 | Abdul Halex, SP Sembakung Sembakung
90 | Eko Argo Santoso Sembakung Sembakung
91 | Imam Juwadi Sembakung Sembakung Sembakung Atap (201501)
92 | Yuli Labiran, SP Sembakung Sembakung
93 | Zulianti Sembakung Sembakung
94 | Martin Anjar Ginanjar, S.ST.Pi Sembakung Sembakung Atulai Sembakung & S. Atulai (201501)
95 | Miftachul Ulum, S.Hut Sembakung Atulai Sembakung Atulai Sembakung & S. Atulai (201501
96 | Sorvanyus, STP Sembakung Atulai Sembakung Atulai
97 | Agus Zulkarnain Lumbis Lumbis
98 | Ervan Yuli Purwanto Lumbis Lumbis Lumbis Pa' Lo (201501)
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TRANSKRIP WAWANCARA

A. WAWANCARA DENGAN PEMBUAT KEBIJAKAN

1.

Kepala BKP3D

Pertanyaan

Jawaban

Apakah PPL mempunyai peran yang penting
bagi petani?

PPL itu adanya tidak membanggakan, tetapi tidak adanya dipertanyakan. Biasanya jika
kinerjanya baik, tidak ada yang melapor, masyarakat diam saja. Begitu kinerjanya tidak baik,
nah, pasti ada laporan dari mana-mana. Itu saja cara kita melihat efektif atau tidaknya peran
PPL bagi petani.

Apakah PPL di Kabupaten Nunukan sudah
mencukupi?

Masih belum mencukupi sehingga harus ada penambahan personel tenaga PPL pada
kecamatan-kecamatan yang masih belum ada PPL-nya, sementara untuk menutupi kekurangan
PPL tersebut kita merasa terbantu dengan adanya PPL THL (THL-TB : Tenaga Harian Lepas
—~ Tenaga Bantu; penyusun) yang merupakan tenaga harian lepas yang direkrut oleh pusat

Apakah penempatan PPL. memerlukan kriteria
khusus?

Kalau masalah kriteria yang dibutuhkan untuk penempatan PPL. sebenarnya banyak tetapi
yang umum bisa dilihat adalah dari keahlian yang terbagi menjadi pertanian, perikanan dan
kehutanan kemudian jumlah personil yang ada, masa kerja juga bisa dijadikan kriteria dan
potensi yang ada di wilayah kerja .

Apakah Bapak ikut menyusun SK Bupati

Seingat saya tidak ikut terlibat karena belum menjadi Kepala BKP3D pada waktu itu

Menurut Bapak, siapa yang mengetahui
proses pembuatan SK tersebut?

Untuk bidang yang mengetahui proses pembuatan SK penempatan adalah bidang KSPP
(Ketenagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan)

Setahu saya Kepala Badan selama ini
melakukan mutasi terhadap PPL, apakah hal
tersebut tidak menyalahi SK Bupati?

Menurut saya mutasi PPL yang dilakukan oleh Kepala Badan sebenarnya tidak boleh
dilakukan, tetapi karena adanya tekanan dari atas, memberikan catatan bahwa orang yang
bersangkutan harus dipindahkan. Terpaksa Nota Dinas yang digunakan karena personel yang
dipindah bukan dalam jumlah besar dan dibutuhkan waktu cepat, sehingga tidak perlu
dibuatkan SK untuk memutasi mereka. Sebenarnya Nota Dinas boleh dibilang menyalahi
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aturan dan tidak ada dasar hukumnya, tetapi kembali lagi, faktor tekanan politis dari atas yang
terpaksa kebijakan tersebut dibuat.

7.

Apakah mutasi PPL selama ini memerlukan
persetujuan BKD?

Sewaktu proses penyusunan SK membutuhkan pertimbangan dari BKD kaitannya dengan
protap karena pada tahap awal ini biasanya banyak sekali masukan-masukan dari luar terutama
orang yang berpengaruh di pemerintahan untuk dilakukan perubahan penempatan PPL tetapi
setelah SK penempatan terbit tidak memerlukan persetujuan dari BKD dalam memutasi PPL

2. Kabid KSPP (Ketenagaan dan Sarana Prasaran

Pertanyaan

a Penyuluhan) BKP3D jﬂ /
{

Jawaban

Apakah SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011
masih berlaku?

Masih berlaku

pembicaraan dengan kalangan internal
BKP3D waktu penyusunan SK tersebut?

2. Apakah bapak ikut menyusun SK tersebut? Iya saya ikut menyusun draf SK penempatan dengan membuat telaah untuk diajukan kepada
kepala BKP3D dan diketahui oleh sekretaris
3. Bidang apa yang bertanggungjawab terhadap | Bidang KSPP bertanggungjawab terhadap penempatan PPL tetapi unsur pimpinan lain seperti
penempatan PPL? Sekretaris dan Kepala Badan juga bertanggung jawab
4. Apakah bidang KSPP menjadi inisiator Mengenai inisiator penyusunan SK memang bidang saya, tetapi setelah saya membuat telaah
penyusunan SK tersebut? ke Kepala Badan peran dari Sekretaris tidak bisa diabaikan karena sekretaris mengoreksi lebih
detail untuk usulan tersebut.
5. Apakah bapak melakukan konsultasi atau Penempatan PPL melibatkan banyak pihak dan orang banyak, sehingga tidak mungkin Bidang

KSPP mampu menyusun sendiri. Kami berkonsultasi dengan berbagai pihak, baik internal
BKP3D maupun pihak eksternal. Yang terlibat penyusunan SK penempatan PPL dari
kalangan internal BKP3D yaitu Sekretaris, Kepala BKP3D dan Koordinator Jafung juga PPL
Senior kita minta sarannya. karena mereka dianggap lebih tahu keadaan sebenarnya di
lapangan. Informasi dan pertimbangan mereka sangat diperlukan, karena pada dasarnya
penempatan PPL adalah keputusan bersama, tidak bisa salah satu bidang mendominasi,
meskipun kata akhir tetap pada Bidang KSPP.
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6. Apakah pihak eksternal dilibatkan dalam Pihak eksternal atau luar ikut dilibatkan seperti dinas terkait tetapi tidak terlalu mendalam

penempatan PPL misalnya dinas terkait? sekedar mencari masukan untuk penempatan PPL. Tapi penyusunan SK Bupati kan ada titik
awal dan titiuk akhirnya. Harus ada tenggat waktu, sehingga pihak eksternal, seperti Dinas
Pertanian, Dinas Kehutanan dan Dinas Perikanan tidak semua masalah dikonsultasikan, hanya
masalah yang memerlukan informasi dari mereka. Sebenarnya penempatan PPL adalah
mengakomodasi kepentingan mereka.

7. Apakah BKD terlibat dalam melakukan Keterlibatan BKD dalam penyusunan SK ada terutama yang berhubungan dengan proses
penempatan PPL atau hanya dalam proses protap SK, karena berhubungan dengan penempatan SDM.
protap SK?

8. Siapa dari dihak BKD yang dilibatkan dalam | Yang dilibatkan dalam protap SK yaitu Kabid Mutasi dan Kasubid Mutasi Fungsional serta
protap SK? Kepala BKDD.

9. Bagaimana alur protap penyusunan SK dari Kalangan internal BKP3D yang dilibatkan adalah unsur pimpinan dan koordinator jafung serta
internal BKP3D sampai ditandatangani PPL senior. Kalangan eksternal yang dilibatkan kaitannya dengan protap SK mulai dari
Bupati? BKDD, bagian hukum, DPKAD, Asisten Il sampai Sekda.

10. Apa kriteria PPL ditempatkan di suatu Bahan utama yang mendasari penempatan PPL adalah jumlah PPL itu sendiri dan potensi

wilayah?

wilayah. PPL memiliki keahlian spesifik yang tidak bisa ditempatkan sembarangan, terutama
PPL Ahli. Wilayah-wilayah di Kabupaten Nunukan juga memiliki karakteristik khusus yang
memerlukan keahlian atau kualifikasi PPL tertentu. Bahan-bahan ini harus disandingkan
dengan permasalahan yang ada, sehingga komposisi penempatan PPL nantinya tidak
menimbulkan permasalahan baru yang tidak diharapkan. Jangan sampai setelah SK terbit
ternyata menimbulkan penolakan atau persoalan baru lainnya. Sebenarnya sebelum PPL
ditempatkan, yang harus dilihat adalah kriteria personel PPL yang akan ditempatkan,
kebutuhan wilayah, pembagian personel, baru diputuskan penempatannya dalam SK.

11.

Apakah kualifikasi (Ahli/Terampil)
menentukan seorang PPL ditempatkan

Menurut saya kualifikasi dapat menentukan penempatan PPL jelas menentukan, karena
idealnya PPL Ahli ditempatkan di kecamatan dan PPL Terampil di tingkat desa, tetapi karena
kita kekurangan tenaga PPL Terampil, sehingga penempatannya tidak dibedakan dalam
penempatan, hanya untuk tingkat kecamatan tetapi PPL Terampil tidak bisa ditempatkan.
Selain dibutuhkan personil yang keahlian lebih khusus lagi serta pangkat yang lebih tinggi
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12. Apakah masalah gender juga Mengenai gender juga bisa di jadikan pertimbangan dalam menempatkan PPL karena sebagian
dipertimbangkan dalam menempatkan PPL? | besar PPL perempuan yang ada sudah berkeluarga dan pertimbangan kemanusiaan memang
sebaiknya mereka ditempatkan dekat dengan keluarga tetapi semuanya tergantung kebijakan
pimpinan
13. Apakah keahlian PPL menentukan wilayah Keahlian bisa dibilang menentukan karena PPL Ahli Pertanian tidak mungkin ditempatkan
tugas PPL? pada wilayah yang tidak ada potensi tanaman pangannya
14. Apakah menurut Bapak PPL yang akan Peran PPL tidak bisa diukur dengan tolok ukur yang jelas. Masyarakat sendiri yang tahu
ditempatkan mempunyai peran bagi petani? | apakah PPL telah berperan dengan baik atau tidak. Badan (BKP3D : penulis) hanya memantau
tugas-tugas PPL dari laporan yang diberikannya tiap bulan dan absensi yang dikirimkannya ke
Badan (BKP3D : penulis). Saya tidak bisa mengatakan bahwa PPL sudah berperan baik di
masyarakat, tetapi juga tidak bisa dikatakan bahwa PPL tidak memiliki peran dalam
meningkatkan taraf hidup petani. Selalu ada plus minusnya.
15. Apa saja permasalahan yang muncul dalam Masalah yang muncul dalam menempatkan PPL biasanya gender, status perkawinan,
menentukan penempatan PPL? keahlian, kepentingan pihak terkait, jumlah PPL dan tekanan juga muncul dalam masalah
penempatan PP biasanya dari orang yang berpengaruh di pemerintahan,
16. Apakah keahlian PPL menyulitkan Kaitannya keahlian PPL dengan pemerataan penempatan kadang menemui kendala juga
pemerataan penempatan PPL? karena ada sebagian PPL yang kadang tidak terima dengan penempatannya bahkan sampai
meneror kami kejadiannya tahun 2012
17. Apakah masalah gender dan status Gender dan status perkawinan dapat menjadi pertimbangan dalam penempatan PPL bahkan
perkawinan menjadi pertimbangan seorang ada wacana atau usulan dari Bapak Bupati agar PPL perempuan di tempatkan semua
PPL ditempatkan? Kecamatan Nunukan agar dekat dengan keluarga tapi usulan ini tidak dapat kami laksanakan
karena jumlah PPL perempuan di kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan
sudah dibilang cukup
18. Apakah menempatkan seorang perempuan Menurut saya ya bisa menjadi masalah karena dapat berpengaruh terhadap kinerja PPL dan

bersuami di tempat yang berjauhan dengan
suaminya dapat menjadi masalah dalam
penempatan PPL?

ada juga PPL perempuan yang minta agar penempatannya dekat dengan tempat kerja suami
walau seharusnya seorang pegawai harus brsedia ditempatkan dimana saja tapi tetap saja ini
bisa menjadi masalah
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19. Apakah ada aturan yang membolehkan
penempatan istri seharusnya mengikuti
tempat kerja suami?

Tidak ada peraturannya yang membolehkan penempatan kerja istri mengikuti tempat kerja
suami tapi karena pertimbangan kemanusiaan ada sebagian PPL perempuan ditempatkan
berdekatan dengan tempat kerja suami misalnya dia memiliki anak kecil bahkan agar
permintaan disetujui ada PPL yang langsung berurusan denagn orang yang berpengaruh di
pemewrintahan ini kadang membuat kita tidak bisa berkutik

20. Apakah suatu wilayah memerlukan PPL
dengan keahlian yang berbeda-beda?

Wilayah yang akan ditempatkan PPL memerlukan keahlian yang berbeda-beda disesuaikan
dengan potensi yang ada, jadi PPL pertanian harus wilayah yang ada potensi pertaniannya,
tapi karena kita masih kekurangan tenaga PPL sehingga ada yang ditempati oleh PPL yang
tidak sesuai dengan keahlian. Masalah ini berkaitan dengan kepentingan Dinas-dinas,
misalnya Dinas Pertanian yang memiliki kepentingan dengan peningkatan produksi pertanian,
pasti mengharapkan seluruh daerah potensial pertanian terdapat PPL Pertanian. Seluruh
wilayah yang memiliki hutan perlu PPL Kehutanan. Ini apakah hal yang sulit, karena jumlah
PPL tidak selalu sama dengan wilayah potensialnya. Personel PPL sudah ada sebelum
BKP3D berdiri dan pengadaan PPL tidak serta merta dapat dilakukan.

21. Apakah setelah terbitnya SK terjadi mutasi
PPL?

Ada. Bahkan pada saat penyusunan SK dalam proses protap kadang ada perubahan
penempatan PPL karena adanya titipan dari orang berpengaruh. Setelah SK Penempatan terbit
tetap terjadi mutasi yang dilakukan dengan menggunakan Nota Dinas

22. Apakah permintaan pindah seorang PPL dapat
menjadi dasar mutasi PPL yang bersangkutan?

Tetapi mutasi dapat juga terjadi karena permintaan dari UPT (UPT BP3K [Unit
Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan]: penulis) untuk
mengisi kekosongan wilayah tertentu yang sangat membutuhkan PPL. Nota Dinas dapat
diberikan kepada PPL bersangkutan karena kepentingan dinas. Pemerataan PPL. Di
samping itu PPL juga dapat dimutasi karena tugasnya diperluas, misalnya dulunya PPL
yang membawahi wilayah binaan setingkat desa, kemudian diperluas tugasnya menjadi
satu kecamatan, menjadi koordinator PPL.
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23. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang Himbauan untuk menempatkan si A dan si B di wilayah tertentu dengan berbagai alasan.
meminta seorang PPL dipindahkan ke suatu Ini menjadi tekanan tersendiri bagi pembuat kebijakan. Kadang kala himbauan-
tempat? himbauan ini melibatkan orang-orang berpengaruh. Jika alasan yang mereka
kemukakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan tersebut tidak masuk akal, tentu
mudah untuk diabaikan, tetapi ada saja alasan-alasan yang dikemukakan kadang kala
masuk akal, tentunya perlu pertimbangan tersendiri. ......Untuk masalah ini ada sebagian
yang disetujui dengan pertimbangan dari Kepala BKP3D tapi tidak semua permintaan
PPL untuk dipindahkan disetujui.
24. Apakah BKP3D pernah menyetujui Untuk masalah ini ada sebagian yang disetujui dengan pertimbangan dari Kepala BKP3D tapi
permintaan tersebut? tidak semua permintaan PPL untuk dipindahkan disetujui
25. Apakah ada tekanan atau himbauan pihak Kalau masalah tekanan ada juga yang kami alami bahkan sempat dalam bentuk teror lewat
tertentu dalam penempatan PPL atau mutasi sms karena PPL yang dimutasi tidak terima terhadap wilayah tugasnya tapi tidak sampai
PPL?(42) mengarah pada kekerasan fisik, ya ini sudah menjadi resiko kami dalam mengemban tugas
sebagai abdi negara diterima saja dengan kepala dingin
26. Pihak mana saja dan apa contohnya? Sebenarnya bahas mutasi PPL bisa bikin pusing karena semua PPL yang ditempatkan berharap
mendapatkan wilayah yang mudah terjangkau sedangkan yang wilayah agak susah dijangkau
banyak cara dilakukan oleh PPL agar dapat dimutas salah satunya lewat orang yang
berpengaruh di pemerintahan.
27. Apakah ada kepentingan dinas terkait dalam Ada juga mutasi karena keinginan dari dinas teknis untuk menempatkan PPL menjadi
mutasi PPL? tenaga fungsional non angka kredit. Dinas Perikanan baru-baru ini meminta 5 orang PPL
untuk ditempatkan sebagai pengawas perikanan dan syahbandar perikanan. Kalau
sesama jabatan fungsional, namanya dibebastugaskan sementara. Jika sudah selesai
melaksanakan tugas di tempat lain, dapat kembali menjadi PPL.
28. Apa alasan sampai seseorang dilakukan Banyak alasan yang menyebabkan mengapa terjadi mutasi pada PPL, yaitu keinginan pegawai

mutasi?

atau PPL itu sendiri, misalnya PPL yang bersangkutan merasa bahwa lingkungan kerja tidak
sesuai dengan kondisi fisik dan keinganannya, masalah keluarga yang jauh dari lokasi
tugasnya, atau pernah juga karena perselisihan yang terjadi antara sesama PPL. Mutasi juga
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bisa terjadi karena keinginan BKP3D sendiri dengan tujuan menghindari rasa jenuh PPL pada
jenis pekerjaan, jabatan maupun tempat kerja yang sama, perpindahan ke jabatan koordinator
atau dipindahkan pada jabatan struktural. Kalau dia dipindahkan pada jabatan struktural,
otomatis berhenti sebagai PPL. Ada juga mutasi karena keinginan dari dinas teknis untuk
menempatkan PPL menjadi tenaga fungsional non angka kredit. Dinas Perikanan baru-baru ini
meminta 5 orang PPL untuk ditempatkan sebagai pengawas perikanan dan syahbandar
perikanan. Kalau sesama jabatan fungsional, namanya dibebastugaskan sementara. Jika sudah
selesai melaksanakan tugas di tempat lain, dapat kembali menjadi PPL.

29. Apakah mutasi PPL perlu dilaporkan ke BKD?

Kalau kaitannya dengan SK Bupati perlu dilaporkan ke BKD

30. Apakah nota dinas sudah cukup untuk
melakukan muatasi PPL? (3)

Menurut saya nota dinas atau surat penunjukan belum cukup untuk melakukan mutasi PPLdan
dasar hukum yang kuat adalah SK Bupati tetapi kalau Kepala BKP3D sudah menyetujui
dengan dibuatkan Nota Dinas harus siap dilaksanakan walau menurut saya itu menyalahi
aturan dan bukan wewenang Kepala Badan karena mutasi PPL yang punya kekuatan hukum
kuat adalah SK Bupati

31. Apakah PPL Ahli dan PPL Terampil tidak
dibedakan dalam penempatan di suatu
wilayah?

Masalah penempatan PPL Ahli dan PPL Terampil di suatu wilayah memang tidak dibedakan
penyebabnya jumlah PPL Ahli lebih banyak tetapi masa kerja dan pangkat juga dapat
berpengaruh terhadap penempatan PPL tersebut dan tidak menutup kemungkinan dengan
kebijakan pimpinan juga dapat berpengaruhi dalam penempatan PPL

32. Apakah kriteria satu desa satu PPL dapat
diterapkan di Kabupaten Nunukan?

Penerapan satu desa satu PPL sebagian sudah diterapkan tetapi karena kita masih kekurangan
tenaga jadi ada PPL yang menempati wilayah tugas lebih dari satu desa

33. Apakah tidak sebaiknya PPL Ahli ditempatkan
sesuai dengan potensi dominan wilayah?

Menurut saya memang sebaiknya PPL Ahli ditempatkan sesuai dengan potensi dominan yang
ada di wilayah tersebut sehingga ada hubungannya dari keahlian yang dimiliki oleh PPL untuk
diterapkan pada masyarakat dan ditempatkan di kecamatan hanya karena faktor kekurangan
tenaga ada sebagian yang tidak sesuai dengan keahliannya dan penempatannya di desa

34. Apakah PPL Terampil tidak ditempatkan pada
suatu desa atau kelompok desa dan PPL Ahli
membawahi suatu wilayah kecamatan?

Penempatan PPL Terampil disamakan dengan PPL Ahli dalam suatu desa, karena kita
kekurangan tenaga fungsional. Memang idealnya PPL Ahli penempatannya di wilayah
kecamatan, tidak semua dapat ditempatkan pada posisi tersebut tetapi PPL Terampil tidak bisa
membawahi suatu wilayah kecamatan karena dilihat dari pangkat yang dimiliki PPL tersebut.
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3. Kasubid PSDM (Pengembangan Sumberdaya Manusia) BKP3D

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah SK Bupati Nomor 761 Tahun 2011
masih berlaku?

Masih berlaku

2. Apakah bapak ikut menyusun SK tersebut?

Yang mempunyai wewenang penuh membuat usulan atau telaah yang akan diajukan kepada
Kepala BKP3D adalah bos saya Kabid KSPP.

3. Bidang apa yang bertanggungjawab

Selain bidang KSPP di bagian Umum juga ikut bertanggungjawab

terhadap penempatan PPL?
4. Apakah bidang KSPP menjadi inisiator Kalau menurut saya tidak karena sebelum sampai ke Kepala BKP3D peranan Sekretaris sangat
penyusunan SK tersebut? menentukan untuk penyusunan SK

5. Apakah bapak melakukan konsultasi atau
pembicaraan dengan kalangan internal
BKP3D waktu penyusunan SK tersebut?

Sebenarnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi adalah pimpinan saya
(Kabid KSPP) jadi untuk kalangan internal yang diajak konsultasi selain Kabid KSPP adalah
Sekretaris, Kepala BKP3D dan PPL senior. Mereka ini kan yang tahu permasalahan PPL

6. Apakah pihak eksternal dilibatkan dalam
melakukan penempatan PPL misalnya dinas
terkait?

Setahu saya pihak luar seperti dinas terkait ada sedikit diminta masukannya. Kami sebenarnya
ingin banyak menerima masukan, tetapi karena keterbatasan waktu, kami hanya konsultasi
masalah substansi, bukan personel.

7. Apakah BKD terlibat dalam melakukan
penempatan PPL atau hanya dalam proses
protap SK?

Karena berkaitan dengan penempatan Sumberdaya Manusia maka keterlibatan BKDD sangat
penting. Untuk BKDD terlibat dalam penempatan PPL untuk proses protap SK

8. Siapa dari dihak BKD yang dilibatkan
dalam protap SK?

Kabid mutasi, Kasubid mutasi fungsional dan Kepala BKDD.

9. Bagaimana alur protap penyusunan SK dari
internal BKP3D sampai ditandatangani
Bupati?

alur protap SK dari dalam BKP3D adalah Kabid, Sekretaris, Kepala BKP3D dan koordinator
Jafung, juga PPL Senior, yaitu PPL Kabupaten. Selanjutnya pihak luar juga dilibatkan dari
BKDD, DPPKAD, bagian hukum, Asisten III dan Sekda. Baru kemudian ditandatangani
Bupati.
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10. Apa kriteria PPL ditempatkan di suatu PPL itu memiliki keahlian tertentu. Wilayah juga memiliki karakteristik tertentu, sehingga
wilayah? penempatannya harus pas. Tidak bisa asal ditempatkan. Ini akan memancing permasalahan.
Jumlah PPL dengan keahlian tertentu atau kualifikasi tertentu dijadikan bahan untuk menyusun
SK. Ini inti dari SK, jangan memancing permasalahan baru. Baru SK dibuat dengan
menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Kriteria untuk menempatkan PPL awal menjabat
dilihat dari keahlian, gender, kualifikasi dan setelah beberapa tahun menjabat bisa dilihat dari
laporan bulanannya.
11. Apakah kualifikasi (Ahli/Terampil) Kualifikasi bisa menentukan dalam menempatkan PPL. Kan untuk menempatkan PPL perlu
menentukan seorang PPL ditempatkan dilihat dulu kebutuhan wilayahnya, kemudian kita tetapkan kriteria PPL yang akan
menempatinya, baru setelah itu personel PPL dibagi habis.
12. Apakah masalah gender juga Jenis kelamin laki-laki dan perempuan bisa juga dijadikan pertimbangan dalam menempatkan
dipertimbangkan dalam menempatkan PPL? | PPL
13. Apakah keahlian PPL menentukan wilayah | Ya jelas menentukan karena tidak mungkin PPL pertanan ditempatkan di wilayah yang potensi
tugas PPL? di perikanan tapi karena kita di BKP3D masih kekurangan tenaga ada juga sebagian PPL yang
menempatkan wilayah tugas tidak sesuai dengan keahliannya
14. Apakah menurut Bapak PPL yang akan Berperan atau tidaknya PPL itu tergantung individunya, jika PPL kreatif dan aktif, pasti petani
ditempatkan mempunyai peran bagi petani? | akan merasa terbantu dengan kehadiran PPL. Sebaliknya jika PPL-nya hanya menunggu
perintah dari pimpinan atau menunggu petani mendatanginya pasti kehadirannya dianggap tidak
efektif. Banyak PPL yang omongannya didengar oleh masyarakat. Ini membuktikan bahwa
PPL memiliki peran aktif di masyarakat.
15. Apa saja permasalahan yang muncul dalam | Kalau masalah jelas ada dalam menempatkan PPL mulai dari status perkawinan, keahlian,
menentukan penempatan PPL? konflik internal PPL, grnder, tekanan dan jumlah PPL.
16. Apakah keahlian PPL. menyulitkan Menyulitkan, kaitannya dengan pemerataan penempatan PPL karena tidak semua PPL
pemerataan penempatan PPL? menerima penempatan di wilatah tugas.
17. Apakah masalah gender dan status Menurut saya dua masalah gender dan status perkawinan dapat dijadikan pertimbangan dalam

perkawinan menjadi pertimbangan seorang
PPL ditempatkan?

penempatan PPL
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18. Apakah menempatkan seorang perempuan | PPL perempuan ditempatkan berjauhan dengan suami dapa tmenjadi masalah dan bisa
bersuami di tempat yang berjauhan dengan | mempengaruhi kinerja PPL tersebut
suaminya dapat menjadi masalah dalam
penempatan PPL?

19. Apakah ada aturan yang membolehkan Sebenarnya tidak ada peraturannya tapi ada beberapa pertimbangan yang membolehkan istri
penempatan istri scharusnya mengikuti mengikuti tempat kerja suami
tempat kerja suami?

20. Apakah suatu wilayah memerlukan PPL Kaitannya dengan keahlian PPL dalam penempatan memang harus sesuai dengan keahlian dan
dengan keahlian yang berbeda-beda? potensi wilayah tugas tapi karena kita kekurangan tenaga PPL dan penyebab lainnya ada PPL

yang ditempatkan tidak sesuai dengan antara keahlian dan wilayahnya.

21. Apakah setelah terbitnya SK terjadi mutasi | Setelah SK terbit ternyata masih ada mutasi PPL. bahkan pada saat penyusunan Sk kadang ada
PPL? rubahan penempatan PPL , biasanya dari titipan

22. Apakah permintaan pindah seorang PPL Dasar yang digunakan oleh kita dalam memutasi PPL biasanya ada permintaan dari UPT di
dapat menjadi dasar mutasi PPL? kecamatan atau permintaan dari PPL itu sendiri, untuk yang ini kecil kemungkinan disetujui

mungkin 1 : 100

23. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang Untuk masalah ini kadang memang ada tekanan dari orang yang berpengaruh di pemerintahan
meminta seorang PPL dipindahkan ke suatu | yang meminta agar dimutasi PPL di suatu tempat, untuk yang ini kadang bikin kita mati kutu.
tempat? Masalah tekanan dalam menempatkan PPL jelas ada tapi kita terima saja dengan sabar

24. Apakah BKP3D pernah menyetujui Ada juga sebagian permintaan ini disetujui oleh pimpinan
permintaan tersebut?

25. Apakah ada tekanan atau himbauan pihak Masalah tekanan dalam menempatkan PPL jelas ada tapi kita terima saja dengan sabar
tertentu dalam penempatan PPL atau mutasi
PPL?

26. Pihak mana saja dan apa contohnya? Ya, kadang orang yang berpengaruh dalam pemerintahan

27. Apakah ada kepentingan dinas terkait dalam | Ada contohnya baru-baru ini ada mutasi 5 orang PPL Ahli Perikanan yang diminta oleh Dinas

mutasi PPL?

Perikanan yang ditempatkan sebagai pengawas dan syahbandar perikanan
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28. Bagaimana alur sampai seseorang dilakukan
mutasi?

Kenapa seseorang dilakukan mutasi biasanya dilihat dari masa kerjanya yang sudah lama
menempati wilayah tugas atau dari kinerjanya.

29. Apakah mutasi PPL perlu dilaporkan ke
BKD?

Sebenarnya perlu dilaporkan, tetapi selama ini proses mutasi dengan nota dinas tidak perlu
dilaporkan

30. Apakah nota dinas sudah cukup untuk
melakukan muatasi PPL?

Nota Dinas jelas belum cukup kekuatan hukumnya dibanding dengan SK Bupati dan ini jelas
menyalahi aturan. Jadi termasuk sesuatu yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah

31. Apakah PPL Ahli dan PPL Terampil tidak
dibedakan dalam penempatan di suatu
wilayah?

Menurut saya yang menentukan penempatan PPL Ahli dan Terampil adalah pangkatnya
sehingga PPL Terampil tidak bisa penempatannya di tingkat kecamatan

32. Apakah kriteria satu desa satu PPL dapat
diterapkan di Kabupaten Nunukan?

Kriteria satu desa satu PPL baru sebagian wilayah yang sudah diterapkan karena terkendala
masih kurangnya PPL jadi belum semua diterapkan

33. Apakah tidak sebaiknya PPL Ahli
ditempatkan sesuai dengan potensi dominan
wilayah?

Penempatan PPL Ahli memang sebaiknya sesuai dengan potensi wilayah supaya nyambung
antara keahliannya dengan potensi daerah tersebut

34. Apakah PPL Terampil tidak ditempatkan
pada suatu desa atau kelompok desa dan
PPL Ahli membawahi suatu wilayah
kecamatan?

Masalah penempatan sebaiknya PPL Ahli ditempatkan di kecamatan karena kekurangan tenaga
PPL akhirnya penempatannya sama dengan PPL Terampil

B. WAWANCARA DENGAN PIHAK TERKAIT (BKDD)

1. Kabid Mutasi BKDD

Pertanyaan

i Jawaban

1. Apakah dasar hukum memutasi pegawai?

Selama ini dalam memutasi atau menempatkan pegawai pada tempat atau posisi yang baru dasar
hukum yang digunakan adalah SK Bupati

2. Apakah Nota Dinas dapat digunakan untuk
mutasi?

Menempatkan pegawai dengan menggunakan Nota Dinas menurut saya tidak dapat digunakan,
karena tidak ada kekuatan hukumnya. Ini boleh dibilang tidak sah. Penempatan orang tersebut
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jadi sudah menyalahi aturan yang berlaku. Walaupun salah, semuanya dikembalikan pada
masing-masing pihak mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mengharuskan
menggunakan Nota Dinas tersebut. ke depan dengan adanya kasus ini dapat menjadikan
masukan dan bahan pertimbangan bagi kami supaya agar lebih selektif dalam memutasi
seseorang

3. Bagaimana alur pengusulan SK Penempatan
Pegawai?

Alur pengusulan SK penempatan sebenarnya sudah jelas setelah kita menerima draf susunan
usulan penempatan pegawai dari dinas atau badan selanjutnya kita konsultasikan dengan
internal BKDD terdiri dari Kasubid Mutasi, Kabid Mutasi dan Kepala BKDD, biasanya pada
tahap ini membutuhkan waktu lama karena kadang ada perubahan tempat dari Dinas atau Badan
setelah dirasa cocok selanjutnya kita serahkan ke Bagian Hukum, DPKAD, Asisten III, Asisten
II, Sekda sampai ditandatangani oleh Bupati setelah itu diserahkan kembali ke Bagian Hukum
baru SK tersebut diserahkan ke dinas atau badan

4. Apakah BKDD dilibatkan oleh Dinas atau
Badan dalam mutasi pegawai setelah SK
terbit?

Seharusnya setelah SK itu terbit dan dilaksanakan kemudian ada mutasi kembali dinas atau
badan harus melaporkan kembali ke BKDD dengan usulan SK baru lagi tetapi kenyataannya di
lapangan untuk mempercepat prosesnya atau ada alasan lain mereka menggunakan Nota Dinas
mutasi pegawai

5. Apakah konsekuensi mutasi PPL tanpa SK
Bupati?

PPL yang dimutasi tanpa SK Bupati pengaruhnya tidak akan mendapatkan Tunjangan
Perbatasan dan TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) karena TTP di Kabupaten Nunukan
terbagi menjadi 3 zona. Zona pertama adalah daerah yang dianggap merupakan daerah
perkotaan seperti Nunukan dan Sebatik, zona dua adalah daerah terpencil seperti Sebuku, Tulin
Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai dan Lumbis sedangkan zona tiga adalah daerah yang
terpencil dan terisolir seperti sebagian Sebuku wilayah perbatasan, Tulin Onsoi wilayah
perbatasan dan seluruh Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan

6. Apakah sah mutasi menggunakan Nota Dinas

Sebenarnya tidak syah tetapi dapat dibenarkan untuk mengatasi kekosongan hukum

7. Apakah ada SKPD lain yang menggunakan
Nota Dinas untuk mutasi pegawai?

Ada. Biasanya khusus untuk SKPD yang jumlah personilnya banyak, menggunakan Nota Dinas
seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
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Pertanyaan

Jawaban

1

. Apakah dasar hukum memutasi PPL?

Dasar hukum yang kuat dalam memutasi atau menempatkan tenaga PPL di wilayah tugasnya
adalah SK Bupati

2. Apakah Nota Dinas dapat digunakan untuk Sempat saya mendengar tentang Nota Dinas dan ini sebenarnya tidak dapat digunakan untuk
mutasi? menempatkan PPL atau mutasi di wilayah tugasnya karena tidak ada payung hukumnya
seharusnya dinas atau badan dalam memutasi pegawainya harus ada koordinasi dengan BKDD
tetapi BKP3D selain yang menggunakan SK Bupati tidak ada koordinasinya dengan kami
3. Bagaiman alur pengusulan SK Penempatan Setelah kita menerima draf penempatan PPL dari Badan kemudian saya koordinasi dengan
PPL? Kabid Mutasi dan Kepala BKDD selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum, DPKAD< Asisten
111, Asisten II, Sekda sampai ditandatangani Bupati kemudian diserahkan kembali ke Bagian
Hukum baru diserahkan ke Badan
4. Apakah BKDD dilibatkan oleh Badan dalam | Biasanya setelah SK terbit,kita jarang diajak koordinasi kembali dan alternatif yang mereka
mutasi PPL setelah SK terbit? pakai adalah Nota Dinas yang bagi kami tidak ada kekuatan hukumnya tetapi semua itu menurut
saya tergantung dari kebijakan unsur pimpinan di Badan
5. Apakah konsekuensi mutasi PPL tanpa Nota | PPL yang dimutasi tidak akan mendapatkan Tunjangan Perbatasan dan tambahan TTP (

Dinas?

Tunjangan Tambahan Penghasilan)

C. WAWANCARA DENGAN PENGGUNA KEBIJAKAN (DINAS TE T)
1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Pertanyaan

/ Jawaban

1

. Apakah manfaat PPL bagi dinas?

Hubungannya dengan manfdat PPL bagi dinas ya...jelas ada manfaatnya karena dengan adanya PPL
kegiatan dinas di lapangan dapat terpantau oleh PPL hanya semenjak PPL berada di BKP3D dinas
agak kesulitan dalam berkoordinasi dengan PPL

2. Apakah dinas sudah pernah atau sering

berkoordinasi dengan PPL?

Urusan koordinasi dengan PPL sering dilakukan oleh dinas sebelum melaksanakan kegiatan di
kecamatan agar kegiatan tersebut dapat terpantau dengan baik dan yang mendapatkan manfaat dari
kegiatan tersebut jelas
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. Apakah penempatan PPL selama ini
sudah tepat berdasarkan potensi
wilayah yang Bapak harapkan?

Penempatan PPL yang sudah dilaksanakan oleh BKP3D masih belum tepat karena untuk PPL
Terampil dalam penempatan wilayah tugas harus membawahi 16 kelompok tani atau satu desa satu
PPL dan bisa juga diterapkan penempatan PPL pertanian dengan acuan 500 Ha lahan sawah satu PPL
jadi idealnya PPL Terampil penempatan wilayah tugasnya di desa sedangkan PPL Ahli
penempatannya di kecamatan

. Apakah dengan kondisi sekarang ini
target dinas dapat dicapai dengan
bantuan PPL?

Berbicara masalah target sepertinya belum mencapai target yang diharapkan oleh dinas karena PPL
yang ditempatkan pada wilayah yang dominan di bidang pertanian di pacu atau tupoksinya tidak ada
target yang harus dicapai padahal dulu tahun 1986 PPL yang ditempatkan di wilayah tugas harus
dapat meningkatkan target pada produksi pertanian dan ini berpengaruh terhadap kenaikan pangkat
PPL tersebut

. Apakah PPL pertanian penempatannya
perlu disesuaikan dengan komoditas
pertanian yang dominan di suatu
wilayah, misalnya tanaman pangan,

Menurut saya penempatan PPL Ahli Pertanian memang harus disesuaikan dengan komoditas dominan
yang ada di daerah tugas misalnya PPL Ahli Pertanian dengan komoditas dominan tanaman pangan
yang luasan sawahnya mencapai 500 Ha harus ada satu PPL Ahli Pertanian demikian pula dengan
hortikultura, peternakan dan perkebunan ada batasannya dalam menempatkan PPL tapi kami hanya

horikultura, peternakan dan sekedar memberi masukan dan wewenang penuh ada di BKP3D
perkebunan?
. Apakah PPL Terampil (karena Menurut saya idealnya PPL Terampil memang harus ditempatkan di desa karena keahlian yang

kuivalen) sebaiknya ditempatkan di
tingkat desa sedangkan PPL Ahli cukup
sebagai koordinator di tingkat
kecamatan

dimiliki masih dasar sedangkan PPL Ahli yang keahliannya sudah lebih spesifik penempatannya di
tingkat kecamatan, boleh dibilang sebagai koordinator kecamatan bagi PPL yang berada di desa

)

2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Pertanyaan

7 Jawaban

1. Apakah manfaat PPL bagi dinas?

Jelasdda manfaatnya karena dapat memantau kegiatan dinas di lapangan yang ada pada kecamatan-
kecamatan jadi manfaatnya sangat besar badi dinas
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2. Apakah dinas sudah pernah atau sering

Koordinasi antara dinas dan PPL sering dilakukan sebelum kegiatan atan bantuan yang akan diberikan

berkoordinasi dengan PPL? pada kelompok nelayan agar tepat sasaran

3. Apakah penempatan PPL selama ini Masalah penempatan PPL perikanan seharusnya harus dilihat potensi perikanan yang ada di wilayah
sudah tepat berdasarkan potensi tersebut misalnya budidaya rumput laut atau budi daya ikan tawar tetapi yang mempunyai wewenang
wilayah yang Bapak harapkan? penuh adalah Kepala BKP3D kita sekedar memberikan masukan

4. Apakah dengan kondisi sekarang ini
target dinas dapat dicapai dengan
bantuan PPL?

Kaitanya dengan target memang belum bisa mencapai target karena karena dari PPL sendiri tidak ada
kewajiban dari BKP3D bahwa harus dapat mencapai target pada bidang perikanan dan tetapi walai
bagamana kami tetap terbantu dengan adanya PPL yang boleh dibilang sebagai perwakilan dari dinas

5. Apakah PPL Terampil (karena
kuivalen) sebaiknya ditempatkan di
tingkat desa sedangkan PPL Ahli cukup
sebagai koordinator di tingkat
kecamatan

Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa penempatan PPL di lapangan merupakan kewenangan Kepala
BKP3D kami sekedar memberikan masukan dan PPL. Terampil memang sebaiknya penempatannya di
tingkat desa boleh dikata masih pemuladan PPL Ahli sudah lebih lengkap keahliannya
penempatannya di tingkat kecamatan

6. Apakah kriteria penempatan PPL
perikanan

Masalah kriteria bahwa PPL harus bisa menyesuaikan atau bertransformasi dengan potensi yang ada
di wilayah tugasnya mulai dari budidaya ikan tawar atau budidaya rumput lau

3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan %/&_

Pertanyaan

/ Jawaban

1. Apakah manfaat PPL bagi dinas?

Manfaat PPL bagi dinas, ada manfaatnya karena dengan adanya PPL yang tupoksinya berada di
lapangan bisa memberi dampak terutama untuk kegiatan-kegiatan dinas yang disalurkan pada
masyarakat sehingga dapat diawasi dan bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan baik

2. Apakah dinas sudah pernah atau sering
berkoordinasi dengan PPL?

Masalah koordinasi antara dinas dengan PPL sering dilakukan dan ini tidak bisa dilepaskan karena
dinas tidak mungkin berjalan sendiri setiap akan menyalurkan bantuan atau kegiatan pada masyarakat
tetap harus berhubungan dengan PPL yang berada di wilayah tersebut
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3. Apakah penempatan PPL selama ini Sebenarnya untuk PPL Ahli kehutanan menurut kami masih kurang sedangkan ada sebagian
sudah tepat berdasarkan potensi kecamatan yang potensi hutan yang dimiliki sangat luas seperti di Krayan setahu saya belum ada
wilayah yang Bapak harapkan? PPLnya tapi masalah penempatan yang mempunyai wewenang penuh BKP3D kami hanya sekedar

memberi saran dan masalah tepat atau tidak tepat menurut saya masih kurang karena PPL kehutanan
yang ada sepertinya berkumpul di Kecamatan Nunukan yang potensi luasan hutannya tidak begitu
banyak dibanding dengan kecamatan lainnya

4. Apakah dengan kondisi sekarang ini Target yang diharapkan oleh dinas dari PPL sepertinya masih belum tercapai, karena PPL yang ada
target dinas dapat dicapai dengan sekarang ini berbeda dengan jamannya Bapak Soeharto. Dulu PPL dalam melaksanakan tugas
bantuan PPL? mempunyai misi harus dapat meningkatkan produksi yang ada di wilayah binaannya atau membuat

supaya kelompok tani yang dibina dapat berhasil dan meningkat kesejahteraannya. Tapi kami tidak

bisa mencampuri masalah tupoksi PPL di lapangan. Itu dapurnya BKP3D.

5. Apakah PPL Terampil sebaiknya Memang sebaiknya PPL Terampil penempatannya di tingkat desa karena ilmu yang dimiliki masih
ditempatkan di tingkat desa sedangkan | dasar dibanding dengan PPL Ahli yang keahliannya sudah lebih khusus jadi cocok penempatannya di
PPL Ahli sebagai koordinator di tingkat | tingkat kecamatan sehingga dapat mengontrol atau koordinator PPL di tingkat desa

kecamatan
6. Apakah kriteria penempatan PPL Menurut saya dalam penempatan PPL kehutanan yang bisa dijadikan patokan ya.. wilayah yang akan
kehuranan ditempati oleh PPL harus ada luasan hutan lindung atau bisa juga taman nasional yang kita miliki
seperti di Kecamatan Krayan
D. WAWANCARA DENGAN PELAKU KEBIJAKAN (PPL)
1. PPL Ahli Pertanian fD
Ketua Kelompok Kerja PPL Rumpun Pertanian Kecamatan Sebatik
Pertanyaan Jawaban
1. Apakah anda sudah merasa bekerja Pekerjaan yang saya lakukan masih dikatakan belum maksimal sebab saya merasa masih kurang
secara maksimal? dalam membina petani kalau dibandingkan dengan dulu jamannya Bapak Soeharto dengan sekarang

lain, dulu dalam megumpulkan petani untuk melakukan pembinaan sangat gampang sedangkan
sekarang untuk mengumpulkan petani dalam kegiatan penyuluhan agak susah harus ada embel-embel

[N
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pemberian uang saku baru semangat mereka datang ke pertemuan dan ini merupakan salah satu
kendala dalam kegiatan penyuluhan selain itu ada sebagian kegiatan masih belum memberikan target

2. Apakah anda merasa petani yang anda
bina membutuhkan keahlian anda?

Keahlian yang saya miliki dalam bidang pertanian sangat dibutuhkan oleh petani terutama yang
berhubungan dengan aplikasi teknologi mulai dari cara bertanam padi dengan sistem jajar legowo,
pemanfatan limbah pertaman untuk dibuat pupuk kompos dan tehnik sambung pucuk pada tanaman
durian atau jeruk dan petani sangat antusias dalam menerima kemajuan teknologi pada bidang
pertanian ini

3. Apakah anda merasa sudah berperan
aktif kepada petani?(21)

Memang tidak mudah mengubah pola pikir petani dalam bercocok tanam, tetapi saya sudah
berusaha semaksimal mungkin. ...... langkah yang saya anjurkan kepada petani agar bercocok
tanamnya dapat berproduksi dengan optimal adalah dengan pelatihan semacam SLPTT
tanaman padi, durian dan jeruk. Selain itu saya juga menganjurkan kepada petani agar secara
perlahan untuk mengaplikasikan pemupukan organik yang ramah terhadap lingkungan dan ini
sebagian sudah dilaksanakan oleh petani.”.

4. Apakah anda sudah membimbing
petani dalam memecahkan
masalah?(25)

Salah satu fungsi dari PPL adalah memberikan masukan atau alternatif yang paling tepat terhadap
masalah yang dihadapi petani, hal ini sudah saya laksanakan misalnya adanya serangan hama dan
penyakit yang menyerang pada tanaman padi sebisa mungkin dari pengetahuan yang saya miliki
memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut

5. Apakah anda membantu dalam
menganalisa kegiatan petani?

Kegiatan pengamatan di lapangan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan sudah saya lakukan
terutama dalam penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat untuk tanaman padi dengan melihat
kondisi fisik tanah yang menggunakan alat pengukur keasaman pada tanah, selain itu membantu
petani dalam menghitung untung dan rugi dalam usaha pertanian

6. Apakah anda dilibatkan dalam
kegiatan di wilayah tugas?

Kebetulan Domisili di wilayah tugas sehingga mudah dihubungi dan setiap ada kegiatan di desa,
kecamatan bahkan di petani saya ikut dilibatkan dan ini dapat menambah hubungan yang lebih baik
dengan tokoh masyarakat

7. Apakah semua kelompok tani sudah
anda kunjungi?

Kelompok tani yang sudah saya kunjungi boleh dibilang sudah semua hanya kunjungan perorangan ke
anggota petani belum semuanya mungkin faktor umur menyebabkan tidak seperti dulu dalam
melakukan pembinaan
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8. Berapa minggu sekali bertemu dengan | 2 minggu sekali karena kelompok tani yang saya bina sekecamatan Sebatik sehingga untuk

petani yang sama? pemerataan kunjungan ke petani intensitas itu yang dapat saya jalankan
9. Apakah terbantu dengan adanya PPL | PPL THL ada juga yang ditempatkan pada desa-desa yang ada di kecamatan sebatik dan kami merasa
THL? sangat terbantu sekali dengan adanya mereka karena kinerja mereka bagus dan selalu siap untuk

bekerja terutama untuk desa yang tidak ada PPL jadi setiap ada kegiatan dari badan atau dinas PPL
THL dilibatkan, selain itu saya mengusulkan kepada BKP3D agar ada pelatihan semacam diklat

dasar untuk mereka
10. Apakah anda berdomisili di daerah Domisili saya di daerah tugas dan keluarga juga berkumpul sehingga dalam menjalankan tugas saya
tugas? bisa lebih tenamg
2. PPL Ahli Pertanian W
PPL Desa Aji Kuning
Pertanyaan i Jawaban
1. Apakah anda sudah merasa bekerja Dalam bekerja sebagai PPL saya merasa masih belum maksimal mungkin terkendala dari jarak tempat
secara maksimal? tinggal dan wilayah tugas yang sangat jauh yaitu di Sebatik Tengah, hal ini mempengaruhi kinerja

saya di Japangan

2. Apakah anda merasa petani yang anda | Petani yang saya bina sangat membutuhkan keahlian yang saya miliki terutama dalam bidang

bina membutuhkan keahlian anda? pertanian yang kaitannya denagn aplikasi teknologi dalam budidaya tanaman pangan hanya wilayah
tugas dominan dengan perkebunan kelapa sawit dan pengetahuan saya masih kurang sehingga harus
belajar lagi untuk budidaya kelapa sawit

3. Apakah anda merasa sudah berperan | Kaitannya dengan peran saya sebagai PPL kepada petani walaupun belum banyak tetapi sebagian

aktif kepada petani? sudah mampu mengubah petani salah satunya adalah dalam menanam tanaman durian dengan
prosedur yang benar
4. Apakah anda sudah membimbing Setiap PPL tentu sudah menjalankan fungsinya dalam membina petani, yang sudah saya kerjakan
petani dalam memecahkan masalah? | memberi masukan untuk budidaya tanaman durian dan membantu pembuatan RDKK
5. Apakah anda membantu dalam Dalam mengatasi permasalah yang dihadapi petani hanya sebatas dalam kegiatan penyusunan RDKK
menganalisa kegiatan petani? untuk mendapatkan pupuk subsidi, tidak sampai membantu kegiatan yang lebih mendatal lagi seperti

menganalisa kegiatan usaha tani
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6. Apakah anda dilibatkan dalam Mungkin karena faktor tempat tinggal yang jauh dari tempat tugas sehingga saya kurang bgitu
kegiatan di wilayah tugas? dilibatkan dengan kegiatan baik di tingkat desa dan kecamatan

7. Apakah semua kelompok tani sudah Kelompok tani yang saya bina rata-rata sudah saya kunjungi hanya sebatas dengan ketua kelompok
anda kunjungi? tani kalau untuk anggota kelompok tani masih belum semuanya

8. Berapa minggu sekali bertemu dengan | 3 minggu sekali bertemu dengan anggota petani yang sama alasanya faktor jarak dari tempat tinggal
petani yang sama? ke tempat tugas

9. Apakah terbantu dengan adanya PPL | Wilayah tugas saya tidak ada PPL THL tapi kalau ada mereka sangat membantu sekali kinerja kita
THL?

10. Apakah anda berdomisili di daerah Tempat tinggal jauh dari tempat tugas tapi masih dapat dijangkau dengan menggunakan sepeda motor
tugas? dinas hanya saya masih belum dapat maksimal dalam memberikan pembinaan ke petani

3. PPL Ahli Perikanan

Ketua Kelompok Kerja PPL Rumpun Perikanan Kecamatan Sebatik Barat X!

Pertanyaan Jawaban
1. Apakah anda sudah merasa bekerja Saya merasa sudah bekerja secara maksimal buktinya adalah masyarakat atau nelayan yang saya bina
secara maksimal? sudah banyak yang mandiri dilihat dari kemajuan usaha dari perikanan dan dapat menjalin kemitraan

dengan pihak lain sehingga kesejahteraan mereka meningkat selain itu dengan pembinaan saya
pengetahuan nelayan bertambah dan membantu mereka dalam mengurus perijinan surat kapal atau
membantu dalam membuat permohonan bantuan ke dinas

2. Apakah anda merasa petani yang anda
bina membutuhkan keahlian anda?

Keahlian saya pada bidang perikanan sangat membantu dan dibutuhkan oleh nelayan sehingga
pengetahuan mereka dapat bertambah tentang budidaya ikan dan pengolahan hasil dari ikan serta
budidaya dan pengolahan rumput laut

3. Apakah anda sudah merasa berperan
aktif kepada petani?

Dalam mengubah pola fikir nelayan agar dalam melakukan kegiatan perikanan dapat maju tentu
tidaklah gampang dan disinilah peran PPL sangat dibutuhkan, kaitannya dengan saya pribadi sudah
banyak yang saya lakukan terutama dengan mengadakan kegiatan pelatihan pengolahan hasil dari
ikan dan rumput laut agar hasilnya lebih baik dan dapat meningkatkan usaha mereka dan ini sudah
ada yang berhasil usaha yang dijalankan oleh nelayan
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4. Apakah anda sudah merasa Tugas PPL salah satunya adalah sebagai seorang penasehat dengan memberikan pemecahan masalah
memberikan bimbingan kepada petani? | yang paling tepat, misalnya yang sudah saya laksanakan adalah kegiatan budidaya rumput laut
5. Apakah anda membantu dalam Dalam menganalisa kegiatan nelayan saya sudah berusaha membantu terutama yaang berhubungan
menganalisa kegiatan petani? dengan usaha yang berkaitan dengan perikanan agar dapat diketahui untung dan rugi usaha tersebut.
Hasil darikegiatan ini adalah adanya kelompok yang srdah dapat bermitra dengan pihak lain dari
usaha yang dimiliki
6. Apakah anda dilibatkan dalam kegiatan | Kegiatan di wilayah tugas ada saya dilibatkan karena domisili satu kecamatan dengan tugas sehingga
di wilayah tugas? mudah untuk dihubungi
7. Apakah semua kelompok tani sudah Kunjungan ke kelompok tani semua sudah saya kunjungi terutama pada ketua kelompok tani
anda kunjungi?
8. Berapa minggu sekali bertemu dengan | Intensitas kunjungan ke kelompok tani dalam 1 minggu bisa 3 kali tergantung dari waktu biasanya di
petani yang sama? luar jam kerja bisa sore atau malam baru sempat bertemu dengan mereka.sedangkan mengadakan
pertemuan kelompok bisanya dilakukan kalau ada masalah yang mendesak waktunya 1 bulan sekali
9. Apakah terbantu dengan adanya PPL Kecamatan Sebatik Barat tidak ada tenaga PPL. THL baik pertanian maupun perikanan dan misalkan

THL?

mereka ada tentu akan sangat membantu kinerja kita

10. Apakah anda berdomisili di daerah

tugas?

Domisili saya kebetulan di tempat kerja dan berkumpul dengan keluarga sehingga pembinaan ke
nelayan dapat maksimal, boleh dibilang PPL siap 24 jam

PPL Ahli Perikanan
PPL Desa Binusan, Kecamatan Nunukan

L

Pertanyaan Jawaban
1. Apakah anda sudah merasa bekerja Pekerjaan dibilang maksimal atau belum sepertinya apa yang saya kerjakan sebagai PPL masih belum
secara maksimal? maksimal karena banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah saya masih kurang dalam

memberikan pelayanan kepada nelayan yang berhubungan dengan kunjungan langsung, penyebabnya
saya tidak bisa mengedarai sepeda motor padahal untuk memperlancar kunjungan transportasi
berpengarug teta[i komunikaso dengan nelayan tetap lancar dengan memanfaatkan teknologi HP yang
selalu aktif 24 jam
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2. Apakah anda merasa petani yang anda | Secara jujur untuk keahlian yang saya miliki kalau untuk diterapkan pada manyarakat masih harus
bina membutuhkan keahlian anda? belajar lagi terutama untuk teori karena keahlian yang saya miliki adalah budidaya tangkap sedangkan
di lapangan perikanan secara umum tetap imasalah praktek pengolahan hasil dari perikanan dan
rumput laut agak menguasai yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan jadi
keahlian yang dimiliki oleh PPL memang seharusnya cocok dengan potensi dominan yang ada di
wilayah tugas
3. Apakah anda sudah merasa berperan Peran yang sudah saya kerjakan kepada masyarakat terutama dalam kegiatan pengolahan hasil
aktif kepada petani? perikanan dan rumput laut yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan
4. Apakah anda sudah merasa Kegiatan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi belayan sudah berusaha saya
memberikan bimbingan kepada petani? | laksanakan tetapi sebatas pengetahuan yang saya kuasai dalam bidang budidaya tangkap
5. Apakah anda membantu dalam Kegiatan membantu menganalisa kebutuhan masyarakat belum saya laksanakan
menganalisa kegiatan petani?
6. Apakah anda dilibatkan dalam kegiatan | Kgiatan di wilayah tugas saya merasa kurang begitu terlibat penyebabnya mungkin karena saya tidak
di wilayah tugas? bisa mengedarai motor sehingga kurang bebas dalam bergerak di lapangan padahal dimisili dengan
wilayah tugas dapat dijangkau
7. Apakah semua kelompok tani sudah Kunjungan ke kelompok tani semua sudah saya kunjungi agar kita mengetahui kelompok yang akan
anda kunjungi? kita bina
8. Berapa minggu sekali bertemu dengan | Intensitas kunjungan ke kelompok tani dalam 2 minggu sekali karena terkendala nelayan ada masanya
petani yang sama? tidak bisa dikunjungi mereka ke laut
9. Apakah terbantu dengan adanya PPL Wilayah tugas kebetulan tidak ada PPL THL perikanan yang ada pertanian tapi dengan adanya

THL?

mereka akan sangat membantu kinerja kita

10. Apakah anda berdomisili di daerah

tugas?

Masalah domisili tidak menjadi masalah karena masih satu kecamatan dengan tempat kerja jadi
mudah dijangkau dalam kunjungan ke masyarakat
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S. PPL Ahli Kehutanan
PPL Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan
Pertanyaan N Jawaban
1. Apakah anda sudah merasa bekerja Menurut saya apa yang sudah saya kerjakan di wilayah sudah maksimal karena saya sudah berusaha
secara maksimal? memberikan pembinaan kepada kelompok tani yang aktif
2. Apakah anda merasa petani yang anda | Keahlian yang saya kuasai di bidang kehutanan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh petani,
bina membutuhkan keahlian anda? misalnya revitalisasi magrove, tetapi karena kelompok yang saya bina lebih mengarah pada
perkebunan sawit, sehingga tidak cocok dengan keilmuan saya. Sedangkan yang berhubungan
dengan keberadaan hutan lindung dan KBK, boleh dibilang sangat kurang.
3. Apakah anda sudah merasa berperan Peranan saya kepada petani semaksimal mungkin sudah dilaksanakan hanya masih belum dapat
aktif kepada petani? dikatakan sukses karena masih ada kelompok tani yang saya bina belum mendapatkan manfaat
dari keahlian yang saya miliki
4. Apakah anda sudah merasa Sebenarnya masalah pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani kurang begitu saya kuasai
memberikan bimbingan kepada petani? | untuk pemecahannya karena kebanyakan masalah sawit
5. Apakah anda membatu dalam Kemampuan dalam membantu usaha petani agar lebih maju usahanya belum terlalu mendalam
menganalisa kegiatan petani? karena usaha yang dijalankan kebanyakan sawit sedangkan pengetahuan yang saya miliki masih
kurang
6. Apakah anda dilibatkan dalam Kegiatan di wilayah tugas ada dilibatkan tetapi tidk begitu banyak
kegiatan di wilayah tugas?
7. Apakah semua kelompok tani sudah Kelompok tani yang sata bina semua sudah saya kunjungi hanya untuk anggota kelompok tani belum
anda kunjungi? semua saya kunjungi
8. Berapa minggu sekali bertemu dengan | Kunjungan dengan petani yang sama saya lakukan 1 minggu sekali
petani yang sama?
9. Apakah terbantu dengan adanya PPL | PPL THL kehutanan sebenarnya tidak ada di wilayah tugas yang ada hanya PPL. THL pertanian dan
THL? tentu dengan adanya mereka dapat membantu pekerjaan kita di lapangan
10. Apakah anda berdomisili di daerah Domisili satu kecamatan dengan wilayah tugas sehingga membantu melaksanakan pembinaan ke
tugas? petani
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6. PPL Ahli Kehutanan
Ketua Kelompok Kerja PPL Kehutanan Kecamatan Sebatik

#

+

Pertanyaan Jawaban
1. Apakah anda sudah merasa bekerja Buat saya masih belum maksimal dalam bekerja sebagai PPL di lapangan karena masih belum semua
secara maksimal? anggota petani saya kunjungi, salah satu faktor yang menjadi kendala adalah jarak tempat tinggal

mereka jauh

. Apakah anda merasa petani yang anda
bina membutuhkan keahlian anda?

Keahlian saya adalah kehutanan untuk di lapangan sudah banyak yang diterapkan kepada petani
terutama mulai dari menjaga kelestarian tanaman mangrore dan gerakan penanaman kembali hutan-
hutan yang gundul dengan masyarakat, walau masih belum semua daerah melakukan tetapi menurut
saya sudah ada kesadaran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ini termasuk ilmu yang
saya dapatkan di bangku kuliah.

. Apakah anda sudah merasa berperan

Keaktifan PPL dalam melakukan pembinaan di lapangan tentunya yang dapat menilai adalah mereka

aktif kepada petani? dan saya sudah bekerja secara maksimal dalam mengubah pola fikir mereka untuk menjaga
kelesterian lingkungan terutama dengan gerakan penanaman pohon pada lahan-lahan hutan yang
gundul dapatdijadikan bukti bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan ada
. Apakah anda sudah merasa Menurut saya PPL harus dapat membantu petani dalam mengatasi masalah di lapangan dan
memberikan bimbingan kepada petani? | memberikan solusi ke arah yang lebih baik dan ini sudah saya usahakan untuk diberikan kepada
petani dari pengetahuan yang saya miliki
. Apakah anda membantu dalam Kemampuan PPL dalam melakukan pengamatan masalah dan usaha petani pernah saya lakukan hanya
menganalisa kegiatan petani? sebatas menghitung untung dan rugi dari usaha yang akan dijalankan dan memberikan masukan

terhadap prospek dari usaha tersebut

. Apakah anda dilibatkan kegiatan di
wilayah tugas?

Masalah kegiatan di wilayah tugas ada ikut terlibat hanya kurang begitu maksimal mungkin karena
faktor tempat tinggal yang tidak satu kecamatan dengan wilayah tugas

. Apakah semua kelompok tani sudah
anda kunjungi?

Ketua kelompok tani yang sata bina semua sudah saya kunjungi hanya untuk anggota kelompok tani
masih belum semua saya kunjungi

. Berapa minggu sekali bertemu dengan
petani yang sama?

Intensitas kunjungan ke petani adalah 2 minggu sekali
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9. Apakah terbantu dengan adanya PPL PPL THL kehutanan sebenarnya tidak ada di wilayah tugas yang ada hanya PPL THL pertanian dan
THL? tentu dengan adanya mereka dapat membantu pekerjaan kita di lapangan
10. Apakah anda berdomisili di daerah Donmisili satu kecamatan dengan wilayah tugas sehingga membantu melaksanakan pembinaan ke
tugas? petani
PPL Terampil (PNS) §
PPL Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik
Pertanyaan / Jawaban
1. Apakah anda sudah merasa bekerja Masalah maj(simal dalam bekerja saya merasa belum maksimal karena anggota kelompok tani yang
secara maksimal? saya bina belum semua saya kunjungi salah satu faktor adalah waktu yang susah dikunjungi
2. Apakah anda merasa petani yang anda | Keahlian yang saya miliki dengan kondisi di lapangan berbeda, sehingga masih harus banyak
bina membutuhkan keahlian anda? belajar lagi terutama di perkebunan kelapa sawit dan budidaya tanaman kakao serta budidaya
jeruk.

3. Apakah semua kelompok tani sudah Khusus ketua kelompok tani sudah dikunjungi hanya anggota yang belum semua dikunjungi
anda kunjungi?

4. Apakah anda sudah merasa PPL dalam salah satu perannya adalah harus mampu mengubah pola fikir petani terutama dalam
memberikan bimbingan kepada usaha taninnya dan usaha yang telah saya lakukan adalah sebatas memberikan bimbingan budidaya
petani? hortikultura dan kelapa sawit walau saya harus banyak belajar lagi

5. Apakah anda membantu dalam Terus terang untuk membantu menganalisa kegiatan petani dalam usaha tani belum begitu banyak
menganalisa kegiatan petani? saya lakukan, saya hanya mengerjakan bantuan sebatas dalam membimbing dalam pembuatan RDKK

6. Apakah anda dilibatkan kegiatan di Keterlibatan saya dalam kegiatan di wilayah tugas masih dibilang kurang mungkin karena faktor
wilayah tugas? domisili yang jauh dari wilayah tugas sehingga petani jarang melibatkan saya pada kegiatan di desa

atau kecamatan

7. Berapa minggu sekali bertemu dengan | Intensitas kunjungan ke petani adalah 1 minggu sekali
petani yang sama?

8. Apakah terbantu dengan adanya PPL. | PPL THL kehutanan sebenarnya tidak ada di wilayah tugas yang ada hanya PPL THL pertanian dan
THL? tentu dengan adanya mereka dapat membantu pekerjaan kita di lapangan

iUt
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9. Apakah penempatannya PPL THL
disamakan dengan PPL yang lain?

Sepengetahuan saya penempatannya disamakan dengan PPL lain

10. Apakah anda berdomisili di daerah
tugas?

Domisili bukan di daerah tugas tetapi masih dapat dijangkau

PPL Terampil Non PNS ( PPL THL)
PPL kecamatan Sebatik Utara

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah anda sudah merasa bekerja
secara maksimal?

Dalam bekerja saya merasa sudah maksimal hal ini saya lakukan dengan memberikan bantuan berupa
bimbingan kepada petani yang saya bina hanya karena saya membina petani dalam satu kecamatan
jadi tidak ada PPL Ahlinya sehingga belum optimal dalam membina mereka

2. Apakah anda merasa petani yang anda
bina membutuhkan keahlian anda?

Wilayah tugas lebih dominan kelapa sawit dan hortikultura sedangkan ilmu yang saya kuasai masih
belum begitu banyak sehingga agar dapat membantu petani dalam menghadapi masalah pada bidang
tersebut saya harus belajar lagi

3. Apakah semua kelompok tani sudah
anda kunjungi?

Kelompok tani yang yang saya bina belum semua saya kunjungi sebatas ketua kelompok yang sudah
saya kunjungi

4. Apakah anda sudah merasa
memberikan bimbingan kepada petani?

Bimbngan yang saya lakukan kepada petani dengan membantu pembuatan permohonan bantuan ke
dinas teknis, memberikan penjelasan pembuatan kompos dengan memanfaatkan bahan dari limbah
pertanian dan ternak dan membimbing dalam menyusun pembuatan RDKK

5. Apakah anda membantu dalam

Kegiatan analisa walau belum maksimal ada yang saya laksanakan tetapi lebih banyak membantu

menganalisa kegiatan petani? pembuatan RDKK untuk mendapatkan pupuk subsidi
6. Apakah anda dilibatkan kegiatan di Keterlibatan kegiatan di tingkat desa atau kecamatan ada saya ikuti karena domisili masih satu
wilayah tugas? kecamatan dengan wilayah tugas sehingga dapat terjangkau

7. Berapa minggu sekali bertemu dengan
‘petani yang sama?

Intensitas kunjungan ke petani 1 minggu sekali

8. Apakah anda tinggal di daerah tugas

Domisili dekat dengan tempat tugas sehingga dapat dijangkau
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E. WAWANCARA DENGAN PENERIMA MANFAAT KEBIJAKAN (PETANI/TOKOH PETANI)

1. Ketua Kelompok Tani Sinar Harapan
Kecamatan Sebatik

Pertanyaan

N

Jawaban

1. Apakah bapak merasa terbantu dengan
adanya PPL?

Sebagai petani dengan adanya PPL kami merasa terbantu sekali terutama dari keahlian yang mereka
miliki terutama penerapan teknologi pertanian dapat kami terapkan di lapangan misalnya pupuk
organik dari penjelasan dan praktek yang diberikan oleh PPL dapat kami praktekkan sendiri dengan
memanfaatkan limbah pertanian, perkebunan dan peternakan bahkan kami telah dapat memasarkan ke
kelompok petani yang lain, keahlian lain yang kami dapatkan adalah penanaman padi yang lebih
efisien penggunaan bibitnya dengan sistem tanam jajar legowo 2 : 1 atau 4 : 1

2. Apakah PPL sering mengunjungi
bapak?

Masalah kunjungan dari PPL dalam 1 minggu pasti ada mjungkin karena faktor tempat tinggal dari
PPL yang ditempatkan disini masih satu kecamatan dengan daerah tugas sehingga mudah dijangkau,
selain itu bisa juga kita berkomunikasi lewat HP yang penting dapat berkoordinasi dengan PPL bila
kami menghadapi masalah budidaya pertanian atau perkebunan

3. Apakah manfaat PPL bagi bapak?

Masalah manfaat sebenarnya banyak yang kita dapatkan asalkan petani benar-benar niat mau maju
atau meningkat kesejahteraannya mulai dari administrasi pembukuan keuangan kelompok, proses
pembuatan pupuk organik, teknologi budidaya pertanian, teknilogi budidaya perkebunan dan
pencegahan hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman hanya masih ada juga yang kurang
yaitu tidak ada PPL Ahli Peternakan di wilayah kami sehingga kami kesulitan jika ternak kami ada
masalah jadi kami bermohon untuk ditempatkan PPL Ahli Peternakan

4. Apakah ada perubahan yang baru yang
diberikan oleh PPL dalam budidaya?

Adanya PPL di wilayah ada perubahan yang kami rasakan dalam bercocok tanam, misalnya dalam
menanam tanaman padi sebelumnya kami dalam menanam dengan sistem dihambur ternyata
membutuhkan benih padi banyak tetapi dengan bimbingan PPL mengikuti anjuran teknologi sistem
jajar legowo bnih padi yang digunakan tidak terlalu banyak dan produksi ada peningkatan demikian
pula dengan budidaya tanaman hortikultura kami juga terbantu
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5. Apakah PPL pernah melakukan Masalah menganalisa sebelum kegiatan dilaksanakan pernah dilakukan oleh PPL yaitu

kegiatan analioa?(35) membantu menganalisa kondisi kimia tanah agar dapat ditentukan kebutuhan pupuk yang akan
digunakan. Selain itu PPL pernah membantu dalam menghitung untung rugi kegiatan usaha tani
antara padi yang ditanam seperti biasanya, dengan padi yang ditanam dengan jajar legowo.
Kami mau melakukan tanam jajar legowo, karena mereka menyakinkan saya bahwa hasilnya
lebih baik. Ternyata memang hasilnya meningkat, sehingga kami tanam begitu sampai sekarang

6. Apakah bapak pernah menerima Masalah nasehat atau bimbingan dari PPL jelas kami mendapatkan terutama yang berhubungan
bimbingan dari PPL? dengan kegiatan kami mulai dari budidaya taman pafi, hortikultura dan usaha tani, intinya kami
bertetima kasih dengan ditempatkannya PPL di wilayah kami

7. Apakah PPL terlibat dengan kegiatan di | PPL di tempat kami baik kok. Aktif dalam kegiatan-kegiatan baik di desa dan kecamatan. Mereka

wilayah bapak? sangat aktif mungkin karena domisili PPL satu kecamatan dengan wilayah tugasnya, sehingga mudah
untuk dihubungi. Intinya PPL di sini aktif. Kami sangat terbantu dengan kehadiran PPL.”
8. Apakah dengan adanya PPL Dengan adanya PPL jelas berpengaruh terhadap produksi pertanian karena kami yang sebelumnya
berpengaruh terhadap produksi dengan cara tradisional dalam menanam tetapi dngan teknologi yang diberikan pada sistem budidaya

pertanian, perikanan dan perkebunan? | ada peningkatan

9. Apakah PPL seharusnya berdomisili | Masalah domisili tidak masalah bagi kami yang penting ada kunjungan atau koordinasi dari PPL

di daerah tugas? kebetulan PPL di wilayah kami masih satu kecamatan tempat tinggalnya
10. Apakah PPL yang ditempatkan cocok | Keahlian PPL yang ada di wilayah kami cocok dengan tempat tugas yang dominan pertanian tanaman
keahliannya dengan tempat tugas? pangan dan perkebunan mereka menguasai ilmunya

2. Ketua Kelompok Tani Mega Abadi Jaya \QJ

Kecamatan Sebarik Tengah
Pertanyaan B Jawaban
1. Apakah bapak merasa terbantu dengan | Sangat terbantu dengan adanya PPL di wilayah kami sehingga ada orang yang dapat memberikan
adanya PPL? masukan atau saran kalau kami menghadapi masalah di pertanian
2. Apakah PPL sering mengunjungi Kunjungan ke petani yang dilakukan oleh PPL dalam satu minggu satu kali hanya kalau boleh saran
bapak? sebaiknya anggota kelompok tani yang lain juga rutin dikunjungi supaya mereka mendapatkan

SLT
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pengetahuan juga dari Bapak PPL tapi karena faktor tempat tinggal yang jauh dari tempat tugas
mungkin belum semua anggota kelompok tani dikunjungi oleh PPL

3. Apakah manfaat PPL bagi bapak?

Manfaat dari PPL ada yang kami dapatkan mulai dari cara pembuatan RDKK agar kami dapat pupuk
subsidi dari pemerintah dan penerapan teknologi pada perkebunan

4. Apakah ada perubahan baru yang
diberikan PPL dalam budidaya? *33)

Perubahan dalam pengolahan pertanian jelas ada tetutama untuk budidaya tanaman durian agar dapat
menghasilkan buah yang optimal

5. Apakah PPL pernah melakukan
kegiatan analisa?

Kegiatan analisa usaha tani belum pernah dilakukan oleh PPL. Dia hanya sebatas membantu
dalam mmbuat RDKK untuk mendapatkan pupuk subsidi. Sepertinya PPL kurang optimal
melakukan analisa tanah misalnya, atau analisa usaha tani. Atau mereka tidak menganggap hal
itu penying, ya? Padahal kalau mereka melakukan analisa, kami akan sangat terbantu”

6. Apakah bapak pernah meneruma
bimbingan dari PPL?

Masalah bimbingan jelas kami dapatkan dari PPL misal budidaya hortikultura khusunya buah durian
dan pupuk hanya kami merasa masih kurang mendapatkan bimbingan tentang penanganan ternak sapi

7. Apakah PPL terlibat dengan kegiatan di
wilayah bapak?

Menurut saya di wilayah kami PPL nya masih kurang melakukan hubungan baik dengan tokoh
masyarakat. PPL nya jarang ikut pertemuan. Apalagi dalam mengelola Gapoktan. PPL nya kurang
aktif di sini. ...... Mungkin tempat tinggalnya jauh, jadi jarang lama ada di tempat kami.”

8. Apakah dengan adanya PPL
berpengaruh terhadap produksi
pertanian, perikanan dan perkebunan?

Adalah pengaruhnya sedikit pada produksi pertanian terutama pada hortikultura dan perkebunan

9. Apakah PPL seharusnya berdomisili di
daerah tugas?

Saya pribadi inginya PPL yang di tempatkan disini tinggal di tempat tugas agar mudah bagi kami
menghubungi bila ada masalah tetapi selama PPL ada mengunjungi kami harap dimaklumi untuk
tempat tinggal

10. Apakah PPL yang ditempatkan cocok
keahliannya dengan tempat tugas?

Kkeahlian PPL yang ditempatkan di wilayah kami sudahcukuplebih dominan ke pertanian tanaman
pangan sedangkan wilayah kami dominan perkebunan kelapa sawit Keahlian PPL yang ada di wilayah
kami sudah cocok dengan tempat tugas
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G

Kecamatan Sebarik Barat
Pertanyaan Jawaban
1. Apakah bapak merasa terbantu dengan | Dengan adanya PPL sangat terbantu sekali terutama dalam budidaya perikanan, budidaya rumput laut
adanya PPL? dan pengolahan hasil perikanan
2. Apakah PPL sering mengunjungi Kunjungan dari PPL dalam | minggu kadang 1 kali bahkan lebih karena domisilinya di wilayah tugas
bapak? sehingga kunjungan kadang di luar jam kerja
3. Apakah manfaat PPL bagi bapak? Manfaat yang kami dapatkan dari PPL banyak mulai dari membantu membuatkan permohonan
bantuan ke dinas, membantu mengurus perijinan untuk surat kapal, membantu budidaya rumput laut
dan ikan serta proses pengolahan hasil dari ikan
4. Apakah ada perubahan baru yang Perubahan jelas ada terutama yang mengarah kepada kegiatan perikanan dan kami merasakan
diberikan oleh PPL ? kemajuan dengan adanya PPL
5. Apakah PPL membantu melakukan Analisa usaha ada yang dibantu oleh PPL yaitu budidaya rumput laut dan ini sudah ada hasil dari
kegiatan analisa usaha yang kami punya
6. Apakah bapak pernah menerima Bimbingan atau nasehat dari PPL ada kami dapatkan terutama yang berhubungan dengan budidaya
bimbingan dari PPL? perikanan dan proses pengolahan hasil perikanan. PPL kan memang ditugaskan untuk mendampingi
petani, memberi contoh, memberikan bimbingan, nasehat. Mereka sudah dilatih untuk itu. Dan
memang banyak yang telah dilakukan PPL berpengaruh pada pendaparan kami.”
7. Apakah PPL terlibat kegiatan di Sebenarnya PPL yang ada di wilayah kami satu kecamatan dengan domisili hanya untuk kegiatan di
wilayah tugas? desa atau kecamatan masih kurang terlibat sehingga pergaulannya dengan masyarakat kurang
8. Apakah dengan adanya PPL Jelas ada pengaruhnya terhadap produksi karena kami mndapatkan bimbingan agar kegiatan yang
berpengaruh terhadap produksi kami laksanakan dapat lebih maju
pertanian, perikanan dan perkebunan?
9. Apakah PPL seharusnya berdomisili di | Lebih baik domisili di wilayah tugas agar mudah dihubungi kebetulan PPL yang ada domisilinya di

daerah tugas?

wilayah tugas

10. Apakah PPL yang ditempatkan cocok

keahliannya dengan tempat tugas?

Keahlian cocok dengan wilayah tugas karena banyak masyarakat di sini mata pecahariannya dari
perikanan tugas
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Pertanyaan

Jawaban

. Apakah bapak merasa terbantu dengan

Dengan adanya PPL sangat terbantu sekali terutama dalam budidaya perikanan, budifaya rumput laut

adanya PPL? dan pengolahan hasil perikanan
2. Apakah PPL sering mengunjungi Kunjungan dari PPL dalam 1 minggu kadang 1 kali bahkan lebih karena domisilinya di wilayah tugas
bapak? sehingga kunjungan kadang di luar jam kerja
3. Apakah manfaat PPL bagi bapak? Manfaat yang kami dapatkan dari PPL banyak mulai dari membantu membuatkan permohonan
bantuan ke dinas, membantu mengurus perijinan untuk surat kapal, membantu budidaya rumput lau
dan ikan serta proses pengolahan hasil dari ikan
4. Apakah ada perubahan baru yang Perubahan jelas ada terutama yang mengarah kepada kegiatan perikanan dan kami merasakan
diberikan oleh PPL ? kemajuan dengan adanya PPL
5. Apakah PPL membantu melakukan Analisa usaha ada yang dibantu oleh PPL yaitu budidaya rumput laut dan ini sudah ada hasil dari
kegiatan analisa? usaha yang kami punya
6. Apakah bapak pernah menerima Bimbingan dari PPL ada kami dapatkan terutama yang berhubungan dengan perikanan
bimbingan dari PPL?
7. Apakah PPL terlibat kegiatan di Keterlibatan PPL dalam kegiatan di desa atau kecamatan jarang dilakukan. Jadi pergaulannya dengan
wilayah tugas? masyarakat di wilayah tugas kurang terjalin dengan baik mungkin karena faktor domisili yang jauh.
Kadang kala kami sulit bertemu PPL, kecuali kalau kami mau mengadakan pertemuan, kami telepon,
baru dia datang.”
8. Apakah dengan adanya PPL Jelas ada pengaruhnya terhadap produksi karena kami mndapatkan bimbingan agar kegiatan yang
berpengaruh terhadap produksi kami laksanakan dapat lebih maju
pertanian, perikanan dan perkebunan?
9. Apakah PPL seharusnya berdomisili di | Lebih baik domisili di wilayah tugas agar mudah dihubungi kebetulan PPL yang ada domisilinya di

daerah tugas?

wilayah tugas

10. Apakah PPL yang ditempatkan cocok

keahliannya dengan tempat tugas?

Keahlian cocok dengan wilayah tugas karena banyak masyarakat di sini mata pecahariannya dari
perikanan
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Pertanyaan

M Jawaban

. Apakah bapak merasa terbantu dengan

Saaya merasa terbantu dengan adanya PPL karena dapat membantu dalam membuat perbohonan

adanya PPL? bantuan ke dinas dan cara mendapatkan pupuk subsidi
2. Apakah PPL sering mengunjungi Masalah kunjungan sebenarnya ada dari PPL tapi mereka tidak rutin sehingga masih ada anggopa
bapak? kelompok tani belum dikunjungi
3. Apakah manfaat PPL bagi bapak? Sebenarnya ada manfaat yang saya dapat dari PPL seperti saya sebutkan tadi hanya kalau boleh usul
saya dan anggota lebih mengharapkan penjelasan dari PPL terhadap komoditas pertanian ada juga
diselingi dengan praktek
4. Apakah ada perubahan baru yang Dengan adanya PPL membimbing kelompok tani sangat membantu hanya PPL yang ada di wilayah
diberikan oleh PPL ? kami keahliannya tidak pas dengan kondisi di wilayah tugas dominan kelapa sawit jadi kadang
penjelasan yang diberikan oleh PPL sulit kami terima
5. Apakah PPL membantu melakukan Kegiatan analisa usaha tani tidak ada dilakukan oleh PPL
kegiatan analisa?
6. Apakah bapak pernah menerima Bimbingan ada saya dapatkan dari PPL terutama untuk pembuatan permohonan, pembuatan RDKK
bimbingan dari PPL? dan sedikit budidaya kelapa sawit
7. Apakah PPL terlibat kegiatan di Kadang ada keterlibatan PPL di wilayah tugas baik di tingkat desa dan kecamatan mungkin tempat
wilayah tugas? tinggal dekat dengan wilayah tugas”
8. Apakah dengan adanya PPL Bimbingan yang diberikan oleh PPL ada sedikit pengaruhnya terhadap kegiatan kami di kebun
berpengaruh terhadap produksi
pertanian,perikanan dan perkebunan?
9. Apakah PPL seharusnya berdomisili di | Kebetulan domisili PPL yang ada di wilayah saya satu kecamatan dengan wilayah tugas hanya

daerah tugas?

kunjungan ke anggota kelompok tani lebih ditingkatkan lagi

10.Apakah PPL yang ditempatkan cocok

keahliannya dengan tempat tugas?

Keahlian dari PPL yang ada sepertinya tidak cocok karena masyarakat disini banyak yang menanam
kelapa sawit sedangkan PPL adalah kehutanan boleh dibilang kurang hutan lindungnya
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Pertanyaan

Jawaban

1.

Apakah bapak merasa terbantu dengan
adanya PPL?

Terbantu sekali dengan adanya PPL di wilayah kami terutama untuk budidaya perkebunan mulai dari
kelapa sawit sampai tanaman mrica serta peremajaan tanaman mangrove yang dapat menjaga
terkikisnya bibir pantai dari air laut

2. Apakah PPL sering mengunjungi Masalah kunjungan ke klompok tani tidak rutin dilakukan tergantung dari kepentingan petani baru
bapak? mereka muncul unuk memberikan solusi
3. Apakah manfaat PPL bagi bapak? Jelas ada manfaat yang kami dapatkan dari PPL mulai dari pengetahuan dari budidaya bidang
perkebunan, pelestarian lingkungan dengan menjaga kelestarian tanaman mangrove dan ketrampilan
lainnya seperti pembuatan kompos
4. Apakah ada perubahan baru yang Dengan adanya PPL banyak pengatahuan yang kami dapatkan sehingga ada perubahan dalam
diberikan oleh PPL ? bercocok tanam kami
5. Apakah PPL membantu melakukan Kegiatan analisa usaha tani ada PPL membantu yaitu menganalisa budidaya tanaman mrica
kegiatan analisa?
6. Apakah bapak pernah menerima Bimbingan ada yang saya dapat misalnya dalam pembuatan pupuk kompos dengan memanfaatkan
bimbingan dari PPL? limbah pertanian atau perkebuanan ditambah limbah ternak sapi dan bimbingan budidaya kelapa sawit
7. Apakah PPL terlibat kegiatan di Masalah keterlibatan PPL di tingkat desa atau kecamatan kurang mungkin karena faktor tempat

wilayah tugas? tinggal yang jauh dari tempat tugas schingga hubungan dengan masyarakat masih kurang terjalin
8. Apakah dengan adanya PPL Pengaruh produksi dengan adanya PPL ada terutama pada bidang perkebunan hanya ada masalah
berpengaruh terhadap produksi yang kami hadapi dalam menjual hasil produksi
pertanian,perikanan dan perkebunan?
9. Apakah PPL seharusnya berdomisili di | Masalah domisili sebenarnya tidak begitu dipermasalahkan asalkan PPL yang ditempatkan ada

daerah tugas?

koordinasinya dengan petani sehingga setiap ada permasalahan dapat teratasi

10. Apakah PPL yang ditempatkan cocok

keahliannya dengan tempat tugas?

Keahlian PPL yang ditempatkan sedikit sesuai terutama dengan potensi di bidang perkebunan
sedangkan arahnya dengan hutan lindung kurang
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Pertanyaan

-

Jawaban

1

. Apakah bapak merasa terbantu dengan

Ada terbantu terutama dalam membuat RDKK untuk mendapatkan pupuk subsidi dan membuat

adanya PPL? permohonan usulan ke dinas teknis, hanya masalah praktek jarang dilakukan oleh PPL

2. Apakah PPL sering mengunjungi Dalam satu minggu ada kunjungan dari PPL walau masih belum menyeluruh pada anggota kelompok
bapak? tani jadi perlu ditingkatkan lagi kunjungan pada anggota

3. Apakah manfaat PPL bagi bapak? Manfaat PPL bagi saya dapat membantu urusan dengan dinas teknis dan dalam budidaya perkebunan

4. Apakah ada perubahan baru yang Ada lah sedikit perubahan terutama dalam mendapatkan pupuk subsidi sedangkan budidaya masih
diberikan oleh PPL ? perlu ditingkatkan lagi

5. Apakah PPL membantu melakukan Tidak pernah PPL membantu dalam kegiatan analisa usaha tani

kegiatan analisa?

6. Apakah bapak pernah menerima Masalah bimbingan jelas saya dapatkan dari PPL tetapi pemerataannya masih kurang ke anggota
bimbingan dari PPL? kelompok tani lainnya dan untuk penjelasan budidaya perkebunan perlu ditambah
7. Apakah PPL terlibat kegiatan di PPL yang ada jarang ikut terlibat dalam kegiatan di desa dan kecamatan sehingga hubungan dengan

wilayah tugas?

tokoh masyarakat kurang mungkin karena tempat tinggal yang jauh dari tempat tugas

8. Apakah dengan adanya PPL Sepertinya belum begitu terasa peningkatan produksi
berpengaruh terhadap produksi
pertanian perikanan dan perkebunan?
9. Apakah PPL seharusnya berdomisili di | Kalau dilihat kurangnya PPL ikut terlibat dalam kegiatan di desa’kecamatan jadi sebaiknya PPL

daerah tugas?

tinggal di wilayah tugas

10. Apakah PPL yang ditempatkan cocok

keahliannya dengan tempat tugas?

Keahlian yang dimiliki oleh PPL ada sedikit cocok dengan kondisi di tempat tugas
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Pertanyaan

Jawaban

1.

Apakah bapak merasa terbantu dengan
adanya PPL?

Bapak PPL yang ada di desa sangat membantu sekali terutama dalam mendapatkan bantuan dari
dinas dibimbing membuat permohonannya, sedangkan arahnya ke budidaya masih perlu
ditingkatkan lagi

2. Apakah PPL sering mengunjungi Karena PPL yang ada satu kecamatan dengan tempat tugas sehingga ada kunjungannya kepada
bapak? petani walau belum semua dikunjungi mungkin karena PPLnya pegang satu kecamatan tidak ada
PPL lain
3. Apakah manfaat PPL bagi bapak? Masalah manfaat ada karena PPL semangat sekali dalam membimbing untuk membuat RDKK agar
dapat pupuk subsidi dan buat permohonan bantuan ke dinas
4, Apakah ada perubahan baru yang Untuk perubahan jelas ada karena sebelumnya petani susah dalam mendapatkan pupuk subsidi
diberikan oleh PPL ? dengan bimbingan PPL mudah di dapat
5. Apakah PPL membantu melakukan Kegiatan analisa usaha tani ada pernah dibantu oleh PPL tetapi tidak begitu mendalam
kegiatan analisa?
6. Apakah bapak pernah menerima Bimbingan jelas ada didapat dari PPL terutama yang berkaitan dengan masalah pertanian
bimbingan dari PPL?
7. Apakah PPL terlibat kegiatan di PPL yang di tempatkan disini tempat tinggal masih dekat dengan tempat tugas dan ada
wilayah tugas? keterlibatannya di desa atau kecamatannnya
8. Apakah dengan adanya PPL Dengan adanya pupuk yang mudah didapat sehingga berpengaruh terhadap produksi dari
berpengaruh terhadap produksi hortikultura dan perkebunan
pertanian,perikanan dan perkebunan?
9. Apakah PPL seharusnya berdomisili di | Domisili tidak di tempat tugas tidak jadi masalah asalkan PPL tetap ada kunjungan ke petani dan

daerah tugas?

kalau boleh usul ditambah PPLnya terutama PPL Ahli

10. Apakah PPL yang ditempatkan cocok

keahliannya dengan tempat tugas?

Adalah kecocokan dengan tempat tugas
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